BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TAHUN 2014

2.1.  Gambaran Umum Kondisi Daerah 
2.1.1. Aspek Geografis Dan Demografi

A.	Geografis
Provinsi Sumatera Barat terletak antara 00 54’ Lintang Utara (LU), sampai dengan 30 30’ Lintang Selatan (LS), dan 980 36’ sampai 1010 53’ Bujur Timur (BT), mempunyai luas daerah daratan ± 42.297,30 km² dan luas perairan (laut) ±52.882,42 km² dengan panjang pantai wilayah daratan ±375 km ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai ±1.003 km, sehingga total garis pantai keseluruhan ±1.378 km. Perairan laut ini memiliki 391 pulau-pulau kecil dengan jumlah pulau terbanyak yaitu 323 pulau berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Mempunyai 19 Kabupaten/Kota dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas, yaitu 6,01 ribu Km² atau sekitar 14,21% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil, yakni 23,0 Km² (0,05%). Secara administratif, wilayah Sumatera Barat berbatasan sebelah utara dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah selatan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah Barat dengan Samudera Hindia dan sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi.
Sumatera Barat berdasarkan letak geografisnya dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang nol derajat) tepatnya di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Karena itu Sumatera Barat mempunyai iklim tropis dengan rata‐rata suhu udara 25,780 C dan rata‐rata kelembaban yang tinggi yaitu 86,67% dengan tekanan udara rata‐rata berkisar 994,69 mb. Pengaruh letak ini pula, maka ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi, sebagian daerahnya berada pada dataran tinggi kecuali Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Padang. Suhu udara ditentukan oleh tinggi rendahnya daratan dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Secara umum daerah Sumatera Barat pada tahun 2011 beriklim panas dengan suhu udara berkisar dari 15,60C sampai 34,20C. serta tekanan udara minimun 989 mbar dan maksimum 1000,7 mbar dengan kelembaban relatif minimun 43% dan kelembaban relatif maksimum 100%.
Alam Sumatera Barat meliputi kawasan lindung yang mencapai sekitar 45,17% dari luas keseluruhan. Sedangkan lahan yang sudah termanfaatkan untuk budidaya baru tercatat sebesar 23.190,11 Km² atau sekitar 54,83 persen dari kawasan seluruhnya. Sumatera Barat juga memiliki empat danau yang indah, yaitu berada di Kabupaten Agam yaitu danau Maninjau dan tiga lainnya di Kabupaten Solok yaitu Danau Singkarak, Danau Diatas dan Danau Dibawah. Daratan Sumatera Barat tidak terlepas dari gugusan gunung yang terdapat di semua Kabupaten/Kota. Gunung yang paling tinggi di Sumatera Barat yaitu Gunung Talamau dengan ketinggian 2.913 meter dari permukaan laut yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat.
Ketinggian permukaan wilayah di Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi mulai dari dataran rendah di pantai dengan ketinggian 0 m hingga dataran tinggi (pegunungan) dengan ketinggian > 3000 m di atas permukaan laut (mdpl). Luas areal yang mempunyai ketinggian 0 sampai 100 mdpl meliputi 1.286.793 ha (30.41%), daerah dengan ketinggian 100–500 mdpl mencapai 643.552 ha (15,21%), antara 500–1.000 mdpl seluas 1.357.045 ha (32,07%), antara 1.000–1.500 mdpl terdapat 767.117 ha (18,13%), daerah dengan ketinggian 1.500–2.000 mdpl tercatat 113.116,6 Ha (2,67%) dan sisanya daerah dengan ketinggian di atas 2.500 mdpl.
	Dengan kondisi topografi tersebut di atas, potensi sumber daya alam yang terdapat di Sumatera Barat dengan berbagai variasi intensitas dan penggunaannya. Pada dataran rendah intensitas penggunaan dapat lebih maksimal, sementara itu pada dataran tinggi  intensitas penggunaan akan dihadapkan pada faktor pembatas lahan. Untuk itu diharapkan pemanfaatan lahan agar dapat dikelola secara seksama dengan memperhatikan dampak lingkungan, sehingga tidak terjadi kerusakan berdampak negatif untuk masa kini dan yang akan datang. Dataran tinggi di wilayah Sumatera Barat sebagian besar merupakan jajaran perbukitan dan pegunungan termasuk rantai Pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Utara hingga Selatan Pulau Sumatera. Lahan yang ada pada kawasan perbukitan dan pegunungan tersebut dengan kelerengan di atas 40% tercatat 1.017.000 Ha.
B.  Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah  
	Analisis potensi pengembangan ekonomi wilayah diperlukan untuk dapat mengetahui secara kongkrit menggunakan indikator tertentu tentang sektor dan subsektor yang mempunyai potensi pengembangan yang baik. Analisis ini diperlukan mengingat masing-masing daerah mempunyai potensi pengembangan yang bervariasi sesuai dengan kondisi daerah bersangkutan. Informasi ini diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah guna dapat menentukan arah dan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat diwujudkan secara optimal. Dengan demikian peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih maksimal. 
	Potensi pengembangan suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan 2 indikator utama yaitu:
1. Laju pertumbuhan sektor dan sub sektor bersangkutan dalam perekonomian daerah. Indikator ini diperlukan untuk pengembangan sektor dan subsektor yang mempunyai potensi yang cukup tinggi sehingga dapat diketahui laju pertumbuhannya;   
2. Kontribusi sektor dan sub sektor yang terkait dalam perekonomian daerah. Hal yang menjadi pertimbangan adalah bahwa suatu sektor dan sub sektor mempunyai potensi pembangunan yang cukup besar bilamana kontribusinya terhadap perekonomian daerah cukup besar pula.       
	Kedua indikator ini dapat mengetahui potensi pengembangan ekonomi wilayah menurut sektor dan sub sektor di Provinsi Sumatera Barat adalah seperti digambarkan pada tabel berikut ini.


Tabel 2.1.
Struktur dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 – 2015 (Atas Harga Berlaku)
	No
	Sektor/Sub-sektor
	Struktur PDRB (%)
	Laju Pertumbuhan (%)

	
	
	Tahun 2014
	Tahun 2015*
	Tahun 2014
	Tahun 2015*

	1.
	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
	25,04
	24,86
	5,86
	0,49

	2.
	Pertambangan dan Penggalian
	4,86
	4,96
	4,34
	6,89

	3.
	Industri Pengolahan
	10,46
	10,37
	5,40
	6,83

	4.
	Listrik dan Gas
	0,07
	0,07
	8,68
	4,26

	5.
	Pengadaan Air
	0,08
	0,09
	3,89
	6,22

	6.
	Konstruksi
	8,99
	9,00
	6,58
	7,01

	7.
	Perdagangan Besar & Eceran & Reparasi Mobil & Sepeda Motor
	14,29
	14,68
	5,30
	4,13

	8.
	Transportasi dan Pergudangan
	11,71
	11,83
	7,51
	9,72

	9.
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
	1,10
	1,21
	6,44
	7,04

	10.
	Informasi dan Komunikasi
	5,20
	5,10
	8,37
	13,28

	11.
	Jasa Keuangan dan Asuransi
	3,10
	2,94
	5,14
	-1,44

	12.
	Real Estate
	1,95
	2,05
	5,56
	3,56

	13.
	Jasa Perusahaan
	0,42
	0,45
	6,97
	3,95

	14.
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib
	6,10
	5,78
	1,95
	5,68

	15.
	Jasa Pendidikan
	3,69
	3,66
	6,18
	10,62

	16.
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	1,32
	1,30
	7,97
	4,34

	17.
	Jasa Lainnya
	1,61
	1,66
	6,52
	6,94

	
	PDRB
	100,0
	100,0
	5,85
	5,27


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat
*Kondisi Triwulan II

	Pada tabel di atas terlihat 17 sektor perekonomian, tahun 2015 sekor pertanian, kehutanan dan perikanan tetap merupakan potensi ekonomi wilayah yang cukup penting bagi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini dapat dilihat dari struktur ekonomi menurut lapangan usaha, kontribusi sektor ini terhadap pembangunan ekonomi daerah adalah sebesar 24,86%, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 0,49%. Namun dibandingkan dengan tahun 2014 kontribusi sektor ini mengalami penurunan yaitu sebesar 25,04%, dengan laju pertumbuhan sebesar 5,86%.
Selanjutnya sektor Perdagangan Besar % Eceran & Reparasi Mobil & Sepeda Motor dalam struktur ekonomi Provinsi Sumatera Barat juga memiliki peran yang cukup besar, yaitu pada tahun 2015 sebesar 14,68%, dengan laju pertumbuhan 4,13%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan laju pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan tahun 2014 dimana kontribusi sektor ini terhadap pembangunan ekonomi daerah sebesar 14,29% dengan laju pertumbuhan sebesar 5,3%. 
Berikutnya sektor Transportasi dan Pergudangan, tahun 2015 memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah sebesar 11,83%, dengan laju pertumbuhan yaitu sebesar 9,72%. Dalam hal ini kalau dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 kontribusi sektor ini terhadap pembangunan ekonomi daerah adalah sama yaitu sebesar 11,71%, namun mengalami penurunan dimana tahun 2014 tercatat laju pertumbuhan sebesar 7,51%.
Selanjutnya sektor Industri Pengolahan tahun 2015 memberikan kontribusi pada perekonomian daerah sebesar 10,37%, dengan laju pertumbuhan yaitu sebesar 6,83%, dibandingkan tahun 2014 kontribusi sektor ini mengalami peningkatan yaitu 10,46%, dan laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yaitu 5,40%.
Pada sektor lainnya yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian daerah yakni: sektor konstruksi sebesar 9,0%, naik dibandingkan dengan tahun 2014 hanya sebesar 8,99%, dengan laju pertumbuhan sebesar 7,01%, sedikit mengalami kenaikan dari tahun 2014. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib tahun 2015 berkontribusi sebesar 5,78%, turun dibandingkan dengan tahun 2014 juga sebesar 6,10%, dengan laju pertumbuhan hanya sebesar 5,68%, naik signifikan dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun 2014 yaitu sebesar 1,95%. Sektor Informasi dan Komunikasi, tahun 2015 berkontribusi sebesar 5,10%, menurun dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 5,20%, dengan laju pertumbuhan naik sebesar 13,28% dibanding dengan tahun 2014 sebesar 8,37%. Sektor-sektor lainnya berkontribusi relatif kecil terhadap pembangunan perekonomian daerah tahun 2015.
Potensi pembangunan wilayah Sumatera Barat dapat dikelompokkan atas beberapa wilayah atau kawasan. Dalam hal ini pengelompokkan didasarkan pada kandungan potensi sumberdaya alam pada masing-masing wilayah. Analisis ini diperlukan untuk dapat merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan wilayah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh wilayah dan kawasan bersangkutan, antara lain:                  
	Kawasan Perikanan dan Kelautan: terbagi dalam 2 (dua) aktivitas yaitu perikanan air tawar (didaratan) dan perikanan laut/air payau (diwilayah laut). Akitifitas perikanan laut meliputi Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai daerah lautan (termasuk kawasan pantai), maka potensi pembangunan yang dimiliki adalah dalam aktifitas budidaya pembesaran dan penangkapan. Dewasa ini daerah-daerah perikanan laut yang cukup potensial untuk dikembangkan guna mendorong proses pembangunan daerah adalah Painan di Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Bungus di Kota Padang, Kota Pariaman dan Kecamatan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat. Kawasan Bungus sudah sejak beberapa tahun yang lalu ditetapkan sebagai pusat perikanan laut untuk kawasan Pantai Barat Pulau Sumatera ini. Hal ini dilakukan mengingat hasil penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa Samudra Indonesia yang terletak di kawasan Pantai Barat Sumatera Barat ini ternyata mempunyai potensi ikan tuna yang besar dengan kualitas yang sangat baik, sementara aktivitas perikanan air tawar dalam bentuk pembenihan, pembesaran hampir seluruh kabupaten/kota memiliki potensi yang dapat dikembangkan.   
	Kawasan Tanaman Pangan yang meliputi Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Solok dan Kabupaten Pasaman. Daerah ini merupakan daerah subur yang sejak lama berfungsi sebagai  “lumbung pangan” Sumatera Barat dengan produksi utama adalah padi, palawija dan tanaman pangan lainnya. Untuk meningkatkan produktifitas lahan, daerah ini sudah sejak lama dilengkapi dengan fasilitas irigasi yang cukup memadai. Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, ke depan daerah ini akan terus dikembangkan sebagai penghasil utama komoditi pangan untuk daerah Sumatera Barat maupun provinsi tetangga terutama Riau.
	Kawasan Perkebunan yang meliputi Kabupaten Sijunjung, Dharmasraya, Solok Selatan dan Pasaman Barat. Produk utama daerah ini adalah karet, kelapa sawit dan teh yang merupakan komoditi ekspor utama Sumatera Barat. Untuk meningkatkan nilai tambah telah dibangun pula industri karet remah (Crumb-rubber) terutama di kota Padang dan pabrik minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO) terutama di daerah Pasaman Barat dan Dharmasraya. Kedepan kawasan ini akan terus dikembangkan sebagai daerah perkebunan besar dalam rangka mendukung peningkatan ekspor daerah Sumatera Barat.   
	Kawasan Pertambangan, yang meliputi Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung dengan produksi utama adalah batubara. Walaupun sejak beberapa tahun terakhir ini terjadi penurunan jumlah produksi karena berkurangnya produksi tambang luar, namun demikian potensi tambang dalam sebenarnya masih sangat besar. Disamping itu kualitas batubara produksi daerah ini terkenal cukup baik dan mempunyai harga yang relatif cukup tinggi. Dalam rangka peningkatan produksi batubara daerah ini, pemerintah daerah telah mengundang beberapa investor asing baik dari Australia, Polandia dan China untuk mengelola tambang dalam yang memerlukan teknologi tinggi dibidang pertambangan.  
C.	Wilayah Rawan Bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	Dengan banyaknya jenis bahaya alam yang mengancam, Provinsi Sumatera Barat dapat disebut sebagai wilayah “Supermarket Bencana Alam”. Selain potensi bencana yang disebabkan oleh aktivitas alam, provinsi ini juga memiliki potensi bencana yang disebabkan oleh manusia seperti konflik sosial, epidemi wabah penyakit dan kegagalan teknologi.
	Posisi Sumatera Barat yang terletak dekat dengan pertemuan lempeng Indo-Australia dan Euro Asia di Samudera Hindia sebelah Barat Mentawai serta dilalui jalur patahan Semangka dari Solok Selatan sampai Pasaman.
Sejarah telah mencatat beberapa bencana yang ditimbulkan oleh gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat. Pada tanggal 28 Juni 1926, telah terjadi gempa bumi di Padang Panjang dengan kekuatan 7 Skala Richter yang merenggut 354 korban meninggal dunia dan lebih kurang 3000 rumah rusak. Gempa ini sangat populer diantara para orang-orang tua masyarakat yang berada di wilayah yang terkena gempa dan menjadikan kejadian ini sebagai referensi penunjuk waktu untuk mencatat sesuatu kejadian. Pada tanggal 6 Maret 2007, siklus gempa yang sama terjadi lagi dengan kekuatan 6,3 Sekala Richter dan merenggut 66 korban meninggal dunia dan lebih kurang 35000 rumah rusak di 10 kabupaten/kota yang berdekatan dengan pusat gempa ini. Begitujuga gempa bumi pada tanggal 30 September 2009 yang berdampak pada 10 kabupaten/kota. Jumlah korban 1.195 orang meninggal. Kerusakan rumah lebih dari 249.000 dan termasuk kerusakan infrastruktur sosial ekonomi yang parah. Setelah gempa dan tsunami Aceh pada bulan Oktober 2004, bencana gempa bumi telah menjadi momok bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. 
	Disamping itu, Peraturan Gempa Indonesia (SNI-1726, 2002) menempatkan Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang memiliki percepatan gempa maksimum (PGA) tertinggi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat bisa dipastikan adalah daerah yang rawan terhadap bencana gempa bumi. Hasil kajian yang dilakukan para ahli geologi dan juga didukung oleh dokumen dari Pemerintahan Belanda menunjukkan bahwa di Kota Padang telah terjadi tsunami yang cukup besar yang terjadi pada tanggal 10 Februari 1797 dan 24 November 1833. Dilaporkan ketinggian tsunami saat itu lebih kurang 3 sampai 4 meter dan landaannya menjangkau lebih kurang 1 km. Disamping itu, Provinsi Sumatera Barat memiliki gunung api seperti Gunung Merapi, Gunung Tandikat, Gunung Talang dan Gunung Kerinci yang berpotensi menimbulkan bencana terhadap wilayah di sekitarnya. Tahun 2006, aktifitas Gunung Talang yang sempat menyembulkan lahar meskipun tidak sampai menimbulkan bencana besar dan telah menarik para ahli nasional maupun internasional untuk mengkaji lebih lanjut karakteristik gunung untuk memprediksi aktifitasnya dimasa yang akan datang. 
	Begitu juga Gunung Marapi masih terus mengeluarkan asap pada beberapa tahun belakang ini, sehingga potensi bencana yang ditimbulkannya terhadap penduduk di sekitar gunung yang cukup besar. Provinsi Sumatera Barat juga memiliki sungai-sungai besar yang mengalir dari wilayah pegunungan di sebelah timur menuju ke arah pantai di bagian barat. Wilayah yang berada di sekitar sungai berpotensi terjadinya banjir terutama pada saat musim hujan. Telah dilaporkan bahwa banyak korban dan infrastruktur rusak ketika bencana banjir terjadi. Bencana lainnya adalah bencana longsor yang telah terjadi pada tanggal 4 Mei 1987 di Padang Panjang. Bencana ini telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 143 orang meninggal dunia, 49 rumah rusak, dan 1 buah bangunan sekolah tertimbun. Bencana ini diperkirakan merupakan bencana longsor terbesar di Provinsi Sumatera Barat.
	Provinsi Sumatera Barat juga berpotensi terhadap abrasi pantai, khususnya wilayah yang berbatasan dengan laut terbuka. Dilaporkan telah terjadi perubahan garis pantai akibat abrasi yang menyebabkan bangunan-bangunan yang ada di atasnya runtuh.
D.	Demografi
Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, total penduduk Provinsi Sumatera Barat berjumlah 4.846.909 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki 2.404.377 jiwa dan perempuan 2.442.532 jiwa. Sedangkan berdasarkan hasil pencacahan penduduk terakhir tahun 2013, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat sementara adalah sebanyak 5.066.500 jiwa, yang terdiri atas 2.516.000 laki-laki dan 2.550.500 perempuan. Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan, yang secara universal penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam hal kaitannya peran penduduk tersebut, maka kualitas penduduk perlu ditingkatkan dan pertumbuhan serta mobilitasnya harus dikendalikan.

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2013
Grafik 1.
Penduduk Sumatera Barat Tahun 2009-2013

	Pada umumnya penduduk Sumatera Barat terus bertambah dari waktu ke waktu. Hal tersebut dapat dicermati pada tahun 1971 jumlah penduduk Sumatera Barat berjumlah 2,80 juta jiwa, pada tahun 1980 telah bertambah menjadi 3,05 juta jiwa, tahun 1990 meningkat terus menjadi 4,00 juta jiwa, tahun 2009 sebanyak 4,82 juta jiwa, tahun 2011 sebanyak 4,93 juta jiwa dan pada tahun 2013 sudah mencapai 5.066.000 jiwa.
	Sesuai dengan jumlah penduduk 2013 tersebut tampak bahwa sebaran penduduk Sumatera Barat 73,03 persen berada di daerah Kabupaten dan 26,97 persen berada di Kota. Kota Padang, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Padang Pariaman merupakan 4 (empat) daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto dan Kota Solok merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling kecil. Seperti terlihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.2.
 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013
	Kabupaten/Kota
	Penduduk (dalam ribuan jiwa)
	Sex Ratio

	
	Laki-Laki
	Perempuan
	Laki-Laki+Perempuan
	

	Kabupaten
	
	
	
	

	Kep. Mentawai
	42,1
	39,0
	          81,1 
	 107,9 

	Pesisir Selatan
	220,2
	224,7
	        444,9 
	 98,0 

	Solok
	178,0
	182,6
	        360,6 
	 97,5 

	Sijunjung
	106,6
	106,7
	        213,3 
	 99,9 

	Tanah Datar
	169,1
	177,7
	        346,8 
	 95,2 

	Padang Pariaman
	198,3
	205,4
	        403,7 
	 96,5 

	Agam
	231,4
	240,0
	        471,4 
	 96,4 

	Lima Puluh Kota
	179,8
	182,9
	        362,7 
	 98,3 

	Pasaman
	130,7
	133,5
	        264,2 
	 97,9 

	Solok Selatan
	77,0
	75,9
	        152,9 
	 101,4 

	Dharmasraya
	107,2
	99,5
	        206,7 
	 107,7 

	Pasaman Barat
	196,2
	192,7
	        388,9 
	 101,8 

	Kota
	
	
	
	

	Padang
	435,6
	439,0
	        874,6 
	 99,2 

	Solok
	31,2
	31,8
	          63,0 
	 98,1 

	Sawahlunto
	29,3
	29,8
	          59,1 
	 98,3 

	Padang Panjang
	24,6
	24,8
	          49,4 
	 99,2 

	Bukittinggi
	57,0
	60,6
	        117,6 
	 94,1 

	Payakumbuh
	61,0
	62,0
	        123,0 
	 98,4 

	Pariaman
	40,7
	41,9
	          82,6 
	 97,1 

	Sumatera Barat
	2.516,0
	2.550,5
	5.066,5
	98,6


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2013

Berdasarkan jumlah penduduk dari data BPS tahun 2013 dapat terlihat bahwa pertumbuhan penduduk Sumatera Barat adalah sebesar 1,09% per tahun jika dibandingkan dengan penduduk pada tahun 2000. Laju pertumbuhan penduduk secara terperinci tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.3.
Laju Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk
Tahun 2008 – 2013
	NO
	URAIAN
	TAHUN

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.
	Laju Pertumbuhan Penduduk
	1,2
	1,2
	1,3
	1,4
	1,4
	1,3

	2.
	Jumlah Penduduk
	4.763.099
	4.827.973
	4.865.300
	4.933.100
	5.000.200
	5.066.500


Sumber : BPS Tahun 2013

Laju pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh struktur umur penduduk. Struktur umur penduduk pada suatu daerah sangat ditentukan oleh perkembangan tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Oleh karena itu, jika angka kelahiran pada suatu daerah cukup tinggi, maka dapat mengakibatkan daerah tersebut tergolong sebagai daerah yang berpenduduk usia muda dan kecenderungan laju pertumbuhan penduduknya tinggi. Kendali yang dilakukan selama ini adalah melalui Program Keluarga Berencana (KB) melalui akseptor KB dengan jumlah akseptor KB tahun 2006 sebesar 104.369, tahun 2007 sebesar 108.296, tahun 2008 sebesar 122.589 tahun 2013 sebesar 158.444 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 1,89%.

2.1.2.     Aspek Kesejahteraan Masyarakat
A.  Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat atas dasar harga konstan selama periode tahun 2010-2014 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu dari sebesar Rp. 105.02 triliun tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 133,24 triliun pada tahun 2014. Ditinjau dari kontribusi PDRB untuk masing-masing sektor, sektor pertanian masih mendominasi dalam perolehan nilai tambah PDRB di Provinsi Sumatera Barat, yaitu sebesar Rp 27.27 triliun (tahun 2010) dengan kontribusinya sebesar 21,21%, dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2014 mencapai Rp 32.06 triliun (lihat tabel 2.4).  
Tabel 2.4
Nilai dan Persentase Kontribusi Sektor Ekonomi dalam Pembentukan Nilai PDRB Sumatera Barat Periode 2010-2014 atas Dasar Harga Konstan 2010 (Triliun Rupiah)
	No
	Sektor Ekonomi
	2010
	2011
	2012
	2013*)
	2014**)

	
	
	Rp
	%
	Rp
	%
	Rp
	%
	Rp
	%
	Rp
	%

	1.
	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
	27,27
	21,21
	28,53
	25.55
	29,28
	24,67
	30,28
	24,06
	32,06
	24,06

	2.
	Pertambangan dan Penggalian
	4,78
	4,55
	5,03
	4,50
	5,32
	4,48
	5,72
	4,55
	5,97
	4,48

	3.
	Industri Pengolahan
	12,28
	11,69
	12,86
	11,51
	13,69
	11,53
	14,39
	11,44
	15,17
	11,39

	4.
	Listrik dan Gas
	0,10
	0,10
	0,12
	0,10
	0,12
	0,10
	0,12
	0,10
	0,13
	0,10

	5.
	Pengadaan Air
	0,13
	0,11
	0,12
	0,11
	0,12
	0,10
	0,12
	0,10
	0,13
	0,10

	6.
	Konstruksi
	8,28
	7,88
	8,93
	7,99
	9,81
	8,27
	10,82
	8,6
	11,54
	8,66

	7.
	Perdagangan Besar & Eceran & Reparasi Mobil & Sepeda Motor
	15,89
	15,14
	16,84
	15,08
	18,29
	15,40
	19,44
	15,45
	20,47
	15,36

	8.
	Transportasi dan Pergudangan
	10,94
	10,42
	11,87
	10,63
	12,79
	10,78
	13,88
	11,02
	14,92
	11,20

	9.
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
	1,07
	1,02
	1,12
	1,00
	1.18
	0,99
	1,25
	0,99
	1,33
	1,00

	10.
	Informasi dan Komunikasi
	5,76
	5,49
	6,29
	5,64
	7,03
	5,93
	7,68
	6,10
	8,32
	6,24

	11.
	Jasa Keuangan dan Asuransi
	3,03
	2,89
	3,32
	2,97
	3,64
	3,07
	3,87
	3,07
	4,07
	3,05

	12.
	Real Estate
	2,15
	2,05
	2,24
	2,01
	2,34
	1,97
	2,47
	1,96
	2,61
	1,96

	13.
	Jasa Perusahaan
	0,46
	0,44
	0,48
	0,43
	0,51
	0,43
	0,55
	0,44
	0,58
	0,44

	14.
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib
	6,64
	6,32
	7,22
	6,47
	7,24
	6,09
	7,36
	5,85
	7,51
	5,63

	15.
	Jasa Pendidikan
	3,37
	6,32
	3,65
	6,47
	4,02
	6,09
	4,36
	5,85
	4,63
	5,63

	16.
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	1,26
	1,20
	1,36
	1,22
	1,50
	1,27
	1,62
	1,29
	1,75
	1,31

	17.
	Jasa Lainnya
	1,61
	1,53
	1,71
	1,53
	1,82
	1,53
	1,92
	1,52
	2,04
	1,53

	
	PDRB
	105.02
	100
	111,68
	100
	118,72
	100
	125,87
	100
	133,24
	100


Sumber : BPS
Catatan:   *) Angka Sementara 
                 **) Angka Sangat Sementara
Walaupun PDRB dari sektor pertanian selama periode 2010-2014 atas dasar harga konstan telah memberikan kontribusi yang relatif cukup besar dalam pembentukan nilai PDRB Sumatera Barat, namun dalam perkembangan kontribusinya cenderung menunjukkan penurunan. Hal ini bisa dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap nilai PDRB yang sebesar 25,55% tahun 2011 terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan sampai pada tahun 2014 menjadi sebesar 24,06%. Dengan demikian jelas terllihat bahwa selama periode 2010-2014 telah terjadi penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan nilai PDRB Sumatera Barat.
Sektor kedua terbesar penyumbang PDRB Sumatera Barat adalah sektor Perdagangan Besar & Eceran & Reparasi Mobil & Sepeda Motor, di tahun 2014 mencapai Rp.20,47 triliun atau 15,36%. Sektor ini mengalami fluktuasi kenaikan atau penurunan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
Sektor ketiga penyumbang PDRB terbesar bagi Provinsi Sumatera Barat adalah sektor Industri Pengolahan yang pada tahun 2014 mencapai Rp.15,17 triliun atau 11,39% dari total PDRB. Sejak dari tahun 2012, sektor ini mengalami penurunan dalam kontribusinya terhadap PDRB, di tahun 2012 kontribusinya mencapai 11,53% dan di tahun 2013 mencapai 11,44.
Sementara itu, sektor-sektor yang menunjukkan trend peningkatan adalah Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan dan Informasi dan Komunikasi mengalami peningkatan dari tahun 2010 dengan kontribusi masing-masingnya sebesar 7,88%, 10,42% dan 5,49% meningkat menjadi 8,66%, 11,20% dan 6,24% pada tahun 2014. 
Sektor-sektor lainnya berkontribusi relatif lebih kecil terhadap total PDRB Sumatera Barat dengan perkembangannya relatif berfluktuasi dari tahun ke tahun 
Tabel 2.5 menunjukkan bahwa total PDRB tahun 2014 berdasarkan harga berlaku naik mencapai Rp.167,04 triliun, atau meningkat 13,72% dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 146,88 triliun. PDRB dari harga berlaku selama periode 2010-2014 menunjukkan kenaikan yang sebesar Rp.105,02 triliun di tahun 2010 menjadi Rp.167,04 triliun pada tahun 2014.
Dilihat dari kontribusi sektor pertanian masih mendominasi pembentukan nilai PDRB  atas harga berlaku, trendnya dari tahun ke tahun cenderung menunjukkan penurunan dan namun di tahun 2014 mengalami kenaikan. Hal ini tampak dari kontribusinya yang sebesar 25,97% pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 25,74% tahun 2011, dan secara berturut-turut kemudian terus mengalami penurunan menjadi 25,02% (2012), 24,67% (2013) dan pada tahun 2014 naik menjadi sebesar 25,04%. 
Kontribusi sektor Perdagangan Besar & Eceran & Reparasi Mobil & Sepeda Motor sebagai penyumbang kedua terbesar terhadap PDRB, juga mengalami trend penurunan. Dilihat dari tahun 2010 – 2014 berturut-turut adalah 15,14% (2010), 15,05% (2011), 15,11% (2012), 14,77% (2013) dan 14,29% (2015).
Sektor Transportasi dan Pergudangan dan sektor Industri Pengolahan sebagai penyumbang ketiga dan keempat terbesar terhadap perekonomian Sumatera Barat juga menunjukkan trend kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Transportasi dan Pergudangan mengalami kenaikan dari 10,42% tahun 2010 menjadi 11,71% pada tahun 2013 sektor Industri Pengolahan mengalami penurunan, 11,69% di tahun 2010 menjadi 10,46% di tahun 2014. 
Adapun sektor-sektor lainnya memiliki sumbangan relatif lebih kecil terhadap PDRB, juga mengalami fluktuasi yang beragam, namun baik kenaikan maupun penurunannya tidak terlalu signifikan.









Tabel 2.5
Nilai dan Persentase Kontribusi Sektor Ekonomi dalam Pembentukan Nilai PDRB Sumatera Barat Periode 2010-2014 Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun Rupiah)
	No
	Sektor Ekonomi
	2010
	2011
	2012
	2013*)
	2014**)

	
	
	Rp
	%
	Rp
	%
	Rp
	%
	Rp
	%
	Rp
	%

	1.
	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
	27,28
	25,97
	30,54
	25,74
	32,89
	25,02
	36,23
	24,67
	41,83
	25,04

	2.
	Pertambangan dan Penggalian
	4,78
	4,55
	5,29
	4,46
	5,84
	4,44
	6,76
	4,60
	8,12

	4,86

	3.
	Industri Pengolahan
	12,28
	11,69
	13,90
	11,71
	15,15
	11,53
	16,19
	11,02
	17,48
	10,46

	4.
	Listrik dan Gas
	0,10
	0,10
	0,09
	0,08
	0,09
	0,07
	0,09
	0,06
	0,11
	0,07

	5.
	Pengadaan Air
	0,11
	0,11
	0,12
	0,10
	0,13
	0,10
	0,13
	0,09
	0,14
	0,08

	6.
	Konstruksi
	8,28
	7,88
	9,54
	8,04
	11,00
	8,37
	12,88
	8,77
	15,01
	8,99

	7.
	Perdagangan Besar & Eceran & Reparasi Mobil & Sepeda Motor
	15,89
	15,14
	17,86
	15,05
	19,86
	15,11
	21,70
	14,77
	23,86
	14,29

	8.
	Transportasi dan Pergudangan
	10,94
	10,42
	12,60
	10,62
	13,90
	10,58
	16,49
	11,22
	19,56

	11,71

	9.
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
	1,07
	1,02
	1,22
	1,03
	1,37
	1,05
	1,57
	1,07
	1,84
	1,1

	10.
	Informasi dan Komunikasi
	5,76
	5,49
	6,41
	5,40
	7,31
	5,56
	7,73
	5,26
	8,68
	5,20

	11.
	Jasa Keuangan dan Asuransi
	3,03
	2,89
	3,49
	2,94
	4,15
	3,16
	4,63
	3,15
	5,17
	3,10

	12.
	Real Estate
	2,15
	2,05
	2,35
	1,98
	2,55
	1,92
	2,84
	1,93
	3,26
	1,95

	13.
	Jasa Perusahaan
	0,46
	0,44
	0,50
	0,42
	0,56
	0,42
	0,63
	0,43
	0,70
	0,42

	14.
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib
	6,64
	6,32
	7,56
	6,37
	8,39
	6,39
	9,24
	6,29
	10,18
	6,10

	15.
	Jasa Pendidikan
	3,35
	3,21
	3,94
	3,32
	4,55
	3,46
	5,42
	3,69
	6,16
	3,69

	16.
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	1,26
	1,20
	1,45
	1,23
	1,74
	1,32
	1,97
	1,34
	2,20
	1,32

	17.
	Jasa Lainnya
	1,61
	1,53
	1,79
	1,51
	1,98
	1,51
	2,37
	1,62
	2,69
	1,61

	
	PDRB
	105,02
	100,00
	118,67
	100,00
	131,43
	100,00
	146,88
	100,00
	167,04
	100


Sumber : BPS
Catatan:   *) Angka Sementara  
                 **) Angka  Sangat Sementara
Jika dibandingkan antara kontribusi sektor ekonomi terhadap pembentukan nilai PDRB antara harga berlaku dengan harga konstan, tampak bahwa adanya kecenderungan peningkatan peran sektor perdagangan, hotel dan restoran serta jasa yang sejalan dengan menurunnya peran sektor pertanian. Walaupun ada peningkatan dari beberapa sektor, tapi belum menunjukkan kinerja aktual dari sektor yang bersangkutan, karena pada PDRB atas dasar berlaku masih terkandung inflasi.
Kondisi masih rendahnya pertumbuhan sektor pertanian dalam mendorong pembentukan nilai PDRB Sumatera Barat selama ini dipengaruhi oleh masih rendahnya nilai tambah sektor pertanian ini dalam sistem pertukaran ekonomi. Sektor pertanian masih mengalami hambatan dalam sistem produksi. Kegiatan inovasi yang dapat  meningkatkan kualitas produk lama atau menghasilkan produk-produk baru yang mempunyai nilai ekonomis tinggi masih sangat terbatas, sehingga peningkatan nilai tambah dalam jumlah berarti masih sulit dilakukan. Begitu juga dengan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengelolaan sumber daya alam di daerah sampai saat ini masih relatif rendah. Terkait dengan hal ini, maka dalam perencanaan pembangunan ke depan, pengembangan sektor pertanian dapat dilakukan dengan mendorong kegiatan agribisnis dengan kegiatan pengolahan hasil produk pertanian dalam bentuk kegiatan “agro industri”, dan sejalan pula terus dikembangkan kegiatan pemasaran hasil dengan meningkatkan kegiatan perdagangan dalam negeri dan luar negeri.
Tabel 2.6
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB pada Harga Berlaku dan Harga Konstan
dari Tahun 2013-2014 di Provinsi Sumatera Barat
	No
	Sektor Ekonomi
	Pertumbuhan 

	
	
	%HB 2013*)
	%HB 2014**)
	%HK 2013*)
	%HK 2014**)

	1.
	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
	10,18
	15,45
	3,42
	5,86

	2.
	Pertambangan dan Penggalian
	15,84
	20,09
	7,61
	4,34

	3.
	Industri Pengolahan
	6,89
	7,94
	5,14
	5,40

	4.
	Listrik dan Gas
	-4,13
	24,96
	3,56
	8,68

	5.
	Pengadaan Air
	3,19
	7,77
	4,92
	3,89

	6.
	Konstruksi
	17,13
	16,53
	10,30
	6,58

	7.
	Perdagangan Besar & Eceran & Reparasi Mobil & Sepeda Motor
	9,24
	9,99
	6,31
	5,30

	8.
	Transportasi dan Pergudangan
	18,59
	18,65
	8,47
	7,51

	9.
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
	14,19
	17,46
	5,90
	6,44

	10.
	Informasi dan Komunikasi
	5,74
	12,32
	9,11
	8,37

	11.
	Jasa Keuangan dan Asuransi
	11,66
	11,64
	6,27
	5,14

	12.
	Real Estate
	12,27
	14,96
	5,50
	5,56

	13.
	Jasa Perusahaan
	12,65
	12,12
	7,30
	6,97

	14.
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib
	10,14
	10,15
	1,75
	1,95

	15.
	Jasa Pendidikan
	19,11
	13,79
	8,39
	6,18

	16.
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	13,48
	11,83
	7,76
	7,97

	17.
	Jasa Lainnya
	19,93
	13,46
	5,30
	6,52

	
	PDRB
	11,75
	13,72
	6,02
	5,85


Sumber : BPS
Catatan:    
*)   Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara dan data diolah

Pertumbuhan nilai PDRB Sumatera Barat tahun 2013 dari sisi harga berlaku adalah sebesar 11,75%, dan meningkat menjadi sebesar 13,72% pada tahun 2014. Sedangkan dari sisi harga konstan, pertumbuhan nilai PDRB tahun 2013 sebesar 6,02%, dan mengalami penurunan menjadi sebesar 5,85% pada tahun 2014. Adanya selisih pertumbuhan tersebut disebabkan pengaruh inflasi PDRB pada masing-masing sektor sehingga ikut mempengaruhi perkembangan nilai tambah dalam pembentukan PDRB masing-masing sektor. Pertumbuhan tertinggi dari sisi harga berlaku tahun 2014 terlihat pada sektor Listrik dan Gas yaitu sebesar 24,96%. Kemudian diikuti sektor Pertambangan dan Penggalian. Sedangkan pertumbuhan tertinggi PDRB tahun 2014 dari sisi harga konstan juga terdapat pada sektor Listrik dan Gas yaitu sebesar 8,68%, diikuti sektor Informasi dan Komunikasi, yaitu sebesar 8,37% (Tabel 2.6). 
B. Kesejahteraan Sosial
Pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Sumatera Barat, yang tercermin pada angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, dan angka usia harapan hidup.
Angka melek huruf di Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu dari sebesar 96,81% tahun 2009 menjadi sebesar 97,38% pada tahun 2013. Sedangkan untuk rata-rata lama sekolah, juga mengalami peningkatan dari sebesar 8,45 tahun 2009 menjadi 8,63 pada tahun 2013 (Tabel 2.7). Capaian rata-rata lama sekolah di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013 ini sudah melebihi angka rata-rata lama sekolah nasional yang sebesar 8,08. 
Tabel 2.7
Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama  Sekolah  Di Sumatera Barat
Tahun 2009-2013
	No.
	Uraian
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1.

	Angka Melek Huruf (%)
	96,81
	97,09
	97,16
	97,23
	97,38*

	2.

	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
	8,45
	8,48
	8,57
	8,60
	8,63*



Catatan:    *) Angka Sementara

Gambaran kinerja pembangunan kesehatan dapat dicermati dari indikator Angka Harapan Hdup (AKH), yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.  Hal ini  terlihat dari angka harapan hidup masyarakat Sumatera Barat yang sebesar 69,76 tahun 2011 menjadi 70,02 pada tahun 2012, dan meningkat lagi menjadi 70,09 pada tahun 2013. Kondisi capaian ini menunjukkan bahwa tingkat usia harapan hidup di Sumatera Barat  sudah berada di atas  angka rata-rata nasional (69,87).
2.1.3.   Aspek Pelayanan Umum
A.  	Pelayanan Dasar Urusan Wajib
1. Pendidikan
Pembangunan bidang pendidikan di Sumatera Barat dilihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang memanfaatkan fasilitas pendidikan masing-masing tingkat pendidikan terlihat dari angka partisipasi sekolah dasar hasil Susenas tahun 2014 menunjukkan bahwa 98,81 persen penduduk usia sekolah sudah bersekolah di SD dan 92,22 persen sudah bersekolah di SMP, hal ini berarti bahwa di Sumatera Barat lebih 92 persen penduduknya sudah wajar (wajib belajar) sembilan tahun, sementara partisipasi sekolah untuk pendidikan menengah sudah mencapai 74,07 persen. Hal ini menunjukkan bahwa lebih kurang 25,93 persen penduduk usia menengah tidak melanjutkan sekolah. Hal ini sejalan dengan angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 yang diperkirakan mencapai angka 8,71 tahun, berarti ini menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan penduduk Sumatera Barat belum tamat Sekolah Menengah Pertama.
Pembangunan pendidikan ditinjau dari fasilitas yang tersedia terlihat bahwa pada tingkat Sekolah Dasar dari 676.739 murid sekolah dasar sudah tertampung pada 4.125 unit, dengan rata-rata murid untuk satu sekolah dasar lebih kurang 164 orang. Hal ini menunjukkan bahwa untuk tingkat SD tidak diperlukan lagi penambahan sarana pendidikan, karena untuk satu kelas sudah menampung 24 orang murid, sudah merupakan kondisi yang ideal. Sementara untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama dari 208.876 orang siswa sudah tertampung pada 759 unit sekolah, dengan rasio murid per kelas mencapai 29 orang. Rasio murid per kelas merupakan indikator yang menunjukkan banyaknya murid yang mengikuti pendidikan untuk setiap kelas. Pelayanan umum bidang pendidikan, dilihat dari rasio ketersediaan murid terhadap guru SD tahun 2014 mencapai 12,76 berarti bahwa 1 orang guru SD menangani 13 orang siswa, hal ini menunjukkan bahwa Guru SD sudah mencukupi di Provinsi Sumatera Barat, sementara untuk SMP dan SMA rasio guru terhadap murid masing-masing mencapai 8,44 orang dan 12,07 orang, berarti hal ini juga menunjukkan bahwa untuk tingkat SMP maupun SMA jumlah guru sudah mencukupi di Provinsi Sumatera Barat, namun jumlah guru di kota dan di desa belum merata.
Tabel 2.8
Jumlah Murid, Sekolah dan Kelas per tingkat Pendidikan tahun 2014
	No
	Tingkat Pendidikan
	Murid
	Guru
	Sekolah
	Kelas
	Rasio murid/kelas
	Rasio murid/guru

	1
	SD
	676.739
	53.052
	4.125
	28.612
	23,65
	12,76

	
	MI
	19.075
	2.147
	135
	1.386
	13,76
	8,88

	2
	SMP
	208.876
	24.754
	759
	7.311
	28,57
	8,44

	
	MTs
	77.034
	8.704
	338
	6.006
	12,83
	8,85

	3
	SMA
	138.309
	11.461
	287
	3.858
	35,85
	12,07

	
	MA
	19.075
	2.147
	196
	1.386
	13,76
	8,88

	
	SMK
	69.884
	7.209
	188
	2.484
	28,13
	9,69



2. Kesehatan
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan adalah melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. Peningkatan Pelayanan di bidang kesehatan salah satunya dilakukan melalui penambahan peningkatan jumlah dan kapasitas tempat tidur rumah sakit umum di Sumatera Barat yaitu dari 1.645 pada tahun 2011 menjadi 1.973 pada tahun 2012. Kalau dilihat dari kunjungan pada rumah sakit umum di Sumatera Barat, terjadi penurunan dari 4.532 ribu pada tahun 2011 menjadi 1.634 ribu pada tahun 2012, peningkatan kunjungan terjadi pada rumah sakit jiwa, dari 14.394 pada tahun 2011 menjadi 25.049 tahun 2012, hal ini karena rumah sakit jiwa sudah meningkatkan pelayanannya. 
Tabel 2.9
Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun  2014
	No.
	Rumah Sakit
	Kapasitas Tempat Tidur
	Penduduk
	Puskesmas
	Dokter

	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	5.131.882
	
	1.567



Jumlah kunjungan ke Puskesmas mengalami peningkatan, pada tahun 2012 sebanyak 6.488.374 kunjungan, yang terdiri dari penderita baru sebanyak  1.238.054 kunjungan dan penderita lama sebanyak 5.021.356 kunjungan dengan rata-rata kunjungan puskesmas per hari sebanyak 6.178 kunjungan. Penyakit menular yang paling banyak diderita sejumlah adalah penyakit diare sebanyak 83.375 orang, diikuti penyakit TBC sebanyak 7.259 orang.
3. Ketenagakerjaan
Selanjutnya keadaan ketenagakerjaan di Sumatera Barat menunjukkan adanya peningkatan kelompok penduduk yang bekerja serta penurunan tingkat pengangguran. Pada bulan Agustus 2014, jumlah angkatan kerja mencapai 2,33 juta orang, naik sebanyak 115,30 ribu orang dibandingkan dengan keadaan Agustus 2013, dengan peningkatan jumlah angkatan kerja laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja perempuan.
Selama periode Agustus 2013 – Agustus 2014 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 2,30 persen. Dibedakan menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki naik sebesar 1,45 persen dan TPAK perempuan naik sebesar 3,03 persen. Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 7,02 Agustus 2013 menjadi angka 6,50 persen pada Agustus 2014.
Tabel 2.10.
Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Kegiatan 
Agustus 2010 – Agustus 2014 di Provinsi Sumatera Barat

	No
	Kegiatan Utama
	Agustus
2010
	Agustus
2011
	Agustus
2012
	Agustus
2013
	Agustus
2014

	1
	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
	3.306.264
	3.344.356
	3.380.892
	3.523.200
	3.577.200

	
	a. Laki-laki
	1.609.095
	1.628.870
	1.646.348
	1.728.900
	1.757.100

	
	b. Perempuan
	1.697.169
	1.715.486
	1.734.544
	1.794.300
	1.820.100

	2
	Angkatan Kerja
	2.194.040
	2.213.513
	2.179.826
	2.216.700
	2.332.000

	
	a. Bekerja
	2.041.454
	2.070.725
	2.037.642
	2.061.100
	2.180.300

	
	b. Pengangguran
	   152.586
	  142.788
	142.184
	155.600
	151.700

	3
	Bukan Angkatan Kerja
	1.112.224
	1.130.843
	1.201.066
	1.306.500
	1.245.200

	4
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
	66,36
	  66,19
	64,47
	62,90
	65,20

	5
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
	 6,95
	   6,45
	6,52
	7,02
	6,50


Sumber : BPS Sumatera Barat

Jumlah penduduk bekerja pada Agustus 2014 sebanyak 2,180 juta orang, meningkat 119,2 ribu dibandingkan keadaan Agustus 2013 yaitu 2,061 juta orang. Dilihat terhadap andil sektor pekerjaan utama, dari tahun 2013 ke 2014, jumlah pekerja sektor Jasa Kemasyarakatan, sektor industri dan sektor Lainnya mengalami peningkatan. Penurunan share jumlah pekerja yang bekerja di sektor Pertanian dan Perdagangan justru mengalami penurunan.
Meskipun mengalami penurunan, sektor pertanian masih merupakan penyerap tenaga kerja terbanyak di Sumatera Barat dimana pada bulan Agustus 2014 menyerap 818,7 ribu pekerja (37,60%), kemudian diikuti sektor Perdagangan 22,30%, sektor Jasa kemasyarakatan 19,20% sedangkan sektor Lainnya dan Industri masing-masing 14 persen dan 6,7%. 
	Dari 2,180 juta orang yang bekerja pada Agustus 2014, status pekerjaan utama terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan sebesar 678,4 ribu orang (31,11%), diikuti berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap masing-masing sebesar 524,6 ribu orang (24,06%) dan 383,1 ribu orang (17,57%), sedangkan yang terkecil adalah pekerja bebas sebesar 216,5 ribu orang (9,93%). 
B.	Pelayanan Penunjang Urusan Pilihan
1.  Pertanian
Secara umum peran sektor pertanian dalam pembangunan di Sumatera Barat tahun 2010 – 2014.
Tabel 2.11 
Peranan Pertanian dalam Pembangunan di Sumatera Barat 2010 – 2014 
	No
	Aspek
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	ANGKATAN KERJA YG BEKERJA
pada lapangan pekerjaan pertanian (%)
	44,10
	39,30
	40,60
	39,30
	37,55

	 2
	Kontribusi  Pertanian dalam  PDRB (%)
	25,97
	25,74
	25,02
	24,67
	25,05

	
	a. Tanaman Pangan dan Hortikuktura
	8,10
	7,98
	8,11
	7,98
	8,30

	
	b. Perkebunan
	0,01
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	c. Peternakan
	1,74
	1,76
	1,78
	1,78
	1,69

	
	d. Kehutahanan
	1,54
	1,48
	1,44
	1,37
	1,35

	
	e. Perikanan
	3,23
	3,27
	3,23
	3,28
	3,44

	3
	PERTUMBUHAN RIIL SEKTOR Pertanian (%) 
	1,72
	4,61
	2,63
	3,42
	5,84

	4
	Nilai Tukar Petani
	105,48
	106,25
	105,03
	104,21
	100,61

	5
	Produktivitas  Tenaga kerja Pertanian (Juta Rp) ( Tahun Dasar 2000 )
      ( Tahun Dasar 2010 )
	
10,10

	
11,57

	
11,92

	
13,02
61,07
	
-
61,11


 Perhitungan menggunakan Seri 2010
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat
Dalam sektor pertanian, yang memberikan sumbangan besar terhadap pembentukan nilai PDRB Sumatera Barat diantaranya adalah sub sektor tanaman pangan dan Hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Keempat sub sektor ini perlu dikembangkan ke arah peningkatan nilai tambah produknya dengan mendorongnya melangkah ke agroprosesing dan  agroindustri. Pengembangan  industri unggulan berbasis produk pertanian rakyat  untuk peningkatan  kualitas perekonomian Sumatera Barat, juga merupakan upaya peningkatan kesejahteraan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan.   





Tabel 2.12
Produksi Beberapa Komoditi Utama  Pertanian di Sumatera Barat
Tahun 2010 – 2014 (Ton)
	No
	Komoditi
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014*

	1
2
3
4
5
6
7
8
	Padi 
Jagung
Daging sapi 
Telur 
Susu
Karet
Kelapa sawit 
Kakao
	2.211.248
354.262
20.611
67.227
3.521
137.377
910.309
49.638
	2.279.602
471.849
20.287
69.640
1.800
139.687
922.780
59.836
	2.368.390
495.497
22.638
72.390
2.122
144.983
941.579
69.281
	2.430.384
547.417
23.009
75.241
2.548
144.983
941.579
69.281
	2.486.049
605.352
24.943
74.603
2.230
174.751
188.568
148.973


Sumber Data : SKPD Provinsi Sumatera Barat Terkait
2.  Kelautan dan Perikanan
Usaha perikanan di Sumatera Barat merupakan komoditi penyediaan produk pangan kebutuhan konsumsi masyarakat baik untuk pemasaran di dalam maupun keluar daerah serta keperluan produk olahan untuk industri yang didominasi dengan kegiatan perikanan tangkap dan budidaya.
Tabel 2.13
Perkembangan Luas Areal dan Produksi Perikanan Darat 
di  Sumatera Barat  Tahun 2010 – 2014 (Ha)
	No
	Uraian
	Tahun
	

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Luas Areal (Ha)
a. Budidaya 
b. Perairan Umum
	
12.840
50.281
	
14.912
49.997
	
16.833
66.897
	
16.863
69.807

	
17.023
69.699

	2
	Produksi (Ton)
a. Budidaya
b. Perairan umum
	
109.372
9.941
	
131.555
8.945
	
180.664
10.407
	
206.869
10.372
	
262.862
10.627


Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat

Dari luasan dan produksi tersebut di atas, kegiatan tekhnis pembudidayaan ikan yang telah dilakukan masyarakat adalah melalui kolam, sawah, tambak, keramba, kolam air deras, jaring apung, budidaya laut dan saluran irigasi bandar. Sedangkan potensi perikanan laut dengan panjang garis pantai 375 km ditambah dengan kepulauan Mentawai dan luas Zona Ekonomi Ekslusif 200 mil laut, diukur mulai dari Kabupaten Pasaman sampai kabupaten Pesisir Selatan termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka produksi perikanan laut serta jumlah nelayan.







Tabel 2.14 
Produksi Perikanan Laut dan Jumlah Nelayan 
di Sumatera Barat  Tahun  2010 – 2014
	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Produksi Ikan Laut Segar (Ton)
	192.658
	196.512
	197.460
	211.003
	216.652

	2
	Jumlah Nelayan (Orang)
	34.584
	34.256
	35.987
	40.360
	42.135


Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat 

Dari produksi perikanan laut tersebut di atas, alat tangkap nelayan seperti perahu tanpa motor, motor tempel dan kapal motor pada tahun 2014 di Sumatera Barat berjumlah 11.867 unit.
Tabel 2.15
Jumlah Perahu Motor dan Kapal Menurut Jenisnya di Sumatera Barat
Tahun 2010 - 2014 (Unit)
	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Tanpa Motor
	3.098
	2.329
	1.775
	1.897
	3.449

	2
	Motor Tempel
	3.867
	4.471
	6.224
	6.583
	6.221

	3
	Kapal Motor
	1.764
	1.912
	1.959
	1.986
	2.197


Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat 

Sementara prasarana perikanan tangkap yang ada terdiri dari pelabuhan perikanan, yaitu 1 (satu) PP Samudera Bungus (tipe A), 2 (dua) Pelabuhan Perikanan Pantai Sikakap dan Crocok Tarusan dan 6 (enam) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) serta beberapa TPI mini untuk melayani perahu-perahu kecil. Sedangkan Prasarana perikanan budidaya terdapat 6 (enam) unit yaitu BBI Sicincin, BBI Baringin Rao, BBI Padang Tinggi, BBI Sungai Dareh, UPPU Singkarak dan BBIP Teluk Buo. Selain itu juga terdapat prasarana laboratorium pengujian mutu hasil perikanan (BLPPMHP) di Bungus untuk menunjang ekspor perikanan.
Seiring dengan pertumbuhan produksi perikanan, maka dari segi nilai produksi perikanan juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dalam 5 tahun terakhir rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut didominasi oleh produk perikanan laut, yaitu pada tahun 2012 sekitar 51,16% dari total nilai produksi perikanan Sumatera Barat. Ekspor produksi perikanan pada tahun 2014 sebesar 188,93 ton ikan, dengan nilai sebesar US$ 184.130. Ekspor komoditi perikanan selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan. Kenaikan ini terutama karena hadirnya perusahan industri perikanan PT. DEMPO dan berbagai perusahaan penangkapan ikan tuna.
Tabel 2.16
Perkembangan Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2010 – 2014

	No
	Uraian
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Volume (ton)
	139,92
	398,03
	124,97
	61,35
	188,93

	2
	Nilai ( us $ 000)
	394,58
	1.319,25
	533,48
	207,97
	184,13


Sumber : Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya Provinsi Sumatera Barat
Dilihat dari segi sumberdaya manusianya, maka pada tahun 2014 tercatat sebanyak 152.161 orang yang bekerja dalam bidang perikanan, antara lain sebagai nelayan laut, nelayan perairan umum dan pembudidaya ikan. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 2,66% dari tahun 2013 ke tahun 2014. Jumlah terbanyak tercatat pada petani ikan, yaitu mendominasi sebesar 62,73% dari tenaga kerja perikanan. Dominasi ini juga selaras dengan target pengembangan produksi perikanan secara nasional, yaitu yang mengarah kepada produksi perikanan budidaya.
Tabel 2.17
Jumlah Petani Ikan dan Nelayan Penangkapan Ikan Perairan Hukum
Tahun 2010 – 2014 (orang)
	No
	Tenaga Kerja Perikanan
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Nelayan Perairan Umum
	
	
	
	
	

	
	a.  Laut
	34.584
	34.256
	35.520
	40.360
	42.135

	
	
	
	
	
	
	

	
	b.  Perairan Umum
	21.448
	21.112
	21.120
	19.786
	14.572

	2
	Petani Ikan 
	88.171
	89.644
	91.365
	96.175
	95.454

	
	Jumlah
	144.203
	145.022
	148.005
	156.321
	152.161


Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Prov Sumbar
3.   Kehutanan
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 422/KPTS-II/1999, kawasan hutan Sumatera Barat ditetapkan seluas 2,6 juta Ha, yang terdiri atas Hutan suaka Alam dan kawasan pelestarian Alam (0,85 juta Ha), hutan lindung 0,91 juta Ha, hutan produksi terbatas 0,25 juta Ha, hutan produksi tetap 0,40 juta Ha, dan hutan produksi yang dapat dikonversi 0,19 juta Ha. Luasan kawasan hutan tersebut di atas meliputi seluas 61% wilayah provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data tersebut, kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi merupakan kawasan yang paling luas. 
Izin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) hutan alam maupun hutan tanaman terdapat pada 5 (lima) kabupaten. Bentuk-bentuk hasil hutan yang dihasilkan Sumatera Barat adalah dalam bentuk Kayu Bulat, Kayu Olahan dan Hasil Hutan Bukan Kayu. Produksi hasil hutan berupa kayu bulat dari Sumatera Barat (dari IUPHHK, IPK, dan IPKTM), pada tahun 2005 adalah 257.287 m3, dan pada tahun 2014 produksi tersebut mengalami peningkatan sebesar 297.485 m3 atau sekitar 15,62%.
Tabel 2.18
Produksi Hasil Hutan Menurut Jenisnya di Sumatera Barat
Tahun 2010 – 2014
	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Kayu bulat (M3)
	54.092,47
	301.557,37
	363.027,18
	228.695
	297.485

	2
	Kayu Gergajian (M3)
	4.500,50
	10.417,84
	9.778,69
	7.302,95
	8.557,46

	3
	Getah Pinus (Kg)
	1.120.205,00
	813.906,00
	1.854.131,00
	1.902.986,00
	3.066.599,00

	4
	Manau (Btg)
	1.250,00
	224.162,00
	401.611,00
	243.585
	269.811

	5
	Rotan (Kg)
	12.206,00
	16.300,00
	41.500,00
	31.200
	17.336

	6
	Damar (Kg)
	131.075,00
	131.075,00
	131.500,00
	130.000
	-

	7
	Sarang burung (Kg)
	1.050,00
	1.920,00
	2.400,00
	2.557
	-

	8
	Tabu-tabu (Btg)
	1.250,00
	53.009,00
	153.137,00
	66.475
	101.716

	9
	Madu (Liter)
	-
	900
	850
	500
	-


Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Luas reboisasi dan penghijauan di Sumatera Barat tahun 2014 adalah sebesar 21.641,00 Ha dengan rincian reboisasi seluas 7.390,00 Ha dan penghijauan seluas 14.251,00 Ha.
Tabel 2.19
Luas Reboisasi dan Penghijauan di Sumatera Barat Tahun 2010 – 2014 (Ha)
	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Reboisasi
	6.045,00
	3.445,96
	3.010,00
	4.712,00
	7.390,00

	2
	Penghijauan
	1.404,74
	7.704,04
	16.048,00
	13.744,00
	14.251,00

	Jumlah
	7.449,74
	11.150,00
	19.058,00
	18.456,00
	21.641,00


Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 
4. Pariwisata
Sumatera Barat terkenal dengan keindahan alam dan budaya masyarakatnya yang ramah tamah. Di Sumatera Barat dapat ditemukan keindahan laut, danau dan gunung serta hutan yang masih terjaga dengan baik. Sumatera Barat terdiri dari beragam suku, bahasa dan seni daerah tradisional yang tersebar di Kabupaten dan Kota. Pariwisata memegang peranan penting dalam perekonomian Provinsi Sumatera Barat, karena merupakan salah satu dari sepuluh tujuan wisata di Indonesia. Dari sektor pariwisata diharapkan dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitarnya dan dapat memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sekaligus memperkenalkan identitas dan kebudayaan bangsa.
Banyaknya tamu hotel tahun 2013 mengalami peningkatan dari 1.193.979 orang tahun 2012 menjadi 1.417.057 orang atau naik sebesar 19 persen. Tamu asing yang tercatat di hotel tahun 2013 sebesar 67.836 orang dan tamu dalam negeri sebanyak 1.349.221 orang.
Pada tahun 2013 jumlah hotel berbintang ada 57 buah, dengan 3.435 kamar dan 5.637 tempat tidur, dengan tingkat penghunian kamar hotel berbintang pada tahun 2014 mencapai 48,53 persen dan pada akomodasi lainnya mencapai 37,18%.
Tabel 2.20
Banyaknya Tamu Hotel Menurut Klasifikasi Hotel
di Sumatera Barat pada Tahun 2014 (orang)

	NO
	URAIAN
	TAMU ASING
	TAMU DALAM NEGERI
	JUMLAH

	
1
	
Hotel Bintang
a. Bintang Satu
b. Bintang Dua
c. Bintang Tiga
d. Bintang Empat
e. Bintang Lima
	
36.957
15.717
12.166
1.966
7.108
-
	
493.388
96.215
129.683
68.822
198.668
-
	
530.345
111.932
141.849
70.788
205.776
-

	
2
	
Hotel Tak Berbintang
a. Melati
b. Penginapan Remaja
c. Pondok Wisata
d. Jasa Akomodasi lainnya
	
18.325
12.791
11
4.994
529
	
550.050
442.523
19.955
38.326
49.246
	
568.375
455.314
19.966
43.320
49.775

	JUMLAH
2014
2013
2012
2011
2010
	
55.282
	67.836
53.111
62.254
20.514
	
1.043.438
1.349.221
1.140.868
818.336
592.878
	
1.098.720
1.417.057
1.193.979
880.590
613.392


Sumber : BPS  Provinsi Sumatera Barat 

Rata-rata menginap tamu asing dan tamu dalam negeri di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2013 yaitu dari selama 1,50 hari menjadi 1,65 hari tahun 2014 pada hotel berbintang, sementara pada hotel non berbintang dari selama 1,28 hari tahun 2013 menjadi 1,49 hari pada tahun 2014.
Tabel 2.21
Rata-Rata Menginap Tamu Asing dan Tamu Dalam Negeri (Domestik) di   Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 - 2014 (Hari)
	NO
	URAIAN
	TAHUN

	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014

	1
	Hotel Berbintang
	1,52
	1,49
	1,40
	1,50
	1,65

	2
	Akomodasi Lainnya
	1,34
	1,25
	1,26
	1,28
	1,49


Sumber : BPS  Provinsi Sumatera Barat
2.1.4  Aspek Daya Saing Daerah 
Daya saing daerah adalah “Kemampuan perkonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional”. Dan untuk meningkatkan daya saing daerah ada dua strategi untuk mengembangkan daya saing yaitu: Strategi pertama; adalah dengan memproduksi barang dan jasa (goods and services) yang dibutuhkan oleh manusia dengan tingkat permintaan yang tinggi (high demand), dimana barang dan jasa tersebut sudah diproduksi oleh bangsa-bangsa lain, tetapi dengan sentuhan teknologi dan etos kerja yang lebih baik, maka suatu daerah akan mampu memproduksi barang dan jasa tersebut lebih kompetitif ketimbang yang telah dihasilkan oleh produsen terdahulu. Barang dan jasa yang kompetitif adalah yang kualitasnya unggul, harganya relatif murah dan pasokan (delivery) nya dapat memenuhi kebutuhan serta selera (preference) konsumen baik di pasar domestik maupun global (Porter, 2009).  
Strategi kedua adalah memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia, tetapi karena kondisi alam atau faktor lainnya, bangsa-bangsa lain tidak bisa menghasilkannya atau hanya sedikit bangsa yang dapat memproduksinya (blue ocean strategy). Contohnya adalah produk-produk yang dihasilkan dari SDA. Misalnya minyak sawit (CPO) dan puluhan produk hilirnya hanya bisa dihasilkan oleh Indonesia dan Malaysia. Demikian juga halnya komoditas-komoditas perikanan tropis, seperti rumput laut beserta ratusan produk hilirnya, ikan kerapu, dan kerang mutiara, Indonesia memiliki potensi produksi terbesar di dunia, dan hanya sedikit negara lain yang bisa memproduksinya.
Terkait dengan upaya peningkatan daya saing daerah, di Indonesia, Kementerian Perindustrian mengembangkan model KIID (Kompetensi Industri Inti Daerah) yang pada awalnya dikenalkan dengan nama modelisasi SAKA SAKTI (satu kabupaten satu kompetensi Inti). Dalam model ini, setiap daerah harus memiliki satu kompetensi inti dalam upaya pengembangan daya saing dari hulu hingga hilir (hilirisasi) dengan memperhatikan aspek-aspek kearifan lokal (local wisdom & local genius) sebagai suatu ciri diferensiasi yang unik, sulit ditiru dan bernilai sebagai kekuatan daya saing suatu daerah yang langgeng (sustainable).
A. Perkembangan  PDRB Sumatera Barat
Jika dilihat dari perkembangan PDRB di pulau Sumatera tahun 2008-2012 (Tabel 2.22), maka tampak bahwa Provinsi Sumatera Barat masih relatif tertinggal karena nilai PDRB berdasarkan harga berlaku masih berada di peringkat ke 6 dari 10 provinsi di wilayah Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan produksi daerah Sumatera Barat masih relatif rendah di bandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera.

[bookmark: _Toc408171217]Tabel 2.22
PDRB Berdasarkan Harga Berlaku menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2008 - 2012 (Rp Milyar)
	Provinsi
	2008
	2009
	2010
	2011*)
	2012**)

	1
	Aceh
	73,548
	71,987
	79,145
	87,995
	96,161

	2
	Sumatera Utara
	213,932
	236,354
	275,057
	314,372
	351,118

	3
	Sumatera Barat
	70,955
	76,753
	87,227
	98,957
	110,104

	4
	Riau
	276,400
	297,173
	345,774
	413,706
	469,073

	5
	Jambi
	41,056
	44,127
	53,858
	63,355
	72,654

	6
	Sumatera Selatan
	133,665
	137,332
	157,735
	182,390
	206,331

	7
	Bengkulu
	14,916
	16,385
	18,600
	21,269
	24,173

	8
	Lampung
	73,719
	88,935
	108,404
	127,908
	144,561

	9
	Kep. Bangka Belitung
	21,421
	22,998
	26,713
	30,416
	34,325

	10
	Kepulauan Riau
	58,575
	63,893
	71,615
	80,238
	91,717

	Total Sumatera
	978,187
	1,055,937
	1,224,128
	1,420,606
	1,600,217


Sumber	: BPS Indonesia
Ket		:*) Angka Sementara		**) Angka Sangat Sementara

B. Perkembangan Investasi Daerah
Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan daya saing daerah, maka faktor investasi memegang peran yang sangat penting. Pada tahun 2008 lalu BKPM Nasional bekerja sama dengan KPPOD melakukan kajian dan mengukur indeks iklim investasi untuk 33 provinsi di Indonesia. Dari hasil studi ini dapat dilihat bahwa posisi daya saing investasi Provinsi Sumatera Barat masih relatif rendah baik dilihat secara nasional maupun untuk kawasan Sumatera.
Hasil studi yang dilakukan oleh BKPM Nasional bekerja sama dengan KPPOD ini menunjukkan bahwa peringkat 5 besar daya saing investasi daerah adalah provinsi di luar pulau Jawa, hanya satu provinsi di daerah Jawa yakni Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Provinsi Sumatera Barat berada masih jauh di bawah yakni pada ranking 20 dengan nilai indeks 56,54. Nilai ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat masih berada pada level menengah dimana indeks ini mempunyai nilai 0-100.
Dari Tabel 2.23 dapat dilihat bahwa untuk provinsi di kawasan Pulau Sumatera, ranking tertinggi ditempati oleh Provinsi Kepulauan Riau, diikuti oleh Provinsi Aceh dan Jambi, sedangkan Provinsi Sumatera Barat menempati posisi ketujuh dari sepuluh provinsi di pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Barat berada di bawah nilai rata-rata pulau Sumatera yaitu 56,65 dimana nilai indeks investasi Provinsi Sumatera Barat adalah 56,54. 
[bookmark: _Toc408171221]Tabel 2.23 
Indeks Total Iklim Investasi Daerah di Pulau Sumatera
	Ranking
	Provinsi  di Sumatera
	Indeks Iklim Investasi

	1
	Kepulauan Riau
	61.37

	2
	NAD
	60.34

	3
	Jambi
	59.68

	4
	Bangka Belitung
	59.17

	5
	Riau
	57.50

	6
	Sumatera Selatan
	56.78

	7
	Sumatera Barat
	56.54

	8
	Lampung
	54.65

	9
	Sumatera Utara
	50.26

	10
	Bengkulu
	50.18

	Nilai Rata-rata  Pulau Sumatera
	56.65


Sumber: BKPM Nasional & KPPOD, 2008

C. Potensi Ekonomi dan Daya Saing Wilayah
Faktor penting lainnya dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah adalah faktor sumber daya manusia. Indikator umum yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2012 dan 2013 (Tabel 2.24).
Nilai IPM Sumatera Barat naik dari 74,28 pada tahun 2011 menjadi 75.01 pada tahun 2011, tetapi masih tetap pada rangking ke 9. Meskipun Provinsi Sumatera Barat memiliki IPM yang relatif tinggi (peringkat 9) diantara 33 provinsi lain di Indonesia, tetapi ada sejumlah permasalahan nasional (khususnya pengangguran, kemiskinan dan daya saing yang rendah) masih terjadi di Sumatera Barat.




Tabel 2.24
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi di Indonesia
Tahun 2012 dan 2013
	PROVINSI
	Angka Harapan  Hidup 
(Tahun)
	Angka Melek  huruf
(Persen)
	Rata-rata lama   Sekolah
(Tahun)
	Pengeluaran riil   per kapita yg  disesuaikan
(Rp. 000)
	I P M
	Rangking

	
	2012
	2013
	2012
	2013
	2012
	2013
	2012
	2013
	2011
	2012
	2013
	2011
	2012
	2013

	1.  NAD
	68,94
	69,40
	96,99
	97,04
	8,93
	9,02
	618,79
	621,40
	72,16
	72,51
	73,05
	18
	19
	19

	2.  SUMUT
	69,81
	69,90
	97,51
	97,84
	9,07
	9,13
	643,63
	646,83
	74,65
	75,13
	75,55
	8
	8
	8

	3.  SUMBAR
	70,02
	70,09
	97,23
	97,38
	8,60
	8,63
	641,85
	644,59
	74,28
	74,70
	75,01
	9
	9
	9

	4.  RIAU
	71,69
	71,73
	98,45
	98,48
	8,64
	8,78
	654,48
	657,26
	76,53
	76,90
	77,25
	3
	3
	3

	5.  JAMBI
	69,44
	69,61
	96,20
	96,85
	8,20
	8,32
	640,82
	644,05
	73,30
	73,78
	74,35
	13
	13
	13

	6.  SUMSEL
	70,05
	70,10
	97,50
	97,55
	7,99
	8,04
	637,47
	641,35
	73,42
	73,99
	74,36
	10
	10
	10

	7.  BENGKULU
	70,39
	70,44
	95,69
	96,55
	8,48
	8,55
	634,74
	637,50
	73,40
	73,93
	74,41
	11
	11
	11

	8.  LAMPUNG
	70,05
	70,09
	95,13
	95,92
	7,87
	7,89
	625,52
	628,24
	71,94
	72,45
	72,87
	20
	20
	20

	9.  BABEL 
	69,21
	69,46
	95,88
	96,44
	7,68
	7,73
	648,49
	651,22
	73,37
	73,78
	74,29
	12
	12
	12

	10.  KEPRI
	69,91
	69,97
	97,80
	98,07
	9,81
	9,91
	648,92
	651,37
	75,78
	76,20
	76,56
	6
	6
	6

	11. DKI Jakarta
	73,49
	73,56
	99,21
	99,22
	10,98
	11,00
	635,29
	637,92
	77,97
	78,33
	78,59
	1
	1
	1

	12. YOGYA
	73,33
	73,62
	92,02
	92,86
	9,21
	9,33
	653,78
	656,19
	76,32
	76,75
	77,37
	4
	4
	4

	13. KALTENG
	71,41
	71,47
	97,88
	97,99
	8,15
	8,17
	644,21
	646,01
	75,06
	75,46
	75,68
	7
	7
	7

	14. SULUT
	72,44
	72,62
	99,53
	99,56
	9,00
	9,09
	643,20
	646,19
	76,54
	76,95
	77,36
	2
	2
	2

	 INDONESIA
	69,87
	70,07
	93,25
	94,14
	8,08
	8,14
	641,04
	643,36
	72,27
	73,29
	73,81
	
	
	



Nilai indeks ini bergerak dari 0-10 dan mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang diukur dari tiga variabel utama yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Tabel di bawah ini memperlihatkan nilai IPM provinsi di Sumatera dan provinsi di daerah ini serta IPM Indonesia dari tahun 2009-2019 (Tabel 2.25).
[bookmark: _Toc408171222]Tabel 2.25
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi di Pulau Sumatera    Tahun 2009-2013
	No
	Provinsi
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	Rata-rata

	1
	Aceh
	71.31
	71.70
	72.16
	72.51
	73.05  
	71.92

	2
	Sumatera Utara
	73.80
	74.19
	74.65
	75.13
	75.55  
	74.44

	3
	Sumatera Barat
	73.44
	73.78
	74.28
	74.70
	75.01  
	74.05

	4
	Riau
	75.60
	76.07
	76.53
	76.90
	77.25  
	76.28

	5
	Jambi
	72.45
	72.74
	73.30
	73.78
	74.35  
	73.07

	6
	Sumatera Selatan
	72.61
	72.95
	73.42
	73.99
	74.36  
	73.24

	7
	Bengkulu
	72.55
	72.92
	73.40
	73.93
	74.41  
	73.20

	8
	Lampung
	70.93
	71.42
	71.94
	72.45
	72.87  
	71.69

	9
	Kep. Bangka Belitung
	72.55
	72.86
	73.37
	73.78
	74.29  
	73.14

	10
	Kepulauan Riau
	74.54
	75.07
	75.78
	76.20
	75.40
	75.40

	Nilai Rata-Rata Sumatera
	72.98
	73.37
	73.88
	74.34
	75.40
	73.64

	IPM Indonesia
	71,76
	72,27
	72,77
	73,29
	73.81
	73.81


Sumber: BPS Indonesia
Nilai IPM Provinsi Sumatera Barat selama periode 2009-2013 secara rata-rata adalah 74,05 dan berada pada posisi ke empat setelah Riau (76,28), Sumatera Utara (74,44) dan Kepulauan Riau (75,40). Nilai IPM Sumatera Barat berada di atas rata-rata Sumatera dan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya di Provinsi Sumatera Barat secara umum lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi rata-rata di kawasan Sumatera maupun Indonesia. Namun hal ini tentunya belum memadai untuk dapat menjadi kekuatan daya saing daerah diera pasar bebas ASEAN khususnya dan pasar global pada umumnya. Untuk itu diperlukan upaya koordinasi yang baik guna terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia bersama faktor penentu lainnya agar peningkatan daya saing daerah dapat tercapai di masa mendatang. IPM rata-rata menurut Provinsi Sumatera Barat, provinsi di pulau Sumatera dan Indonesia untuk tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Grafik 2.
[bookmark: _Toc408171223]Grafik 2.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Rata-rata Sumatera Barat, Sumatera dan Indonesia Tahun 2009-2013 

(Sumber: BPS Indonesia)
Berdasarkan kajian Abdullah dkk dengan dukungan Bank Indonesia yang menemukan bahwa daya saing Sumatera Barat berada pada peringkat ke 6 di Pulau Sumatera dan ke 17 di Indonesia. Hasil kajian ACI (2013) dan Abdullah (2001) memperlihatkan hasil yang sama  dimana setelah satu dekade ternyata daya saing daerah Sumatera Barat masih belum mengalami peningkatan.
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Tabel 2.26 
Peringkat Daya Saing Provinsi Sumatera Barat
	Peringkat Keseluruhan
	17

	Peringkat Menurut Indikator Utama

	Perekonomian Daerah
	16

	Keterbukaan
	26

	Sistem Keuangan
	20

	Infrastruktur dan Sumberdaya Alam
	14

	Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi
	14

	Sumberdaya Manusia
	13

	Governance & Kebijakan Pemerintah
	11

	Manajemen dan Mikro Ekonomi
	17


Sumber: Abdullah,2001 dan ACI, 2013.
Dari indikator yang digunakan dalam kajian Abdullah, 2001 selanjutnya disusun Neraca Daya saing daerah yang menunjukkan indikator apa yang memberikan keunggulan  (advantage) dan indikator yang menjadi kelemahan suatu daerah. 
D. Tata Kelola Pemerintahan
Aspek penting lainnya dalam peningkatan daya saing yang perlu dibenahi dalam peningkatan daya saing daerah Sumatera Barat adalah aspek Tata Kelola Pemerintah Daerah. Menurut Hos (2011) untuk meningkatkan daya siang daerah maka perlu menjadikan birokrasi pemerintahan daerah lebih profesional dalam rangka mewujudkan good governance,  untuk itu beberapa hal yang dapat dilakukan adalah:
1. Pemerintah daerah lebih konsentrasi pada aspek pengaturan dengan membuat kebijakan dari pada sebagai pelaksana kebijakan. Hal ini dimaksudkan untuk menggeser peran birokrasi dari mengendalikan menjadi mengarahkan dan dari memberi menjadi memberdayakan. Dengan demikian birokrasi yang kerap minta dilayani bisa berubah menjadi alat pemerintah yang bekerja untuk melayani kepentingan masyarakat.
2. Mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan bargainning position mereka termasuk agar mampu melaksanakan perannya sebagai social control terhadap tindakan-tindakan birokrasi. Masyarakat luas hendaknya tetap berkesempatan menyuarakan pesan moral dan budaya malu terhadap tindakan birokrat yang tercela.
3. Membangun karakter aparat birokrasi agar terjaga keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosi dan spiritual sehingga pengembangan SDM tidak hanya berorientasi pada pendidikan dan pelatihan, tetapi juga pada pengembangan moralitas/karakter.


E. Potensi Ekonomi Lain
Subowo (2009) seorang ahli ilmu sumber daya alam menyarankan, untuk pengaturan produksi pertanian dengan memperhatikan daya dukung dan daya saing spesifik wilayah akan dapat meningkatkan efisiensi produksi dan meningkatkan nilai tambah dan harga jual produk. Pengaturan tata ruang jenis komoditas dan perwilayahan yang tepat sesuai kebutuhan dan kedekatan pasar akan meningkatkan daya saing dan kesejahteraan petani. Pengembangan pangan fungsional, pilihan jenis komoditas, pengaturan waktu panen, dan penentuan wilayah sesuai komoditas unggulan akan merupakan pemicu daya saing produk pertanian di Indonesia yang mutlak harus dilakukan sehingga setiap daerah akan memiliki komoditas unggul yang berdaya saing tinggi.
Potensi ekonomi lainnya yang penting di Sumatera Barat adalah potensi pariwisata. Potensi pariwisata Sumatera Barat sangat beragam dan tidak kalah dengan daerah lainnya di Indonesia. Budaya Minangkabau yang luhur dan agung adalah menjadi warisan mahakarya agar bagaimana orang Minangkabau bisa bertahan melewati waktu dan pergantian zaman. Salah satu potensi pariwisata Sumatera Barat adalah potensi budaya karena budaya yang ada di suatu akan menjadi semacam ciri dan karakter yang membedakan dari daerah lain sehingga mampu menarik perhatian masyarakat atau pengunjung dari daerah dan negara lain untuk datang berkunjung. Dalam hal ini, Sumatera Barat jelas sudah memiliki budaya yang bisa dibanggakan, yaitu budaya yang unik, eksotik, original, otentik dan tentu berbeda dari daerah lain. 
Untuk itu, pemerintah dan pelaku usaha pariwisata Sumatera Barat perlu melakukan kegiatan promosi dan pameran secara berkelanjutan. Memang kegiatan promosi dan pameran ini membutuhkan dana yang cukup besar namun jika promosi ini berhasil maka pelaku usaha pariwisata dan masyarakat Sumatera Barat  yang akan memetik hasilnya. Di samping melakukan promosi dan pameran, pemerintah dan pelaku usaha kepariwisataan Sumatera Barat perlu terus membenahi infrastruktur agar destinasi wisata yang ditawarkan bisa diakses dan dijangkau dengan mudah. Kemudian fasilitas dan sarana prasarana pendukung juga harus disiapkan agar wisatawan betah dan bisa berwisata dengan nyaman dan berkesan. Karena hal ini akan mendorong wisatawan yang datang itu akan datang kembali dan mengunjungi Sumatera Barat jika pariwisata Sumatera Barat mampu memberikan kesan yang positif kepada mereka.
Untuk mendukung potensi sumber daya alam yang dimiliki, aspek penting yang harus diperhatikan adalah sumber daya manusia, baik sebagai pengelola usaha, aparatur pemerintah maupun masyarakat konsumen. Jika dilihat dari indiator pembangunan sumber daya manusia IPM Provinsi Sumatera Barat  sudah berada di atas rata-rata IPM Pulau Sumatera dan Nasional. Namun demikian, hal ini bukan berarti bahwa masalah pembangunan SDM di daerah Sumatera Barat sudah tidak ada lagi. Untuk menghadapi era ekonomi yang semakin terbuka maka diperlukan SDM yang tidak haya berkualitas dan trampil tetapi juga memiliki karakter yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan adat serta norma sosial budaya Minangkabau khususnya dan Indonesia pada umumnya yang juga memiliki kemampuan berbahasa asing tanpa melupakan bahasa lokal dan nasional.
Satu hal yang dapat dikaji melalui penelitian institusi pendidikan tinggi adalah pemberdayaan potensi daerah, selain itu pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) daerah dalam memasarkan produknya, karena banyak sekali hasil produksi UMKM dari berbagai daerah yang masih belum dapat menembus pasar ekspor dengan kendala keterbatasan informasi yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Saat ini konsep klaster sebagai suatu pendekatan kebijakan baru dalam pengembangan wilayah telah semakin luas digunakan di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang, terutama dikaitkan dengan kesiapan suatu wilayah meningkatkan daya saingnya dalam menghadapi regionalisasi dan globalisasi.
Klaster secara signifikan meningkatkan kemampuan ekonomi daerah untuk membangun kekayaan masyarakat. Klaster mampu bertindak sebagai pendorong inovasi, dimana keberadaan unsur-unsur dalam klaster diperlukan untuk mengubah gagasan menjadi kenyataan. Unsur universitas atau pusat riset merupakan tulang punggung dalam menciptakan berbagai temuan baru yang kemudian ditransformasikan oleh perusahaan ke dalam berbagai produk atau jasa baru. Unsur pemasok menyediakan perlengkapan atau komponen penting. Unsur perusahaan pemasaran dan distribusi membawa produk itu ke pelanggan. Hasilnya adalah kawasan dengan klaster yang tumbuh dan bekerja dengan baik akan menikmati upah, produktivitas, pertumbuhan usaha, dan inovasi yang lebih tinggi. Kajian lebih lanjut mengenai pengembangan klaster di Indonesia sangat diperlukan untuk mendalami fenomena terbentuknya klaster-klaster tersebut dan menemukan upaya-upaya pengembangan yang dapat serta perlu dilakukan.
Ke depan, dalam rangka membangun daya saing daerah, pemerintah daerah perlu melakukan beberapa hal, antara lain: (a) Memetakan potensi daerah berikut supply dan demand, (b) Memperkuat seluruh infrastruktur ekonomi untuk mendorong potensi daerah, termasuk SDM-nya, (c) Menguasai rantai pasokan (hulu-hilir) untuk menekan inefisiensi (sinergi provinsi dan kabupaten/kota), (d) Menciptakan inovasi produk, serta (e) Mendorong ekonomi rakyat dengan terus meningkatkan penggunaan produksi lokal. Akhirnya, kesiapan kapabilitas pemerintah daerah perlu didukung oleh peningkatan kemampuan dalam mengelola keuangan daerahnya. Kualitas sumber daya manusia perlu dipersiapkan, sehingga dana yang dimiliki dapat dikelola dengan efektif dan secara bertahap dapat membangun daya saing pemerintah daerah di Indonesia.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat

Untuk mewujudkan Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Bermasyarakat, disadari tidaklah mudah, cukup banyak SKPD yang berperan dan menjalankan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan. Namun demikian, secara makro terdapat beberapa indikator utama yang menjadi tolak ukur pencapaian pada prioritas ini yakni:




Tabel 2.27.
Indikator Utama Pengamalan Agama dan ABS-SBK
	NO
	INDIKATOR UTAMA
	TAHUN 2014
	REALISASI  2014

	1
	Kasus Perbuatan Maksiat
	1.210
	-

	2
	Jemaah haji yang terlayani
	3.599
	-

	3
	Pemahaman dan pengamalan terhadap Al Qur’an
	4
	-

	4
	Kapasitas Lembaga Masyarakat Adat
	4
	-

	5
	Kapasitas kelembagaan adat, seni dan budaya
	3
	-


Selain itu juga pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2014, dapat diukur/dinilai pencapaian indikator melalui Indikasi Rencana Program, untuk Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Bermasyarakat, seperti diuraikan pada Tabel 2.28 sebagai berikut:
Tabel 2.28.
Capaian Kinerja Prioritas Dan Program Tahun 2013
Berdasarkan Sasaran  RPJMD Provinsi Sumatera Barat 
	No
	Sasaran
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD
Terkait

	
	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1
	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan
ajaran agama
	Program
Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan
	Meningkatnya syiar 
agama kepada masyarakat
	%
	95
	-
	Ro. Bina Sosial

	
	
	Program
Peningkatan Pemahaman, Penghayatan Pengamalan dan Pengembangan Nilai agama
	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan terhadap Al Qur’an

	Peringkat
	4
	-
	Ro. Bina Sosial

	
	
	
	Wirid/pelatihan/ kegiatan ibadah yang dilaksanakan
	%
	100
	-
	Ro. Bina Sosial

	2
	Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama
	Program
Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
	Meningkatnya pelayanan Jemaah haji

	%
	100
	-
	Ro. Bina Sosial

	
	
	Program Pengembangan Lembaga-lembaga
 Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan
Keagamaan
	Meningkatya kualitas SDM lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan
	%
	95
	-
	Ro. Bina Sosial

	3
	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya
	Program Pengembangan Nilai Budaya
	Terwujudnya pengembangan nilai budaya di masyarakat

	%
	90
	-
	Dinas Sosial, Ro. Bina Sosial

	
	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat
	Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat adat

	Kali Pelatihan

	4
	-
	Ro. Bina Sosial

	
	
	
	Sinkronisasi program pemerintah dengan lembaga adat
	Kali
	9
	-
	Ro. Bina Sosial

	4
	Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat
	Program
Peningkatan Pemberantasan Maksiat
	Persentase penurunan pelanggaran perbuatan maksiat

	%
	20
	-
	Badan Kesbang Pol

	
	
	
	Meningkatnya wawasan aparatur, toga dan tomas

	%
	20
	-
	Badan Kesbang Pol

	
	
	
	Terlaksananya sosialisasi

	orang
	40
	-
	Badan Kesbang Pol

	
	
	
	Jumlah pelanggaran maksiat yang ditangani

	Kasus
	581
	-
	Satpol PP

	5
	Berkembangnya lembaga seni
dan sosial
budaya
	Program pemberdayaan lembaga-lembaga adat, seni dan
budaya
	Berkembangnya kapasitas kelembagaan adat, seni dan budaya

	lembaga
	3
	-
	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

	6
	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya
	Program Pengembangan Pendidikan Budaya
	Meningkatnya pemahaman dan kecintaan terhadap seni dan budaya

	Kali
	30
	-
	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

	
	
	
	Jumlah pelaksanaan praktek pendidikan adat, sejarah dan budaya daerah

	Kali
	8
	-
	Dinas Pendidikan & Kebudayaan



2.2.2.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan
Prioritas Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dapat dicapai. Dengan reformasi birokrasi akan terwujud; (1) Tata pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, (2) Terciptanya pemerintahan yang bersih dan profesional, (3) Terlaksananya pemerintahan yang transparan dan akuntabel, (4) Terwujudnya tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif, (5) Terwujudnya aparatur pemeintah yang profesional dan bebas KKN, (6) Terwujudnya kepastian hukum, (7) Terhimpunnya data statistik yang handal dan berdayaguna tinggi, (8) Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan akuntabel, (9) Terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dan pembangunan lintas sektor.
Untuk mewujudkan hal diatas, telah dilaksanakan berbagai program/kegiatan dengan indikator serta target yang telah terukur per tahunnya (tahun 2011 – 2015) yang dapat dilihat pada RPJMD 2010 – 2015 Provinsi Sumatera Barat dalam Bab VIII dan Bab IX. Dalam pencapaian target tersebut program/kegiatan didukung dari berbagai sumber pendanaan yaitu APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan juga APBN.
Realisasi terhadap indikator makro capaian kinerja Bidang Urusan Pemerintahan, fokus pada Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan target adalah mendapatkan opini BPK yaitu WDP, selanjutnya untuk tahun 2013 diharapkan minimal opini BPK juga masih WDP dengan asumsi dalam masa tiga tahun berjalannya RPJMD tahun II (2010 – 2015) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam tahap revitalisasi tata pemerintahan baik dari sisi tata kelola pemerintahan, dan untuk indikator makro lainnya terhadap prioritas 2 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan, dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.29.
Capaian Indikator Kinerja Makro Daerah
Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2013
	No
	Indikator Utama
	Tahun 2012
	Tahun 2013
	Tahun 2014
	2015

	
	
	Target
	Realisasi
	Target
	Realisasi
	Target
	Realisasi
	Target

	1
	Opini BPK
	WDP
	WTP
	WTP
	WTP
	WTP
	WTP
	WTP



Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015 Provinsi Sumatera Barat mengarahkan pada penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dapat dicapai. 
Untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan, disadari tidaklah mudah, cukup banyak SKPD yang berperan dan menjalankan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2013, dapat diukur/dinilai pencapaian indikator melalui Indikasi Rencana Program, untuk Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan melalui 36 Program, seperti terurai sebagai berikut:
Tabel 2.30.
Capaian Indikator Program Prioritas Pada Tahun 2013
	No
	Program/Kegiatan
	Indikator Kinerja
	Satuan
	Target
	Capaian
	SKPD

	
	Program Strategis Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi
	Kualitas LKPD
	Opini
	WTP
	WTP
	Inspektorat

	
	
	Meningkatnya Produk Hukum (Perda)
	Perda
	19
	8
	Biro Hukum & Set DPRD

	
	
	Pendidikan SDM Aparatur
	Pendidikan S1 Org
	5
	NA
	BKD 

	
	
	
	Pendidikan S2 Org
	21
	NA
	BKD

	
	
	
	Pendidikan S3 Org
	3
	NA
	BKD

	1
	Program Perencanaan  Pembangunan Daerah
	Jumlah dokumen perencanaan
	dokumen
	3
	3
	Bappeda

	2
	Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik
	Jumlah dokumen data dan statistik pembangunan/ publikasi statistik
	Buku
	5
	5
	Bappeda

	3
	Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan daerah
	Jumlah koordinasi dan kerjasama perencanaan pembangunan daerah
	kali
	73
	86
	Bappeda

	4
	Program Pembangunan Materi Hukum
	Meningkatnya ketersediaan Produk Hukum Daerah
	Perda
	19
	8
	Biro Hukum, Setwan

	5
	Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan
	Meningkatnya jumlah pembinaan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota dalam rangka evaluasi
	%
	75
	NA
	Biro Hukum

	6
	Program Peningkatan Budaya Hukum
	Persentase peningkatan budaya sadar dan taat hukum di masyarakat
	%
	75
	75
	Biro Hukum

	7
	Program Sarana Informasi Hukum 
	Ketersediaan Sarana dan Informasi Hukum
	%
	75
	75
	Biro  Hukum

	8
	Program Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM
	Meningkatnya penegakan hukum dan Perlindungan HAM
	%
	75
	75
	Ro Hukum, Badan Kesbang  & Kantor Satpol PP

	9
	Program Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
	Ketersediaan sistem informasi dan administrasi kependudukan yang akuntabel
	Kabupaten/Kota
	5
	NA
	Biro  Pemduk dan Pemerintah Kabupaten/ Kota

	10
	Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah daerah
	Meningkatkan kinerja perangkat daerah dan menyempurnakan ketatalaksanaan pemda
	%
	85
	NA
	Biro Organisasi dan Biro Pemduk

	11
	Program Pendidikan Kedinasan
	Jumlah aparatur yang melaksanakan Diklat
	org
	290
	343
	Badan Diklat

	12
	Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur
	Persentase Aparatur bereselon yang dilakukan penilaian
	%
	85
	NA
	Biro Organisasi

	13
	Program Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kinerja aparatur
	SKPD
	10
	NA
	Inspektorat, Biro Organisasi dan BKD

	14
	Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum
	Kualitas LKPD
	Opini
	WTP
	WTP
	Inspektorat dan DPKD

	15
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan penganggaran pembangunan
	%
	60
	56.97
	DPKD

	16
	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik
	Meningkatnya manajemen pelayanan publik yang bermutu, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut dan adil
	%
	70

	100
	Biro Humas, dan Bappeda (LPSE)

	17
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas sumber daya aparatur
	%
	75
	78.17
	BKD dan Badan Diklat

	18
	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Nagari/ Desa/Kelurahan
	Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi pemerintahan Nagari/ Desa/Kelurahan
	%
	90
	NA
	Biro Pemduk

	19
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Nagari/Desa/Kelurahan
	Meningkatnya kelembagaan Pemerintahan Nagari/Desa/Kelurahan
	%
	70
	NA
	Biro Pemduk

	20
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
	Dokumen Daerah yang terhimpun
	%
	75
	NA
	Badan Perpustakaan & Kearsipan

	21
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen arsip Daerah
	Persentase arsip yang terselamatkan sebagai bahan pertanggungjawab daerah/nasional
	%
	85
	NA
	Badan Perpustakaan & Kearsipan

	22
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan
	Jumlah SKPD yang terlayani dalam kearsipan
	%
	35
	NA
	Badan Perpustakaan & Kearsipan

	23
	Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya pengembangan penyelenggaraan komunikasi dan informasi di Sumbar
	%
	75
	NA
	Dinas Perhubungan dan Biro Humas

	24
	Program Pengembangan Data dan Informasi
	Terlaksananya pembinaan dan komunikasi dan informasi
	Buku
	1
	1
	Dinas Perhubungan dan Biro Humas

	25
	Program  Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan
	Tersedianya data dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
	Pemberitaan
	16
	16
	Biro Humas

	26
	Program Peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah
	Penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui pemberitaan
	%
	65
	65
	Biro Hukum, Biro Adm Pembangunan & Kerjasama Rantau

	27
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
	Jumlah kunjungan kerja
	Kali Kunjungan
	19
	19
	Setwan

	28
	Program Penerapan Kepemerintahan yang baik (good governance)
	Jumlah daerah yang menerapkan prinsip pemerintrah yang baik
	%
	75
	NA
	Biro Organisasi dan Biro Pemduk

	29
	Program Kerjasama Pembangunan
	Kerjasama Pembangunan antar lembaga daerah/wilayah dan luar negeri
	%
	80
	83.56
	Biro Pemduk dan Biro

	30
	Program Peningkatan Partisipasi masyarakat 
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan  KKN
	%
	75
	75
	Biro Hukum

	31
	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk menunjang pemerintahan dan pembangunan daerah
	Jumlah penelitian dan pengembangan terapan
	Judul
	24
	24
	Bappeda

	32
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan
	%
	85
	NA
	Badan Kesbang Linmas

	33
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
	Jumlah aparatur Kesbang Linmas Kabupaten/Kota
	Org
	40
	NA
	Badan Kesbang Linmas

	34
	Program Pendidikan Politik Masyarakat
	Persentase peningkatan wawasan dan pegetahuan politik masyarakat
	%
	85
	NA
	Badan Kesbang Linmas

	35
	Program Peningkatan Patisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Nagari
	Profil Nagari/Desa/Kelurahan yang selesai
	Kabupaten/Kota
	19
	NA
	Badan Kesbang Linmas dan Pol. PP

	36
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam keamanan dan ketertiban umum
	Persentase partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum
	%
	90
	NA
	Badan Kesbang Linmas dan Pol. PP



Dari tabel di atas, untuk capaian indikator makro pada Program Prioritas RPJMD 2010 – 2015 Provinsi Sumatera Barat, pada Prioritas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan memperlihatkan bahwa beberapa program telah dapat mencapai sesuai dengan target yang diharapkan (sesuai target/melebihi target), disamping itu juga terdapat beberapa program yang belum tercapai.
Untuk Program yang telah melebihi target sebagaimana yang telah disepakati pada RPJMD tahun 2010 – 2015 Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan hasil evaluasi terdapat 5 program prioritas, seperti pada Program Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dengan indikator Ketersediaan sistem informasi dan administrasi kependudukan yang akuntabel yang ditarget 3 Kabupaten/Kota namun pada  tahun 2012 dapat dilakukan realisasi sebanyak 19 Kabupaten/Kota. Hal yang sama juga dapat terlihat pada Program Pendidikan Kedinasan, dengan indikator jumlah aparatur yang melaksanakan Diklat, untuk tahun 2012 targetnya 290 orang, dan dapat dilakukan realisasi menjadi 791 orang.  
Tercapainya target kinerja tersebut, tidak terlepas dari peran tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Program/Kegiatan yang dilakukan oleh SKPD terkait baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota beberapa sudah dapat bersinergi dan pengalokasian anggaran yang dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
Disamping itu, dengan keterbatasan anggaran dan SDM yang ada, beberapa target kinerja program belum tercapai, seperti pada program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan.
2.2.3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan
Untuk mewujudkan Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan, disadari tidaklah mudah, cukup banyak SKPD yang berperan dan menjalankan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2014, dapat diukur/dinilai pencapaian indikator melalui Indikasi Rencana Program, untuk Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan, seperti terurai sebagai berikut:
Tabel 2.31.
Capaian Kinerja Prioritas Dan Program Tahun 2014
Berdasarkan Sasaran  RPJMD Provinsi Sumatera Barat 
	No
	Sasaran
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD
Terkait

	
	
	
	
	
	Target 
	Realisasi
	

	1
	Meningkatkan angka partisipasi sekolah PAUD
	Program Peningkatan Pelayanan PAUD
	Jumlah Alat Permainan Edukatif PAUD
	Jumlah APE
	165
	-
	Dikbud

	
	
	
	Workshop penyusunan materi PAUD
	Kali/Judul
	7
	
	Dikbud

	
	
	
	Sosialisasi Materi PAUD
	Orang
	213
	
	Dikbud

	2
	Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar
	Program Peningkatan Akses Pendidikan Dasar
	Wajib Belajar 12 tahun
	%
	90
	-
	Dikbud

	
	
	
	Pembinaan Sekolah Sehat
	%
	95
	
	

	3
	Meningkatkan angka partisipasi sekolah menengah
	Program Peningkatan Akses Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah
	Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan menengah
	Sekolah
	43
	-
	Dikbud

	
	
	
	Jumlah sekolah bertaraf Internasional
	Jumlah SBI
	8
	
	Dikbud

	
	
	Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Non Formal dan Informal
	Persentase buta aksara > 15 tahun
	%
	2,5
	
	Dikbud

	
	
	
	Lembaga dan program PAUDNI terakreditasi
	%
	2,5
	-
	Dikbud

	
	
	Program Pendidikan Luar Biasa
	Sarana Prasarana PLB
	%
	90
	-
	Dikbud

	
	
	
	Persentase Peserta didik terlayani
	%
	95
	-
	Dikbud

	
	
	Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Tugas Teknis lainnya
	Dokumen Data Pokok Pendidikan
	Dokumen
	1
	-
	Dikbud

	
	
	
	Persentase pemantauan dan pengendalian program dan proses pendidikan
	%
	100
	-
	Dikbud

	4
	Meningkatnya SDM unggul yang berkarakter dan mutu pendidikan
	Program Pendidikan Berkarakter
	SDM berkualitas yang berkarakter 
	Kab/
Kota
	19
	-
	Dikbud

	
	
	
	SD Piloting
	Jumlah
	19
	
	Dikbud

	
	
	
	SMP Piloting
	Jumlah
	19
	
	Dikbud

	
	
	
	Sosialisasi dan Workshop pendidikan berkarakter
	Kab/Kota
	19
	
	Dikbud

	
	
	
	Sekolah Sehat
	%
	55
	
	Dikbud

	
	
	
	buku pembelajaran pendidikan bernuansa surau
	%
	95
	
	Dikbud

	
	
	
	Kompetensi pendidikan bernuansa surau
	%
	95
	
	Biro Bina Sosial

	
	
	Program peningkatan dan pengembangan SDM Pertanian
	SDM pertanian
	Org
	210
	
	Dinas Pertanian

	
	
	
	Sarana dan  prasarana penunjang pendidikan pertanian
	Unit
	2
	
	Dinas Pertanian

	
	
	Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan
	Sinkronisasi Program
	%
	100
	-
	Dikbud

	5
	Meningkatnya pengembangan dan penerapan IPTEK
	Program penelitian dan pengembangan IPTEK untuk menunjang pemerintahan dan pemb. daerah
	Jumlah penelitian dan pengembangan terapan
	Judul
	29
	
	Bappeda

	
	
	
	Jumlah diskusi aktual
	Judul
	35
	
	Bappeda

	
	
	
	Hasil riset dan pengembangan yang dikoordinasikan dan ditindaklanjuti dalam kebijakan pembangunan
	%
	50
	
	Bappeda

	6
	Meningkatnya prestasi olah raga
	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
	Meningkatnya pembudayaan olahraga masyarakat Sumbar
	%
	80
	-
	Dispora, Bins

	
	
	
	Prestasi olahraga Sumbar ditingkat wilayah, nasional dan Internasional
	Even/ Peringkat
	3/8-3-26
	
	os

	
	
	
	Pembinaan PPLP dan SKO
	Jumlah Atlet
	74
	
	

	
	
	Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga
	Persentase sarana olahraga yg representatif
	Unit Gedung/Gor
	3
	-
	Dispora

	
	
	
	
	Paket Peralatan
	-
	
	Dispora

	
	
	
	Prasarana dan sarana pemuda yang representatif
	Unit Gedung/Gor
	-
	
	Dispora

	
	
	
	
	Paket Peralatan
	-
	
	Dispora

	
	
	
	Prasarana dan sarana kepramukaan yang representatif
	Unit/Gedung GOR
	-
	
	Dispora

	7
	Meningkatnya peran serta pemuda dalam bidang olah raga dan pembangunan
	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
	Peningkatan penyadaran pemuda
	Keg/org
	2 / 95-80
	
	Biro Binsos

	
	
	
	Peningkatan pemberdayaan pemuda
	Keg/org
	2 / 196-30
	
	Biro Binsos

	
	
	
	Peningkatan pengembangan pemuda
	Keg/org
	110
	
	Biro Binsos

	
	
	Program peningkatan penyadaran kepemudaan
	Jumlah organisasi pramuka yang mandiri
	lembaga
	7
	-
	Dispora

	8
	Meningkatnya kemandirian pemuda dan organsasi kepemudaan
	Program pengembangan organisasi pemuda dan manajemen olahraga
	Organisasi pemuda yang mandiri
	lembaga
	7
	-
	Dispora

	
	
	Program pengembangan kepemimpinan pemuda
	Persentase keterampilan dan semangat wira usaha pemuda
	%
	90
	-
	Dispora

	9
	Berkembangnya budaya dan minat baca masyarakat
	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan
	Jumlah kunjungan pemustaka/ pengunjung perpustakaan
	org
	500
	-
	Badan Perpusta kaan & Arsip



2.2.4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
Untuk mewujudkan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, disadari tidaklah mudah, cukup banyak SKPD yang berperan dan menjalankan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan.
Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2014, dapat diukur/dinilai pencapaian indikator melalui Indikasi Rencana Program, untuk Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, seperti diuraikan pada tabel sebagai berikut:
Tabel 2.32.
Capaian Kinerja Prioritas Dan Program Tahun 2014
Berdasarkan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat
	No
	Sasaran
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD
Terkait

	
	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1
	Meningkatnya Umur Harapan hidup
	Program Obat dan pembekalan kesehatan
	Persentase ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar
	%
	80
	
	Dinkes,


	
	
	
	Terjaminnya ketersediaana obat / bahan habis pakai dan reagen untuk pemeriksanaan labor
	%
	100
	
	RSUD Pariaman

	
	
	
	Ketersediaan obat essensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar
	%
	100
	
	RSUD Solok

	
	
	
	Obat essensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar
	%
	100
	
	RSJ HB Saanin

	
	
	Program upaya kesehatan masyarakat
	Persentase pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat
	%
	100
	
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Persentase kesehatan rujukan kepada masyarakat
	%
	100
	
	RSJ HB Saanin

	
	
	
	Lancarnya pelayanan siaga dan tindak medik kepada masyarakat/pasien
	%
	100
	
	RSUD Pariaman

	
	
	
	Alokasi biaya tindak siaga medik
	%
	100
	
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Informasi KIA
	%
	100
	
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Sinkronisasi Program kesehatan masyarakat
	%
	95
	
	Dinas Kesehatan

	
	
	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
	Meningkatnya perecanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan melalui pembinaan, monitoring penyediaan sarana promosi, pertemuan, pelatihan dan gerakan generasi muda dalam pembangunan
	%
	80
	
	Dinkes


	
	
	
	Promosi kesehatan kepada masyarakat
	%
	65
	
	RSJ HB Saanin

	
	
	
	Meningkatnya informasi pelayanan dan kesehatan kepada masyarakat RS
	%
	100
	
	RSUD Pariaman

	
	
	Progam pengembangan gizi masyarakat
	Meningkatnya status gizi masyarakat yang dikur dengan prevalensi gizi seimbang Balita dan meningkatnya proporsi keluarga yang mengkonsumsi gizi seimbang
	%
	80
	
	Dinas Kesehatan

	
	
	Program pengembangan lingkungan sehat
	Meningkatnya pemahaman pelaksanaan program penyehatan lingkungan
	kali
pertemua
n
	
	13
	Dinkes

	
	
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit (menular /tidak menular)
	Penemuan kasus baru Tubercolosis
	%
	80
	
	Dinkes

	
	
	
	Meningkatnya succes rate TB
	%
	91
	
	Dinkes

	
	
	
	Cakupan ODHA yang diobati
	%
	90
	
	Dinkes

	
	
	
	Menurunnya kasus Malaria (Annual Parasite Index-API)
	Per 100 penduduk
	1
	
	Dinkes

	
	
	
	Pembinaan dan pelayanan kesehatan sebelum dan setelah haji
	%
	100
	
	Dinkes

	
	
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit /rumah sakit jiwa /RS.Paru / rs.mata
	Persentase pengelolaan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan
	%
	
	
	RSAM

	
	
	
	Terpenuhinya sarana dan prasarana di Dinas Kesehatan dan UPTD
	%
	80
	
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kesehatan RS
	%
	100
	
	RSUD Pariaman

	
	
	
	Meningkatnya pelayanan unggulan RS dengan dukungan sarana dan prasarana yang lengkap
	%
	100
	
	RSAM

	
	
	
	Meningkatnya pengelolaan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan
	%
	80
	
	RSUD Solok

	
	
	
	Sarana dan prasarana RS
	%
	80
	
	RSJ HB Saanin

	
	
	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rs.paru/rs. mata
	Sarana dan prasarana yang terpelihara
	%
	80
	
	Dinas kesehatan

	
	
	
	Pemeliharaan sarana dan prasarana RS sesuai standar dan berfungsi baik
	%
	60
	
	RSUD Pariaman

	
	
	
	Sarana dan prasarana yang terpelihara
	%
	80
	
	RSUD Solok

	
	
	Program sumber daya kesehatan
	Tugas belajar Dokter Spesialis
	org
	6
	
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan
	kali
pelatihan
	20
	
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Pertemuan peningkatan
pelayanan kesehatan
	kali
pertemuan
	18
	
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Meningkatnya mutu pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, pemerataan dan pendayagunaan tenaga kesehatan di Kab/Kota dan RS serta Provinsi
	%
	80
	
	Dinas Kesehatan

	
	
	Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan
	Sinkronisasi Program kesehatan
	%
	100
	
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Jumlah masyarakat mendapat jaminan kesehatan
	%
penduduk
	100
	
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Persentase ketersediaan data kesehatan secara cepat akurat dan tepat
	%
	95
	
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Persentase kesiapsiagaan bencana
	%
	100
	
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Meningkatnya perencanaandan penganggaran pembangunan kesehatan melalui pembangunan kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/kota
	%
	80
	
	Dinas Kesehatan

	
	
	Program penelitian dan pengembangan kesehatan
	Jumlah Penelitian
	Dok.
penelitian
	5
	
	Dinas Kesehatan

	
	
	
	Meningkatnya SDM dibidang penelitian danpengembangan, pengetahuan dan teknologi kesehatan dalam memberikan masukan untuk perumusan kebijakan program dan penanggulangan kesehatan
	%
	100
	
	

	
	
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
	Jumlah Rumah Sakit Kab/Kota yang memberikan pelayanan kepada penduduk miskin
	Kab/Kota
	
	
	RSAM

	
	
	
	Peningkatan pelayanan kesehatan penduduk miskin
	%
	80
	
	RSJ HB Saanin

	
	
	
	Pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin
	%
	80
	
	RSUD Pariaman

	
	
	
	Meningkatnya pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin
	Kab/kota
	18
	
	RSAM

	
	
	
	Masyarakat miskin yang menerima pelayanan kesehatan RS
	%
	80
	
	RSUD Solok

	
	
	Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan
	Standardisasi, akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan di RS
	%
	
	
	RSAM

	
	
	
	Standarisisasi pelayanan kesehatan
	kegiatan
	1
	
	RSUD Solok

	
	
	Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD
	Terjaminnya ketersediaan biaya operasional pelayanan RS
	%
	100
	
	RSUD Pariaman

	
	
	
	BOR
	%
	78
	
	RSUD Pariaman

	
	
	
	BOR
	%
	84
	
	RSJ HB Saanin

	
	
	
	BOR

	%
	78
	
	RSUD Solok

	
	
	
	Meningkatnya kemandirian  RS dengan pelayanan BLUD yang berkualitas
	%
	70
	
	RSAM

	2
	Menurunnya persentase gizi buruk
	Program Perbaikan gizi masyarakat
	Status gizi kurang
	%
	
	
	Dinkes

	3
	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
	Lemmbaga unit pelayanan terpadu perempuan dan anak
	%
	90
	
	BPPr & KB

	
	
	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
	Meingkatnya peran serta wanita dalam proses pembangunan
	kali
	4
	
	BPPr & KB

	
	
	
	SKPD yang menerapkan anggaran berbasis gender
	%
	28
	
	BPPr & KB

	
	
	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
	Organisasi perempuan yang aktif
	%
	
	85
	BPPr & KB

	
	
	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dakam segala bidang pembangunan
	kali
pertemua
n
	11
	
	BPPr & KB

	
	
	
	Jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan
	kasus
	445
	
	BPPr & KB

	
	
	Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak
	Terselenggaranya pengarusutamaan hak anak (PUHA)
	Sistem
Informasi
	1
	
	BPPr & KB

	
	
	
	Sosialsiasi bagi Anak
	kali
pertemuan
	8
	
	BPPr & KB

	4
	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk
	Program keluarga berencana
	Ketersediaan informasi KB pada masyarakat
	%
	95
	
	BPPr & KB

	
	
	
	Informasi KB
	kali
	9
	
	BPPr & KB

	
	
	
	Jumlah akseptor KB
	PUS
	151.693
	
	BPPr & KB

	
	
	Program pelayanan alat kontrasepsi
	Tersedianya informasi pelayanan kontrapsesi
	Kali

	8
	
	BPPr & KB

	
	
	Program Kesehatan reproduski remaja
	Meningkatnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi
	%
	95
	
	BPPr & KB

	
	
	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
	Meningkatnya kesehatan ibu, bayi dan anak
	kali
	4
	
	BPPr & KB

	
	
	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga balita
	Tersedianya tenaga pendamping terampil
	%
	95
	
	BPPr & KB


 
2.2.5. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan

Dalam sektor pertanian, yang memberikan sumbangan besar terhadap pembentukan nilai PDRB Sumatera Barat diantaranya adalah sub sektor tanaman pangan dan Hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Proses pelaksanaan prioritas pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan diarahkan untuk mengembangkan pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan) merupakan gerakan pembangunan ekonomi berbasis pertanian di kawasan pertanian yang terintegrasi dari hulu dan hilir yang dirancang dan dilaksanakan dengan mensinergiskan berbagai potensi, mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan serta berkelanjutan yang mempunyai nilai tambah (added value) tinggi,
Usaha pertaniannya melalui berbagai komoditi unggulan dan pengembangan kawasan akan dapat meningkatkan daya saing, nilai tambah, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kesempatan kerja. Dengan prioritas tersebut diharapkan: 1) Berkembangnya kawasan sentra produksi pertanian, 2) Berkembangnya agroindustri dan agribisnis sesuai potensi daerah, 3) Terwujudnya Sumatera Barat sebagai propinsi agraris dengan petani yang yang sejahtera, 4) Berkembanganya penerapan teknologi pertanian, 5) Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian, 6) Terwujudnya ketahanan pangan, 7) Terwujudnya Sumatera Barat sebagai daerah penghasil pengusaha profesional, 8) Terwujudnya pola pembangunan berbasis kawasan, 9) Terwujudnya pola pembangunan berbasis komoditi unggulan dan prinsip one village one product.
Untuk mendukung pencapaian Prioritas pegembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan terdapat 17 program pendukung.  Untuk dapat merumuskan program secara terukur dan memudahkan dalam pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya.  
Evaluasi capaian kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja sasaran dengan melihat secara lebih rinci pada capaian target indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, Badan Ketahanan Pangan dan bakorluh tahun 2014 dengan dukungan data atau informasi hasil sasaran secara menyeluruh. Berikut ini evaluasi dari program dan indikator pencapaian dari prioritas  pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan Tahun 2014.




A. Dinas Pertanian Tanaman Pangan
1. Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian 
Tabel 2.33. 
Target dan Realisasi pencapaian program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian
	No.
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	
	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian
	Berkembangnya Kawasan Sentra Produksi (KSP)
	
	
	
	

	
	
	a. KSP Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Kawasan
	60
	60
	Pertanian

	
	
	Peningkatan Produksi dan produktifitas pertanian

	
	
	a. Meningkatnya produksi padi
	ton
	2.439.00

	2.519.043*
	Pertanian

	
	
	b. Meningkatnya produksi komoditi Jagung
	Ton

	594.458

	605.352*

	Pertanian

	
	
	c. Meningkatnya produksi komoditi Manggis
	ton
	12.191
	13.090*

	Pertanian

	
	
	Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian 	

	
	
	· Meningkatnya produksi padi
	%
	3
	3,65
	Pertanian

	
	
	· Meningkatnya produksi komoditi Jagung
	%
	6,71
	10,58
	Pertanian

	
	
	· Meningkatnya produksi komoditi manggis
	%
	2
	9,52
	Pertanian


Dari Tabel 2.33. terlihat bahwa program pengembangan Kawasan Sentra  Produksi Pertanian, untuk KSP tanaman pangan dan hortikultura memperlihatkan tidak ada peningkatan dari target yang ditetapkan tahun 2014 untuk KSP target dan realisasinya tetap, tapi pengembangan lebih diarahkan kepada pengembangan agroindustri dan agrobisnis sesuai dengan potensi daerah yang dikembangkan.
1. Indikator capaian kinerja  KSP Pertanian Tanaman Pangan.
Pada Tahun 2014 kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan terlaksana sebanyak 60 Kawasan Sentra Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Adapun program dan kegiatan yang mendukung  pengembangannya adalah : (1) pembinaan dan pengembangan kawasan jagung, 2. Pembinaan dan pengembangan tanaman hias, 3, Pelatihan penangkar dan SL pengembangan kacang tanah dan ubi jalar, 4. Pengembangan tanaman buah-buahan di kawasan pesisir, 5. Identifikasi dan registrasi lahan/kebuh holtikultura, 6. Demplot Pisang, 7. Pembinaan dan pengembangan kawasan tanaman pangan dan holtikultura, 8. Pengembangan pekarangan melalui saka trauma bumi dan 9. Sekolah lapang pertanian, berikut ini kawasan sentra produksi yang dibagi berdasarkan komoditi unggulan antara lain :
a. Komoditi Padi : 13 Kawasan
· Kabupaten Pasaman		:  	Kawasan Panti Rao 
· Kabupaten Pasaman Barat		:  	Kawasan Talamau
· Kabupaten Limapuluh Kota		:  	Kawasan Situjuh
· Kabupaten Agam		: 	Kawasan IV Angkek Canduang dan
    kawasan  lubuk basung
· Kabupaten Tanah Datar		: 	Kawasan Sungai Tarab
· Kabupaten Padang Pariaman		: 	Kawasan Batang Anai
· Kabupaten Solok		: 	Kawasan Gunung Talang
· Kabupaten Solok Selatan		: 	Kawasan Sungai Pagu
· Kabupaten Sijunjung		: 	Kawasan Tanjuang Gadang
· Kabupaten Dharmasraya		: 	Kawasan Pulau Punjung
· Kabupaten Pesisir Selatan		:	Kawasan lengayang dan Ranah Pesisir

b. Komoditi Jagung: 11 Kawasan
· Kabupaten Pasaman	: 	Kawasan Rao, Kawasan Tigo Nagari 
· Kabupaten Pasaman Barat	: 	Kawasan Kinali, dan Limbah Melintang dan Kawasan Pasaman
· Kabupaten Limapuluh Kota	: 	Kawasan Guguk
· Kabupaten Tanah Datar	: 	Kawasan Rambatan 
· Kabupaten Solok Selatan	: 	Kawasan Sangir
· Kabupaten Pesisir Selatan 	: 	Kawasan Linggo Sari Baganti
· Kabupaten Agam	:	Kawasan Ampek Nagari 
c. Komoditi Ubi Jalar : 6 Kawasan 
· Kabupaten Agam	:	1 Kawasan (Bunuh Hampu Sungai Puar)
· Kabupaten Solok	:	3 Kawasan (Alahan Panjang, Danau Kembar dan Gunung Talang
· Kabupaten Tanah Datar	:	2 Kawasan (Salimpaung dan X Koto)
d. Jeruk : 4 Kawasan
· Kabupaten 50 Kota	: 	1 Kawasan (Gunung Omeh)
· Kabupaten Agam 	: 	2 Kawasan (Palupuh dan Kamang)
· Kabupaten Solok Selatan 	: 	1 Kawasan (Pekonina)
e. Pisang :  5 Kawasan
· Kabupaten Pasaman	: 	2 Kawasan (Lubuk Sikaping dan Batipuh)
· Kota Pariaman 	: 	1 Kawasan (Sungai Rambai) 
· Kabupaten Tanah Datar	:	3 Kawasan (Batipuh, Salimpaung,dan    Sungai Tarab
f. Manggis : 12 Kawasan 
· Kabupaten Limapuluh Kota	: 	1 Kawasan (Bukit Barisan) 
· Kabupaten Padang Pariaman	: 	1 Kawasan (Parit Malintang)
· Kabupaten Sijunjung 	: 	1 Kawasan (Lubuk Tarok)
· Kabupaten Agam 	: 	3 Kawasan (Bawan, Kamang, 
                                              Palembayan)
· Kabupaten Solok Selatan	: 	2 Kawasan (Sangir, Pakan Rabaa) 
· Kabupaten Pesisir Selatan	: 	3 Kawasan (Linggo Sari Baganti, Sutera, 		Lengayang)
· Kota Padang	: 	1 Kawasan (Pauh)
g. Kawasan Sayuran : 6 Kawasan
· Kabupaten Agam 	: 	1 Kawasan (Banuhampu, Sungai Puar) 
· Kabupaten Solok	:	3 kawasan (Alahan Panjang, Danau
Kembar, Gunung Talang)
· Kabupaten Tanah Datar 	:	2 Kawasan (Salimpaung, dan X Koto)
h. Tanaman Hias : 7 Kawasan
· Kota Padang	: 	1 Kawasan (Lubuk Minturun)
· Kota Padang Panjang		: 	2 Kawasan (Silaing, Ganting)
· Kota Bukittinggi	: 	1 Kawasan (Panorama Baru)
· Kota Payakumbuh	: 	1 Kawasan (Koto Tangah)
· Kabupaten Solok	: 	2 Kawasan (Batang Barus,
                                              Aia Batumbuak)
2. 	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Secara Berkelanjutan

Tabel 2.34.
Target dan Realisasi pencapaian Program Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Secara Berkelanjutan
	No.
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1
	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Secara Berkelanjutan
	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian
	Padi
Jagung
Kentang
Cabe
Jeruk
	2.439.00
583.437
36.290
40.002
36.290
	2.519.020 
605.352 
12.680.
55.002
41.047 
	Pertanian


	
	
	Menurunnya serangan hama dan penyakit tanaman
	%
	1

	0,69

	Pertanian


	
	
	Meningkatnya produksi benih unggul

	
	
	· Padi
	%
	3
	3,65
	Pertanian,

	
	
	· Jagung
	%
	6,71
	10.58
	Pertanian,

	
	
	· Manggis
	%
	2
	9.52
	Pertanian,


Peningkatan produksi padi didukung dengan kegiatan Padi Tanam Sabarang (PTS) melalui pendekatan peningkatan luas panen dan peningkatan produktifitas, peningkatan SFM Pelani melalui sekolah lapang padi tanam sabatang (SL-PTS) dengan jumlah 40 unit (1000 org petani) dan sekolah lapang pengelolaan tanaman dan sumberdaya terpadu (SL-PTT) dengan jumlah 4000 unit (80.000 org petani). Penggunaan benih unggul bermutu 240.000 Ha, dan faktor lain dalam meningkatkan produksi padi dengan penyaluran pupuk bersubsidi.
Peningkatan produksi komoditi unggulan untuk komoditi pertanian yaitu Jagung, daerah sentra jagung yang selama ini adalah di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan, dari yang ditargetkan Tahun 2014 sebanyak 559.298 Ton, terealisasi sebanyak 605.352 ton. Tercapai target produksi jagung sebesar 100%, hal ini didukung oleh berbagai faktor antara lain adanya pengembangan kawasan jagung, kondisi agroklimat dan faktor lainnya. Namun dari trend capaian produksi jagung dari tahun 2011 sampai tahun 2014 terjadi peningkatan produksi jagung yaitu; sebesar 471.849 ton pada tahun 2011, 492.684 ton pada tahun 2012 dan sebesar 552.971 ton pada tahun 2013 serta tahun 2014 sebesar 605.352 ton.  
Tingginya realisasi jagung dari yang ditargetkan dalam RPJMD disebabkan meningkatnya panen muda di Bukittinggi dan Padang Panjang Kab. Padang Pariaman, Kab. Lima Puluh Kota dan Kab. Agam. Komitmen meningkatkan produksi jagung melalui peningkatan luas panen dan peningkatan produktivitas dengan kegiatan bantuan benih unggul dan SLPTT Jagung baik melalui dana APBD  melalui APBN.
Program Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Secara Berkelanjutan didukung oleh beberapa kegiatan diantaranya : (1) Pemasyarakatan PTS, Pemantauan pupuk dan pestisida, penyediaan benih sumber kentang bernutu, pemurnian varitas dan adaptasi pelepasan varietas (varietas lokal), pengawasan mutu dan sertifikasi benih.

3. 	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian  
Tabel 3.35.
Target dan Realisasi pencapaian Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
	No.
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
	Meningkatnya Pemberdayaan Penyuluh Pertanian untuk mengembangan teknologi
	Unit
	50
	..........

	Pertanian


	
	
	 Peningkatan kapasitas penyuluh
	Orang
	100
	219
	Pertanian




Menyiapkan SDM pertanian yang tangguh dan mempunyai kompetensi dalam pembangunan pertanian dapat dicapai dengan baik apabila didukung oleh sasaran strategis dengan meningkatnya kemandirian petani dan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pemberdayaan penyuluh, pendidikan dan pelatihan
Peningkatan pemberdayaan penyuluh pertanian dilaksanakan melalui penyebarluasan informasi/bahan publik (jumpa pers, tamu humas, dialog interaktif dan advokasi dimedia cetak dan melakukan pembinaan dan peningkatan SDM tenaga pendamping POPT dan PMT.



4. 	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian 
Tabel 3.36.
Target dan Realisasi pencapaian Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian
	No
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1.
	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian 
	Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian
	Diperta

	
	
	Pengembangan sarana dan prasarana UPT Diperta
	Unit/UPTD
	6
	7
	Diperta

	
	
	Terlaksananya cetak sawah
	Ha
	500
	294
	Diperta

	
	
	Pengelolaan pupuk Organik (UPPO)
	Unit
	42
	56
	Diperta

	
	
	Perluasan areal hortikultura
	Ha
	300.000
	239.000
	Diperta


Secara umum realisasi dari target indikator kinerja untuk penambahan luas sawah dengan melaksanakan cetak sawah dari target 500 Ha hanya terealisasi 294 Ha (59.80 %). Hal ini disebabkan karena sebagian besar lahan merupakan rawa sehingga pembersihan lahan lebih sulit, walapun telah disemprot dengan herbisida, disamping itu disebabkan kurangnya partisipasi antar sesama anggota kelompok tani. Begitu juga dengan perluasan areal hortikultura dari target 300.000 Ha, hanya terealisasi sebesar 239.000 Ha.
5. 	Program Pengembangan Teknologi Informasi Pertanian dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna
Tabel 3.37.
Target dan Realisasi pencapaian Program Pengembangan Teknologi Informasi Pertanian dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna
	No.
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1.
	Program Pengembangan Teknologi Informasi Pertanian dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna 
	Meningkatnya informasi dan penerapan teknologi pertanian
	Pertanian

	
	
	Berkembangnya balai alih teknologi pertanian
	Unit
	1
	1
	Pertanian

	
	
	Terpenuhinya alsintan bagi petani
	%
	80
	75,77
	Pertanian


	Program ini dilaksanakan melalui kegiatan transfer teknologi pertanian, gelar teknologi dalam mendukung HPS sedunia, pengembangan dan penerapan strandar mutu alsintan dan bengkel keliling serta fasilitasi pasca panen. Penggunaan alsintan yang memenuhi standar baik alsintan prapanen maupun alsintan pasca panen merupakan salah satu teknologi untuk peningkatan efisiensi produksi. Tahun 2014 untuk pengembangan balai alih teknologi target 1 unit terealisasi sebanyak 1 unit (100 %).
	
6.	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing, Produk Hasil Pertanian dan Perikanan
Tabel 3.38.
Target dan Realisasi pencapaian Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing, Produk Hasil Pertanian
	No.
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1.
	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing, Produk Hasil Pertanian 
	Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing 

	
	
	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produksi komoditi pertanian 
	(Unit)
	80
	10
	Pertanian

	
	
	Tersediannya produksi olahan hasil pertanian 
	(Macam)
	125
	145
	Pertanian

	
	
	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk hasil  pertanian 
	(kebun)
	5
	10
	Pertanian

	
	
	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk hasil  pertanian 
	(Unit)
	40
	20
	Pertanian



Meningkatkan daya saing dapat dilakukan melalui pengembangan agroindustri dan meningkatkan posisi tawar menawar petani, peningkatan pengolahan hasil dan nilai tambah tanaman pangan, peningkatan produk olahan kelompok UP3HP serta penguatan SDM kelompok usaha pertanian terpadu.
Indikator kinerja meningkatnya produk olahan pertanian dengan target 5 terealisasi sebanyak 10 macam (200 %) antara lain : 1. tojin jagung, 2, kripik pisang jariang, 3, Jahe merah instan, stick wortel, cabe goreng, aneka mie sayur, kripik pisang balado, cake pisang, kripik kentang cabe hijau dan kue bawang kentang
Upaya yang dilakukan dalam peningkatan nilai tambah dan daya saing produk TPH melalui agroindustri pedesaan ada;ah berupa pengolahan hasil pertanian dengan mengembangkan unit pelayanan pengembangan dan pengolahan hasil pertanian (UP3HP) yang berorientasi mutu dan pembinaan manajemen dalam proses berproduksi
Sampai tahun 2014 terdapat 135 unit kelompok UP3HP yang tersebar di kabupaten dan kota dan yang khusus pada tahun 2014 difasilitasi dengan peralatan pengolahan sebanyak 10 unit (UP3HP) yaitu 
1. Kelompok UP3HP KWT Wanita Mandiri Kabupaten Solok Selatan
2. Kelompok UP3HP KWT Karya Mandiri Kabupaten Solok Selatan
3. Kelompok UP3HP Ingin Sejahtera Kabupaten Tanah Datar
4. Kelompok UP3HP harapan Tani Kabupaten Padang Pariaman
5. Kelompok UP3HP Mutiara Kota Padang
6. Kelompok UP3HP Sansiviera Kabupaten Tanah Datar
7. Kelompok UP3HP Tanjung Jaya Kabupaten Tanah Datar
8. Kelompok UP3HP Rafifah Kabupaten Agam
9. Kelompok UP3HP Kembang Sarin Prima Kabupaten Agam
10. Kelompok UP3HP Senada Kabupaten Lima Puluh Kota

7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
Tabel 3.39.
Target dan Realisasi pencapaian Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
	No.
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1.
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perikanan
	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian 

	(Unit)
	2
	5
	Pertanian




8. Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani
Tabel 3.39.
Target dan Realisasi pencapaian Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani Tahun 2014
	No.
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1.
	Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani

	Meningkatnya penerapan teknologi dan pengembangan usaha pertanian melalui gerakan terpadu pensejahteraan petani (KK)
	Jumlah KK
	22.320

	22.320
	Pertanian




GPP merupakan upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mempercepat pembangunan ekonomi yang berbasis rumah tangga petani (KK))    Wujud dari gerakan ini adalah meningkatkan jam kerja efektif petani dari 3,5 jam/hari menjadi 8 jam/hari dengan minimal 3 (tiga) jenis usaha.
Lokasi kegiatan adalah Kab/Kota se Sumatera Barat, dimana setiap Kabupaten dialokasikan 20–22 Nagari. Sedangkan setiap Kota dialokasikan pada 4 Kelurahan/Desa  dengan masing-masingnya 2 kelompok tani sebagai basis gerakan. Setiap Kelompok Tani terdiri dari 20 orang KK Tani, sehingga di Tahun 2013 total Nagari yang mendapatkan alokasi kegiatan GPP adalah 124 Nagari dengan total KK tani sebanyak 4.960 KK. Pencapaian program Gerakan Pensejahteraan Petani Tahun 2014 memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan untuk GPP Pertanian jumlah KK Tani yang sejahtera tahun 2014 adalah target 22.320 KK realisasi sebanyak 22.320 KK (100%).
Dalam pelaksanaannya direalisasikan melalui kegiatan koordinasi gerakan terpadu pensejahteraan petani, fasilitasi pengembangan jagung dan fasilitasi pengembangan buah-buahan yang dilaksanakan pada 498 kelompok/nagari
9. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani
Tabel 3.40.
Target dan Realisasi pencapaian Program Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani
	No.
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1.
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petan
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha pertanian 
	Pertanian

	
	
	Peningkatan kelembagaan penangkar benih/bibit 
	unit
	2
	5
	Pertanian

	
	
	Terfasilitasi petani dalam pembangunan pertanian PUP/LKMA, POKJA, dan Penyelia Mitra Tani 
	Kelembagaan/ unit
	55
	80
	Pertanian

	
	
	Peningkatan modal usaha tani mandiri
	
	55
	99
	Pertanian



Sampai akhir tahun 2014 telah terdapat 5 unit poktan yang melakukan kemitraan, berarti target yang telah ditetapkan sebanyak 2 unit terealisasi 250 %. Adapun poktan/gapoktan tersebut adalah : (1) Asisasi petani manggis Sumatera Barat dengan Pimpinan PT. Super Maju jakarta, (2) Petani mamggis Sumatera barat dengan Pasar Induk Jakarta, (3) UP3HP Minang Lestari Afra Yani dengan CV. Rindang Raya Batam, (4) Asosiasi STA Sumatera Barat dengan Irham Hadi CV Alamanda Sejati Utama Dumai dan Asita Sumatera Barat dengan PT Carefur Kota Pekan Baru. Untuk peningkatan modal usaha tani mandiri sampai saat ini telah dikembangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis.
Sedangkan terfasilitasi petani dalam pembangunan pertanian PUP/LKMA tahun 2014 ditargetkan sebanyak 50 terealisasi sebanyak 80 LKMA, Untuk lebih meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pengelola LKMA telah dilaksanakan pelatihan bagi manajer LKMA untuk pengeloaan bidang administrasi, simpan pinjam dan manajemen LKMA.

B. Dinas Peternakan
Program Pembangunan Peternakan Sumatera Barat pada tahun 2014 meliputi 14 program, diantaranya 9 program yang terkait langsung  kepada teknis peternakan yaitu; 1) Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian 2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Pembangunan Pertanian, 3) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, 4) Program Pengembangan Teknologi Informasi Pertanian dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna, 5) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pertanian, 6) Program Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian secara Berkelanjutan 7) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Produksi Pertanian, 8) Program Pengamanan Sumberdaya Hewani 9) Program Pengembangan Satu Petani Satu Sapi. Selanjutnya program tersebut dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang lebih operasional yang didukung kerangka acuan kerja, rencana anggaran biaya serta jadwal pelaksanaan kegiatan.
Kebijakan pembangunan peternakan disusun beserta program/kegiatan pembangunan peternakan berwawasan agribisnis yang mengarahkan agar seluruh subsistem dapat secara produktif dan efisien menghasilkan berbagai produk peternakan yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Sekaligus untuk menjawab tantangan dan tuntutan pembangunan peternakan secara Nasional dalam rangka percepatan pencapaian swasembada daging tahun 2019 serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak.
Evaluasi capaian kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja sasaran dengan melihat secara lebih rinci pada capaian target indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2014 dengan dukungan data atau informasi hasil sasaran secara menyeluruh antara lain sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian 
Pembangunan peternakan di Provinsi Sumatera Barat merupakan usaha untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam upaya menyediakan protein hewani baik untuk konsumsi sendiri. Tujuan berkembangnya kawasan peternakan dijabarkan ke dalam 1 sasaran strategis dengan 1 indikator. Capaian sasaran strategis dan indikatornya tersebut akan diuraikan sebagai berikut :
Tabel 3.41.
Target dan Realisasi pencapaian program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian Tahun 2014
	No.
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1.
	Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian dan Perikanan
	Berkembangnya Kawasan Sentra Produksi (KSP)

	
	
	· KSP Peternakan
	Kawasan
	8
	12
	Peternakan

	
	
	· Presentase kawasan yang mempunyai fasilitas memadai
	%
	50
	50
	Peternakan

	
	
	· Tersedianya ternak kambing untuk penambahan populasi
	ekor
	7.701
	7.768
	Peternakan


Dari Tabel 3.41 terlihat bahwa program pengembangan Kawasan Sentra  Produksi Pertanian, untuk KSP tanaman pangan dan hortikultura memperlihatkan tidak ada peningkatan dari target yang ditetapkan Tahun 2014 untuk KSP target dan realisasinya tetap, tapi pengembangan lebih diarahkan kepada pengembangan agroindustri dan agrobisnis sesuai dengan potensi daerah yang dikembangkan.
Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu sebagai usaha tani (berbasis tanaman pangan, holticultura, perkebunan atau perikanan) dan terpadu sebagai komponen ekosistem tertentu (kawasan hutan lindung dan suaka alam). 
Kawasan sentra produksi peternakan sebanyak 8 kabupaten dengan tingkat capaian 12 (11 kabupaten dan 1 kota) terdiri dari kawasan integrasi dan kawasan prioritas (komoditas unggulan/ pembibitan, agropolitan).
Kawasan integrasi peternakan terdapat pada Kabupaten Agam, Pasaman Barat, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Tanah Datar, Solok, Sijunjung Dharmasraya, Solok Selatan dan Pesisir Selatan. Sedangkan untuk  Kawasan komoditi unggulan terdapat pada Kabupaten Agam, Pasaman Barat, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Tanah Datar, Solok, Sijunjung Dharmasraya, Solok Selatan, Pesisir Selatan dan Kota Padang, sedangkan  kawasan agropolitan terdapat pada Kabupaten Agam. Tingkat capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 100%, keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini  karena semua target indikator sasaran (IKU) tercapai sesuai dengan target yang direncanakan
Tingkat capaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 100%, keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini  karena semua target indikator sasaran tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Pencapaian sasaran ini dilaksanakan yang sesuai dengan spesifik daerah / wilayah dengan 6 kegiatan masing-masing:
a. Peningkatan produksi Ternak Sapi Perah;
b. Koordinasi dan Pembinaan Kawasan Sentra Produksi Peternakan;
c. Koordinasi Pengembangan Kawasan lintas sektoral
d. Pengembangan Kawasan Ternak Kambing,
e. Penyusunan masterplan kawasan peternakan.
f. Penyusunan database sarana prasarana teknis peternakan
g. Pengembangan agribisnis kluster Triarga
Kawasan Integrasi Ternak Sapi dan Tanaman Perkebunan terdiri dari:
1. Sumbar 1 (Integrasi Ternak dengan Sawit dan Cacao) dengan alokasi Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota Kota.
2. Sumbar 2 (Integrasi Sapi dengan Kakao)  dengan alokasi Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Solok
3. Sumbar 3 (Integrasi Sapi dengan Sawit dan Kakao) dengan alokasi Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pesisir Selatan
Dari 24 kawasan yang ditarget dari tahun 2010, ada 12 kawasan (50%) Kawasan yang mempunyai fasilitas memadai yang sudah terealisasi adalah sebagai berikut :
· Kawasan Integrasi terdiri dari Kab. Dharmasraya, Kab. Sijunjung, Kab. Pessel, Kab. Solsel dan Kab. Pasaman Barat. 
· Kawasan sapi potong meliputi Kab. Agam, Kab Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar , Kab. Pasaman, Kab. Solok
· Kawasan unggas adalah Kab. Padang Pariaman dan Kota Padang
	








2. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Secara Berkelanjutan
Tabel 3.41.
Target dan realisasi pencapaian Program Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Secara Berkelanjutan
	No.
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	
	Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Secara Berkelanjutan
	Peningkatan Produksi dan mutu pertanian secara berkelanjutan

	
	
	· Tersedianya produksi Daging Sapi
	Ton
	62,100
	27.545
	Peternakan

	
	
	· Tersedianya produksi Daging
	Ton
	1.793.201
	1.755.654
	Peternakan

	
	
	· Produksi daging 
	(%)
	61,63
	61,63
	Peternakan

	
	
	· Tersedianya produksi telur (ton)
	Ton
	1.258.578
	1.166.424
	Peternakan

	
	
	· Tersediannya ternak sapi
	ekor
	10.032
	11.751
	Peternakan

	
	
	· Tersediannya ternak kambing
	ekor
	7.701
	7.768
	Peternakan

	
	
	· Meningkatnya produksi kambing
	ton
	315.42
	266.715 

	Peternakan

	
	
	· Tersedianya komoditi unggas
	ekor
	830.610
	842.847

	Peternakan

	
	
	· Tersedianya anak hasil ET
	ekor
	4
	6
	Peternakan

	
	
	· Jumlah kelompok GEPEMP yang difasilitasi
	klpk
	12
	12
	Peternakan



Pada peningkatan produksi daging sapi Tahun 2014 dari yang ditargetkan 62.100 ton ternyata terealisasi sebesar 27.545 ton dengan tingkat capaian kinerja 44,36 %. Tidak tercapainya target produksi daging sebesar 100%, disebabkan karena masih tingginya angka pemotongan ternak betina yang produktif sehingga tingkat kelahiran ternak belum maksimal, maka untuk memperkuat produksi daging di Sumatera Barat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selanjutnya membuat langkah-langkah strategis sebagai berikut : 
a. Penyebaran ternak sapi pada kawasan terpadu
b. Pengawasan mutu pakan ternak
c. Replacement Bull pada UPTD BIB Tuah sakato
d. Pembinaan dan penerapan Good Farming Practice (GFP) pada kelompok budidaya sapi perah
e. Penggantian anak ET pada ternak rakyat untuk Replacement Bull
f. Bantuan ternak sapi lokal untuk Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
g. Peningkatan produksi bibit unggul ternak sapi
h. Penyelamatan sapi betina produktif. 
i. Menekan angka kematian ternak (pedet dan sapi muda). 
j. Peningkatan berat hidup sapi siap potong
k. Peningkatan kualitas pelayanan (RPH). 
l. Meningkatkan kualitas pelayanan pasar ternak.
m. Integrasi sapi, sawit, kakao dan tanaman lainnya. Lokal pada UPTD BPPMT
n. Peningkatan usaha peternakan sapi
o. Peningkatan  mutu bibit ternak 
p. Meningkatkan penyaluran Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) dan kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE). 
q. Peningkatan kemampuan peternak melalui kegiatan penyuluhan dan bimbingan teknis penyuluhan. 
r. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bibit sapi potong/kerbau

Tersedianya anak hasil ET dari yang ditargetkan sebanyak 4 ekor terealisasi 6 ekor dengan pengadaan Sapi Simenthal Bull/PejantanUnggul sebagai pengganti ternak yang telah diafkir sebanyak 6 ekor melalui penjaringan anak ET yang ada di masyarakat. Adapun tujuannya adalah untuk mempertahankan kualitas semen beku BIB Tuah Sakato. Dan memenuhi keinginan masyarakat terhadap semen beku yang berkwalitas Hasil penjaringan anak ET yang ada di masyarakat.
Jumlah kelompok GEPEMP yang difasilitasi dengan target 12 kelompok terealisasi sebanyak 12 kelompok, pencapaian target indikator kinerja kegiatan ini 100 % dengan terlaksananya penyebaran ternak Sapi Bali sebanyak 132 ekor untuk 12 (dua belas) kelompok GEPEMP. Disamping itu juga dilakukan sosialisasi tata cara beternak sapi dan pembinaan serta monev kepada 12 kelompok.

3. 	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian  
Tabel 3.41. 
Target dan Realisasi pencapaian Program Pemberdayaan Penyuluh              Pertanian
	No.
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
	Jumlah Penyuluh yang mengikuti pelatihan
	orang
	0
	0
	Peternakan


Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian pada RPJMD 2010-2015 perubahan untuk SKPD Dinas Peternakan berada pada SKPD Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi sumatera Barat.
		
4.	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian 
Capaian indikator Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian adalah meningkatnya sarana dan prasarana pertanian dengan capaian masing-masing indikator kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.42.
Target dan Realisasi pencapaian Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian
	No.
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1.
	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian 
	Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian
	Unit
	6
	6
	Peternakan

	
	
	Peningkatan kualitas UPTD
	Unit
	3
	2
	Peternakan

	
	
	Unit pengelolaan pupuk organik (UPPO)
	Unit
	3
	6
	Peternakan

	
	
	Fasilitas SKIM kredit bagi petani
	Jml SKIM
	0
	0
	Peternakan

	
	
	Jumlah produk semen beku
	Dosis
	100.000
	103.368
	Peternakan

	
	
	Evaluasi penggunaan dana kredit bagi petani (skim)
	Klpk
	5
	6
	Peternakan


	
Peningkatan kualitas UPTD yang ditarget 3 unit, terealisasi sebanyak 2 unit untuk pengembangan bibit unggul ternak kambing, ayam dan sapi. Tersalurkannya sarana pengolahan pupuk organik sebanyak 6 Unit Chopper untuk 4 Kelompok Tani Ternak di kawasan integrasi sapi dengan sawit dan 2 Kelompok Tani Ternak di kawasan integrasi sapi dengan kakao sebagai berikut :
· Kelompok tani ternak di kawasan integrasi sapi dengan sawit adalah: (1) Kelompok Tani Bima Simental Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, (2) Kelompok Tani Famili Setia Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dhamasraya, (3) Kelompok Tani Sido Makmur Nagari Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dhamasraya, (4) Kelompok Tani Sri Langgeng Nagari Tabek Kecamatan Timpeh Kabupaten Dhamasraya. 
· Kelompok tani ternak di kawasan integrasi sapi dengan kakao adalah: (1) Kelompok Tani P4S Kelaok Dama Nagari Kinari Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok, (2) Kelompok Tani Putra Tujuh Nagari Tujuh Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten  Lima Puluh Kota.
Terpenuhinya kebutuhan bibit unggul/komoditi peternakan pada BIB Tuah Sakato yang representatif sebanyak 1 unit dan pengdaan peralatan laboratorium BIB Tuah Sakato sebanyak 1 unit dan jumlah prtoduksi semen beku semula ditargetkan sebesar 100.000 dosis terealisasi 103.368 dosis. Peningkatan kualitas UPTD dilaksanakan melalui pembangunan pagar dan penataan kantor BIB Tuah Sakato, Pemeliharaan Rutin/Berkala Pusat Pelatihan, Mess BIB dan Gedung Kantor, Optimalisasi Produksi Semen Beku UPTD BIB Tuah Sakato, untuk Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) dilaksanakan fasilitasi sarana pengolahan pupuk organik. 
Beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh diantaranya adalah:
a. Perbaikan kualitas dan kuantitas produksi semen beku BIB Tuah Sakato.
b. Meningkatkan pemanfaatan gedung pusat pelatihan yang ada di UPTD BIB Tuah Sakato.
c. Mengupayakan RPH-M sudah mulai operasional dan memproduksi daging beku tahun 2015.
d. Mengaktifkan kembali SPT Air Runding dengan memperbaiki sarana dan prasarana di SPT tersebut.
e. Menambah bangunan untuk penginapan dan prasarana lainnya untuk  Gedung Pusat Pelatihan di UPTD BIB Tuah Sakato. 
f. Menambah petugas/personil untuk kebersihan dan pengamanan kantor UPTD BIB Tuah Sakato, UPTD RPHM, UPTD BPPMT.

5. 	Program Pengembangan Teknologi Informasi Pertanian dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna
Tabel 3.43.
Target dan Realisasi pencapaian Program Pengembangan Teknologi Informasi Pertanian dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna
	No.
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	
	Program Pengembangan Teknologi Informasi Pertanian dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna
	Berkembangnya teknologi informasi peternakan dan peningkatan penerapan teknologi pertanian tepat guna  

	
	
	Jumlah akseptor ET untuk meningkatkan mutu genetik ternak
	Ekor


	30
	30
	Peternakan

	
	
	Persentase peternak yang sudah mengimplementasi kan embrio transfer pada ternak sapi
	%
	0,06
	0,06
	Peternakan

	
	
	Persentase peternak yang sudah mengimple mentasikan inseminiasi buatan pada ternak sapi
	%
	71,41
	71,41
	Peternakan

	
	
	Tersebarnya informasi teknologi peternakan
	kali
	1
	1
	Peternakan


	Jumlah akseptor ET untuk meningkatkan mutu genetik ternak pelaksanaan embrio transfer yang terealisasi sebanyak 30 akseptor (100%) dari target yang ditetapkan sebanyak 30 akseptor. Tingkat capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 100%, Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui Pelaksanaan Embrio Transfer (ET) di Lokasi Pembibitan Ternak dan pelaksanaan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan 2014.
	Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan capaian kinerja tersebut diatas perlu dilakukan upaya-upaya strategis antara lain:
a. Selain Embrio Transfer (ET), perlu melakukan intensifikasi ternak melalui Inseminasi Buatan (IB) dengan meningkatkan jumlah akseptor IB setiap tahun. Dengan semakin intensifnya pelaksanaan IB, maka kualitas dan kuantitas ternak akan ikut meningkat. Kualitas ternak hasil IB akan jauh lebih bagus dari ternak hasil perkawinan alam karena ternak hasil IB merupakan keturunan dari pejantan unggul yang terpilih yang memiliki recording yang jelas jika dibandingkan dengan kualitas ternak dari hasil kawin alam. 
b. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat berkenaan dengan Inseminasi Buatan (IB), pengawasan terhadap mutu dan handling semen beku

Untuk target indikator kinerja persentase peternak yang sudah mengimpementasikan Inseminasi Buatan pada ternak sapi dengan target sebesar 71,41%, ditetapkan berdasarkan jumlah peternak/rumah tangga pemelihara ternak sapi yang telah menerapkan Inseminasi Buatan pada ternak sapi. Jumlah peternak/rumah tangga pemelihara sapi yang ditargetkan untuk mengimplementasikan Inseminasi Buatan pada ternak sapi sampai dengan tahun 2014 adalah sebanyak 144.000 KK/Rumah Tangga (71,54%) dengan jumlah ternak sapi sebanyak 144.000 ekor  sapi  dari 201.654 KK/rumah tangga pemelihara ternak sapi yang ditetapkan pada awal tahun Renstra (tahun 2010) Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat.

6.	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing, Produk Hasil Pertanian dan Perikanan
Tabel 3.44.
Target dan Realisasi pencapaian Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing, Produk Hasil Pertanian
	No
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1.
	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing, Produk Hasil Pertanian
	Meningkatnyan nilai tambah, daya saing, produk hasil pertanian

	
	
	Penerapan GHP dan GMP produk segar olahan
	Kelompok
	1
	1
	Peternakan

	
	
	Persentase peningkatan nilai tambah harga produk olahan hasil peternakan

	
	
	· Daging
	%
	30
	30
	Peternakan

	
	
	· Telur
	%
	30
	30
	Peternakan

	
	
	· Susu
	%
	50
	50
	Peternakan

	
	
	Peningkatan kualitas usaha produk olahan peternakan Peningkatan kualitas usaha produk olahan peternakan
	Kelompok
	17
	6
	Peternakan


Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Produksi Pertanian dengan tiga kegiatan yaitu :
a. Bimbingan Teknis Teknologi Manajemen Mutu Pengolahan Hasil  Peternakan
b. Pengembangan Pola Usaha Penggemukan Sapi pada Kluster Triarga
c. Sosialisasi Penerapan Good Handling Practise (HGP) dan Good Manufacturing Practice (GMP) pada Usaha Pengolahan Produk Peternakan (Daging)
Pengolahan hasil peternakan yang telah berkembang di Sumatera Barat masih dalam skala kecil dan penyebarannya hanya pada daerah/ lokasi tertentu dengan teknologi yang sederhana.
Target indikator persentase peningkatan nilai tambah harga produk olahan hasil peternakan ditetapkan berdasarkan keuntungan yang diperoleh setelah produk peternakan diolah dikurangi dengan biaya produksi dan biaya harga satuan produk segar peternakan (daging, telur dan susu).  Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pada tabel, dapat disimpulkan bahwa rata pencapaian kinerja persentase peningkatan nilai tambah harga produk olahan hasil peternakan menunjukkan hasil yang baik (100%).  
Adapun produk olahan hasil peternakan tersebut adalah rendang daging, rendang telur dan susu olahan dalam bentuk susu pasteurisasi, yoghurt, es krim, puding, karamel dan dodol susu

7.	Program Pengamanan Sumberdaya Hewani
Tabel 3.45.
Target dan Realisasi pencapaian Program Pengamanan Sumberdaya Hewani
	No.
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1
	Pengamanan Sumberdaya Hewani
	Meningkatnya pengamanan sumber daya hewani

	
	
	Menurunnya kasus penyakit hewan menular
	kasus
	15
	10
	Peternakan

	
	
	Jumlah penyakit hewan strategis dengan 0 kejadian
	Jumlah penyakit
	2
	2
	Peternakan

	
	
	Penurunan kasus penyakit hewan menular (flui burung/AI)
	%
	5
	10
	Peternakan

	
	
	Tersedianya pusat pelayanan keswan
	unit
	73
	70
	Peternakan

	
	
	Terpenuhinya sarana prasarana pelayanan keswan
	unit
	2
	2
	Peternakan

	
	
	Meningkatnya aplikasi teknologi medik veteriner
	unit
	1
	1
	Peternakan



	Peningkatan produksi ternak dan jaminan keamanan pangan, peran kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner perlu perhatian yang serius. Apalagi dengan maraknya penularan penyakit ternak saat ini seperti penyakit flu burung/AI, Rabies, SE, Jembrana, Brusellosis, Anthrax, Tetelo, Scabies Orf dan penyakit hewan tidak menular seperti cacingan, gangguan reproduksi, defisiensi mineral, thympani dll. Penyakit-penyakit tersebut sangat berpengaruh terhadap produksi, produktifitas dan reproduktifitas ternak. Penyakit Hewan Menular Strategis dengan Kasus 0 Kejadian terhadap 2 jenis penyakit (penyakit Brucellosis. dan Hoq Cholera.) menunjukkan hasil yang baik (100%), yaitu 142%.
	Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui Program Pengamanan Sumber Daya Hewani dengan dua belas  kegiatan yaitu :
a. Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesmavet
b. Uji Banding BPAH ke BPPV II Bukittinggi
c. Koordinasi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Rabies
d. Pengawasan Lalulintas Hewan, BAH dan HBAH
e. Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit AI/ Flu Burung
f. Penanggulangan Penyakit Jembrana
g. Peningkatan pelayanan labor Keswan dan Klinik Hewan
h. Investigasi dan Tanggap cepat Pengendalian Avian Influenza (AI) dan Penyakit Hewan Menular Provinsi
i. Pembinaan Unit Usaha Pangan Asal Hewan untuk mendapatkan sertifikasi NKV
8. 	Program Pengembangan Satu Petani Satu Sapi	
Tabel 3.46.
Target dan Realisasi pencapaian Program Pengembangan Satu Petani Satu Sapi
	No
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1
	Pengembangan Satu Petani Satu Sapi
	Berkembangnya program satu petani satu sapi

	
	
	Jumlah kelompok tani yang memiliki ternak
	kelompok
	260
	260
	Peternakan

	
	
	Persentase peternak yang memiliki usaha lebih dari satu
	%
	1,39
	1,39
	Peternakan

	
	
	Jumlah ternak yang disebarkan pada kelompok
	ekor
	330
	313
	Peternakan



	Target indikator kinerja meningkatnya Persentase peternak yang memiliki usaha lebih dari satu sampai dengan tahun 2014 pencapaian sasaran sebesar 1,39 % (2800 KK/280 Kelompok) ditetapkan berdasarkan jumlah peternak/rumah tangga pemelihara ternak sapi pada awal tahun renstra (tahun 2010) Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yaitu sebanyak  201.654 KK/RTP.  Jumlah dari peternak yang memilii usaha lebih dari satu dihitung dari jumlah KK penerima ternak Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP),  Gerakan Pemberdayaan Eonomi Masyarakat Pesisir (GEPEMP) dan Satu Petani Satu Sapi (SPSS). 
	Berdasarkan hasil pengukuran sasaran pada tabel, dapat disimpulkan bahwa rata pencapaian kinerja persentase peternak yang memiliki usaha lebih dari satu menunjukkan hasil yang baik (100%), dengan realisasi 1,39% (2810 KK). Jumlah ternak yang disebarkan pada kelompok ternak sapi sebanyak 313 ekor untuk 30 (tiga puluh) kelompok GPP, yang terdiri dari Sapi Bali sebanyak 187 ekor dan sapi PO sebanyak 198 ekor, bantuan paket obat-obatan dan bahan kandang.
9. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
		
Tabel 3.47.
Target dan Realisasi pencapaian Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
	No.
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	
	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian

	

	
	Jumlah aktivitas promosi produk peternakan
	event
	3
	3
	Peternakan

	
	
	Terpenuhinya daging yang layak konsumsi
	Ton
	61,63
	61,63
	Peternakan

	
	
	Produk olahan :
	
	
	
	Peternakan

	
	
	· Dendeng
	Ton
	1,5
	5,8
	Peternakan

	
	
	· Rendang
	Ton
	35
	37
	Peternakan

	
	
	· Susu
	ton
	2,2
	2,2
	Peternakan

	
	
	Operasi pasar komoditi peternakan
	komoditi
	3
	3
	Peternakan

	
	
	Persentase peternak/Kelompok penerima KKPE
	%
	0,53
	0,60

	Peternakan

	
	
	Persentase peternak/Kelompok yang menerima KUPS
	%
	0,05
	0,073
	Peternakan

	
	
	Jumlah MoU/kerjasama kelompok tani dengan pengusaha
	MoU
	7
	14
	Peternakan


	Pencapaian sasaran ini ditetapkan melalui Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan dengan delapan kegiatan masing-masing:
a. Promosi dan Informasi atas Produksi Peternakan Unggulan Daerah
b. Pameran Pembangunan Peternakan/ Livestock Expo 2014
c. Peningkatan Sistem tataniaga ternak potong
d. Temu usaha dan kerjasama pengembangan peternakan 
e. Operasi pasar komoditi peternakan dilaksanakan dilaksanakan dalam rangka Menyambut Hari Besar Keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri, Qurban, Natal dan kegiatan lainnya, karena pada waktu tersebut sering adanya permainan oleh pedagang komoditi peternakan, sedangkan produk olahan yang berbahan dari peternakan (Dendeng, Randang dan Susu).
	Target indikator kinerja persentase peternak/kelompok penerima KKPE sampai dengan tahun 2014 sebesar 0,53% (1048 peternak/kelompok) dan KUPS sebesar 0,05% (100 peternak/kelompok) ditetapkan berdasarkan jumlah peternak/rumah tangga pemelihara ternak sapi pada awal tahun renstra  (tahun 2010) Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yaitu sebanyak  201.654 KK/RTP. 
	Pelaku usaha penerima KKP-E hampir 90% adalah pelaku usaha sapi potong dan 10% peternak kambing dan unggas. Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Koordinasi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) serta Koordinasi Investor Peternakan. Kegiatan Koordinasi KUPS dan KKP-E  bertujuan untuk mengoptimalkan penyaluran KUPS dan KKP-E dan mengiventarisasi permasalahan-permasalahan dalam penyaluran KUPS dan KKP-E. Peserta koordinasi adalah terdiri dari unsur bank pelaksana kredit yang ditunjuk oleh pemerintah, penerima kredit, serta dinas kabupaten/kota yang menangani fungsi peternakan selaku Pembina pada tingkat kabupaten/kota.
	Jumlah MoU/kerjasama kelompok tani dengan pengusaha  target 2014 sebanyak 7 MoU hanya terealisasi sebanyak 14 MoU. Kesepakatan Bersama (MoU) dilaksanakan antara pelaku usaha pengolahan hasil peternakan dengan pengusaha retail, Japfa Comfeed dengan petani jagung, ke 14 MoU tersebut antara lain dengan:
1. MoU antara Gubernur Sumbar dengan Perusahaan Sawit (Bakri TKA dan Wilmar Group) tentang CSR Perusahaan Sawit untuk mendukung PSDS.
2. MoU antara Gubernur Sumbar dengan BUMN  (Pelindo dengan SMN Padang) tentang PKBL.
3. MoU antara Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dengan  PT. Berdikari. 
4. MoU antara Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dengan  PPSKI.
5. MoU antara Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat dengan Asurasnsi Jasindo tentang asuransi sapi.
6. MoU antara Asosiasi Peternak Sapi Potong  dengan  PT. Berdikari.
7. MoU antara Asosiasi Sarjana Membangun Desa  dengan  PT. Berdikari.
8. MoU antara Walikota Payakumbuh  dengan  PT. Berdikari. 
9. Kerjasama PT. ATS dengan Kelompo Mitra Keluarga Tentang Pengelolaan RPU di Kayu Tanam.
10. Kerjasama bidang pemasaran Unit Pengolahan Hasil Rendang Kokoci dengan Unit Pemasaran UKM Dunia Food Indoglobal.
11. Kerjasama pemasaran ayam potong PT. Gunung Sago Utama dengan PT. Andalas Tuah Sakato.
12. Kerjasama bidang pengadaan jagung pakan ternak Kelompok Tani Sahabat Madani dengan PT. Japfa Comfeed.
13. Kerjasama bidang pengadaan jagung pakan ternak PT. Gunung Sago Utama dengan Kelompok Tani Sahabat Madani.
14. Kerjasama Pengembangan Agribisnis Penggemukkan Ternak Sapi di Klaster Tri Arga Dinas Peternakan Prov. Sumbar dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumbar dan PT. Jamkrida Sumbar.

10. 	Program Peningkatan Kapasitas  Kelembagaan dan SDM Petani 
		
Tabel 3.48.
Target dan Realisasi pencapaian Program Peningkatan Kapasitas  Kelembagaan dan SDM Petani
	No
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1
	Peningkatan Kapasitas  Kelembagaan dan SDM Petani
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dari SDM Petani
	Peternakan

	
	
	Kelompok ternak berprestasi
	kelompok
	3
	4
	Peternakan

	
	
	Petugas lapangan berprestasi
	Orang
	3
	3
	Peternakan

	
	
	Pembinaan terhadap kelembagaan agribisnis peternakan
	Lembaga
	10
	
	Peternakan

	
	
	Jumlah kelompok yang dibina untuk kelompok penangkar bibit
	Kelompok
	4
	6
	Peternakan

	
	
	Jumlah peternak yang ditingkatkan pengetahuannya tentang peternakan dan kelembagaan kelompok
	Orang
	450
	450
	Peternakan

	
	
	Jumlah petugas  yang ditingkatkan pengetahuannya tentang penanganan gangguan reproduksi ternak
	Orang
	20
	20
	Peternakan

	
	
	Jumlah masyarakat yang dilatih tentang pemotongan hewan qurban dan kesrawan
	orang
	380
	360
	Peternakan

	
	
	Jumlah petugas yang ditingkatkan pengetahuannya tentang pemeriksa daging di RPH
	orang
	0
	0
	Peternakan

	
	
	Jumlah petugas yang ditingkatkan pengetahuannya tentang pengawasan obat hewan
	orang
	0
	0
	Peternakan

	
	
	Persentase SDM Peternakan yang bersertifikat
	%
	0,52
	0,53
	Peternakan


Pembinaan terhadap kelembagaan agribisnis peternakan dilakukan kepada Pembinaan dan Penilaian Kelompok Agribisnis (Kelompok Peternakan Sapi Potong, kambing, unggas dan Petugas Teknis. Dari 5 kategori yang diikuti oleh Provinsi Sumatera Barat, 3 kategori di antaranya mendapat Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Nasional sebagai berikut: Peringkat II (kedua) kategori Petugas Paramedik Veteriner berprestasi: yang bertugas di Puskeswan Kota Bukittinggi. Peringkat II (kedua) Kategori Kelompok Ternak Agribisnis: Kelompok Ternak Kambing Ranting Ameh Kec. Canduang Agam dan Peringkat 6 (enam) besar kategori Kelompok Ternak Sapi Potong berprestasi: Kelompok Sapi Potong Tanjung Lurah Kec. Salimpaung Kab. Tanah Datar.
Jumlah kelompok yang dibina untuk kelompok penangkar bibit tahun 2014 ditargetkan 4 kelompok terealisasi sebanyak 6 kelompok bertujuan untuk Peningkatan kelembagaan Penangkar bibit (Sapi Potong, Sapi Perah, Itik dan Ayam Buras), dengan memberikan kartu recording, pita ukur, tongkat ukur, komputer/laptop dan printer agar kelompok-kelompok perbibitan dapat melaksanakan rekording ternak /pengukuran ternak  sehingga diketahui performan ternak sebagai ternak bibit.
Terlaksananya Pelatihan dan Pembinaan Peternak Penerima Bantuan Sapi dalam rangka upaya peningkatan SDM Petani Peternak penerima bantuan Sapi sebanyak 15 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 450 orang (2 orang/kelompok). Pencapaian target indikator kinerja kegiatan ini 100%. Peserta pelatihan merupakan utusan dari 225 kelompok berasal dari Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Sijunjung, Kab. 50 Kota, Kab. Solok, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kab. Dharmasraya, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman, Kota Padang. dengan penyajian materi berupa teori diruangan dan praktek di Kelompok Percontohan/ Peternak yang telah berhasil, dengan tujuan untuk mensinkronkan antara materi secara teori dengan praktek. Penyajian materi secara teori dilaksanakan di Balai Pelatihan Peternakan & Kesehatan Hewan Sumatera Barat dan materi praktek dilokasi Kelompok Tanjung Lurah.
Jumlah petugas  yang ditingkatkan pengetahuannya tentang penanganan gangguan reproduksi ternak pencapaian target indikator ini 100 % dilaksanakan melalui kegiatan : Pelatihan Ultrasonography (USG) terhadap 20 orang Dokter Hewan se Sumatera Barat yang terdiri dari : 18 orang dari Kab/Kota, 1 (satu) orang dari Bidang Kesehatan Hewan & Kesmavet dan 1 (satu) orang dari UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan dan Klinik Hewan (BLKKH) Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat.
Jumlah masyarakat yang dilatih tentang pemotongan hewan qurban dan kesrawan dengan pencapaian target indikator kinerja kegiatan ini 100% dilaksanakan di 6 (enam) Kab/Kota sebanyak 350 orang yang terdiri dari Kab. Tanah Datar, Kab. Pasaman Barat,  Kab. Solok Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya dan Kota Solok dengan masing-masing peserta sebanyak 50 orang yang berasal dari pengurus masjid dan panitia qurban.
Target indikator kinerja terwujudnya SDM Peternakan yang profesional sampai dengan tahun 2014 sebesar 0,52% (1048 KK) ditetapkan berdasarkan jumlah peternak/rumah tangga pemelihara ternak sapi pada awal tahun renstra  (tahun 2010) Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yaitu sebanyak  201.654 KK/RTP. Dari target yang ditetapkan sebesar 0,52% terealisasi 0,53% atau 1077 KK/Orang.

3.	Dinas Perikanan 
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kelautan dan perikanan dengan menyusun program–program strategis seperti: Penetapan Lokasi Sentra produksi budidaya perikanan air tawar, payau dan laut yang tersebar Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi juga secara intensif terus melakukan pembinaan kepada nelayan dan pembudidaya ikan serta pelaku usaha perikanan guna peningkatan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan sebagai sasaran akhir program.
Belum optimalnya pelayanan sektor Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan masyarakat pesisir di Sumatera Barat, masih rendahnya mutu ikan yang sesuai dengan standar dan masih banyaknya kapal – kapal nelayan yang masih belum dilengkapi dengan SIUP dan SIPI dan faktor – faktor lainya yang saling mempengaruhi. Hal ini tentunya diperlukan peningkatan pelayanan kemasyarakat dengan  pendekatan – pendekatan yang bersifat implikatif melalui program dan kegiatan yang prorakyat, adapun program dan kegiatan tersebut antara lain:



1.	Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian 
Kawasan Perikanan dan Kelautan yang meliputi Kabupaten Mentawai, Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai daerah pantai, potensi pembangunan yang dimiliki kawasan ini tentunya adalah dalam bidang perikanan dan kelautan, daerah perikanan yang cukup potensial untuk dikembangkan guna mendorong proses pembangunan daerah adalah Painan di Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Bungus di Kota Padang, Kota Pariaman dan Kecamatan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat, dibawah dapat dilihat perkembangan kawasan kelaurtan dan perikanan.
Tabel 3.49.
Target dan Realisasi pencapaian program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian
	No
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1.
	Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian dan Perikanan
	Terbangunya Kawasan Sentra Produksi (KSP)

	
	
	KSP Perikanan
	Kawasan
	15
	15
	Perikanan

	
	
	Meningkatnya jumlah produksi komoditi tuna
	Ton
	1.260

	1.494,56 

	Perikanan

	
	
	Meningkatnya jumlah produksi komoditi nila
	Ton
	122.605,80
	82.398,38
	Perikanan

	
	
	Meningkatnya jumlah produksi komoditi kerapu
	ton
	188,63
	161,31
	Perikanan


Pada Sektor perikanan, tahun 2014 telah ditargetkan pembentukan 15 Kawasan Sentra Perikanan, dan realisasi sebanyak 15 Kawasan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui program/kegiatan berupaya melakukan peningkatan dan pengembangan produksi pada kawasan sentra produksi perikanan dengan kegiatan pengembangan berbagai jenis ikan dan memberikan bantuan berupa benih dan calon induk ikan, jaring tancap, dan keramba jaring apung. Kawasan sentra produksi perikanan dibentuk satu kawasan pada satu Kabupaten/Kota sebagai berikut :
1. Kawasan Ikan Nila: Kabupaten Solok Selatan, Agam, Tanah Datar, Koto Solok, Sijunjung, Dharmasraya
2. Kawasan Ikan Kerapu : Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Agam, Padang Pariaman, Mentawai
3. Kawasan Ikan Mas:  Pasaman, Lima Puluh Kota, Agam, Tanah Datar, Kab. Solok, Dharmasraya
4. Kawasan Ikan Lele: Pasaman Barat dan Kab. Padang Pariaman
5. Kawasan Lobster: Pasaman Barat, Pesisir Selatan  dan Mentawai
6. Kawasan Ikan Bandeng: Pesisir Selatan  dan Padang Pariaman
7. Kawasan Kerang Mutiara: Pesisir Selatan
Sedangkan pada produksi perikanan pada tahun 2014 Indikator kinerja produksi tuna dengan target sebesar 1.260 ton dan terealisasi sebesar 1.494,56 ton dengan tingkat capaian kinerja 100%, realisasi melebihi target disebabkan adanya pengembangan sarana penengkapan tuna seperti pengadaan kapal long line 30 GT yang khusus diperuntukan untuk penangkapan tuna yang dianggarkan melalui DAK serta fasilitas sarana pendukung lainnya seperti apartemen/rumah ikan, rumpon laut dalam serta memberikan pelatihan penangkapan nelayan tuna dengan mini longline. Produksi tuna dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 menunjukan fluktuasi peningkatan dan penurunan yaitu; sebanyak 910 ton tahun 2011, untuk tahun 2012 terjadi peningkatan yaitu sebanyak 1.225,75 ton, namun pada tahun 2013 terjadi penurunan dengan produksi sebanyak 1.151,35 ton. dan untuk tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 1.494,56 ton. 
2. Program Pengembangan Budidaya  Perikanan
Tabel 3.50.
Target dan Realisasi pencapaian Program Pengembangan Budidaya  Perikanan
	No.
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1
	Program Pengembangan Budidaya  Perikanan
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya

	
	
	Produksi bibit/benih
	%
	12
	21,43
	Perikanan

	
	
	UPR Bersertifikat CPIB
	unit
	3
	14
	Perikanan

	
	
	Peningkatan luas lahan produksi
	Ha
	40
	97.04
	Perikanan

	
	
	persentase produksi perikanan
	%
	9,6
	25,33
	Perikanan

	
	
	Penyakit yang dikendalikan
	%
	2
	3
	Perikanan


Selain itu juga dengan peningkatan produksi benih/bibit unggul dan berkualitas melalui peningkatan mutu BBI dan UPR untuk menciptakan BBI dan UPR yang bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik).
3. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing, Produk Hasil Pertanian
Tabel 3.51.
Target dan Realisasi pencapaian Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya saing, Produk Hasil Pertanian
	No.
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1
	Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil produksi perikanan
	Meningkatnya peningkatan nilai tambah, daya saing hasil produksi perikanan

	
	
	Penerapan GHP dan GMP bagi UMKM
	unit
	5
	6
	Perikanan

	
	
	Produksi olahan hasil perikanan
	Ton
	14.992,91
	17.814,87
	Perikanan

	
	
	Peningakatan mutu produk perikanan
	Jenis
	2
	8
	Perikanan

	
	
	Unit pengolahan ikan yang bersertifikat
	unit
	2
	4
	Perikanan


Meningkatkan pengolah produk hasil perikanan yang bernilai tambah, berkualitas dan berdaya saing tinggi melalui peningkatan sarana dan prasarana pengolah/peningkatan hasil perikanan.

4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan
Tabel 3.52.
Target dan Realisasi pencapaian Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan
	No
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1
	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan
	Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Perikanan
	ton
	2.191,56
	2.379,53
	Perikanan



5. Program Peningkatan Kapasitas  Kelembagaan dan SDM Petani
Tabel 3.53.
Target dan Realisasi pencapaian Program Peningkatan Kapasitas  Kelembagaan dan SDM Petani
	No
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1
	Peningkatan Kapasitas  Kelembagaan dan SDM Petani
	Meningkatnya Kapasitas  Kelembagaan dan SDM Petani
	unit
	3
	3
	Perikanan


Pada Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana dan Tekhnologi UPTD BBIP dan Peningkatan Sarana Prasarana dan Tekhnolgi UPTD BBI

Meningkatkan SDM Kelautan dan Perikanan dan Penyuluh Perikanan melalui alat tangkap bagi nelayan, bimbingan teknis budidaya ikan bagi pembudidaya ikan, bimbingan teknis pengolah dan panen ikan

6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
Tabel 3.54.
Target dan realisasi pencapaian Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
	No
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1
	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
	Peningkatan kapasitas Penyuluh
	orang
	40
	60
	Perikanan


Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian pada Dinas Kelautan dan Perikanan telah dialihkan dan menjadi kewenangan Bakorluh, sehingga program ini tidak lagi dianggarkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.



7. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
Tabel 3.55.
Target dan realisasi pencapaian Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
	No.
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1
	Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

	
	
	Izin usaha
	dokumen
	100
	138
	Perikanan

	
	
	Peningkatan Kapasitas KUB
	Kelompok
	10
	20
	Perikanan

	
	
	Peningkatan Jumlah alat tangkap
	unit
	24.912
	25,41
	Perikanan


Melakukan pemberdayaan nelayan terhadap nelayan tangkap dalam upaya peningkatan produksi perikanan melalui fasilitasi sarana penangkapan ikan seperti alat tangkap dan mesin.
8. Program Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Tabel 3.56.
Target dan realisasi pencapaian Program Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir
	No.
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1
	Gerakan Pensejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir
	Meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir
	KK
	1.440

	1.498
	Perikanan


Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan melalui program terpadu dan terintegrasi dengan SKPD terkait dengan memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan usaha dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir di Sumatera Barat.
9. Program Pengembangan Teknologi Informasi Pertanian Dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna
Tabel 3.57.
Target dan Realisasi Pencapaian 
Program Pengembangan Teknologi Informasi Pertanian dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna
	No.
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1
	Pengembangan teknologi informasi pertanian dan peningkatan penerapan teknologi pertanian tepat guna
	Meningkatnya teknologi informasi pertanian
	unit
	3
	3
	Perikanan



10. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan dan Perikanan
Tabel 3.58.
Target dan realisasi pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan dan Perikanan
	No.
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan dan Perikanan
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan

	lokasi
	9
	9
	Perikanan



Memperkuat dan meningkatkan sentra pengawasan dalam pengendalian sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan meningkatkan operasional pengawasan dan penerapan sanksi bagi nelayan yang melakukan illegal fishing dan pengrusakan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Disamping itu juga dilaksanakan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaat wilayah pesisir, pulau-pulau kecil di Perairan Umum secara berkelanjutan melalui rehabilitasi sumberdaya lingkungan (seperti terumbu karang, mangrove dan penanaman pohon pelindung pantai, restocking perairan umum).

4. 	Dinas Perkebunan
1. Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian 
Kawasan Perkebunan yang meliputi kabupaten-kabupaten yaitu Sijunjung, Dharmasraya, Solok Selatan dan Pasaman Barat. Produk utama daerah ini adalah karet, kelapa sawit dan teh yang merupakan komoditi ekspor utama Sumatera Barat, dapat dilihat dalam Tabel 3.59. berikut ini :
Tabel 3.59.
Target dan Realisasi pencapaian program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian
	No.
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1
	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian
	KSP Perkebunan
	Kawasan
	28
	25
	Perkebunan

	
	
	Meningkatnya luas tanam komoditi kakao
	Ha
	180.000
	159.853

	Perkebunan

	
	
	Meningkatnya luas tanam komoditi Kopi
	Ha
	70.000
	43.486 

	Perkebunan

	
	
	Meningkatnya luas tanam komoditi Karet
	Ha
	174,5
	174,5
	Perkebunan


Peningkatan produksi komoditi unggulan setiap tahunnya terjadi peningkatan, dapat diuraikan pada produksi dan luas tanaman kakao dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 terjadi peningkatan yaitu; tahun 2013 luas tanam 140.000 ha dengan produksi sebesar 69.281 ton sedangan tahun 2014 luas 159.853 Ha dengan produksi 86.401 ton. untuk luas dan produksi tanaman kopi target luas 70 Ha tidak tercapai karena akhir tahun 2014 terealisasi hanya 43,486 Ha dan produksi 33.043 ton. sedangkan komoditi karet antara target dan capaian kinerja mencapai 100%.
2. Program Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Secara Berkelanjutan
Tabel 3.60.
Target dan Realisasi pencapaian program Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Secara Berkelanjutan
	No.
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1
	Peningkatan Produksi dan Mutu Pertanian Secara Berkelanjutan
	Peningkatan produksi pertanian, peternakan, perkebunan
	(%)
	2
	2
	Perkebunan

	
	
	Pengendalian serangan hama dan penyakit tanaman
	(%)
	10
	10
	Perkebunan

	
	
	Meningkatnya prodi benih unggul
	(%)
	4
	4
	Perkebunan



3. Program Peningkatan Nilai Tambah, daya Saing, Produk Hasil Pertanian
Tabel 3.61.
Target dan Realisasi pencapaian program Peningkatan Nilai Tambah, daya Saing, Produk Hasil Pertanian
	No
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1
	Peningkatan Nilai Tambah, daya Saing, Produk Hasil Pertanian
	Peningkatan produksi olahan hasil pertanian
	Komoditi
	1
	1
	Perkebunan

	
	
	Peningkatan mutu dan daya saing produk  olahan  pertanian
	%
	2
	2
	Perkebunan

	
	
	Sertifikasi produk pangan
	Unit
	1
	10
	Perkebunan

	
	
	Peningkatan jumlah UP3HP/UPH
	Unit
	12
	0
	Perkebunan







4. Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani
Tabel 3.62.
Target dan Realisasi pencapaian Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani Tahun 2014
	No.
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1
	Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani
	Meningkatnya jumlah rumah tangga petani yang sejahtera (KK)
	Jumlah KK
	1.670
	
	Perkebunan




5. Program Peningkatan Kapasitas  Kelembagaan dan SDM Petani
Tabel 3.63.
Target dan Realisasi pencapaian Program Peningkatan Kapasitas  Kelembagaan dan SDM Petani
	No
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1
	Peningkatan Kapasitas  Kelembagaan dan SDM Petani
	Peningkatan produksi bibit
	%
	14
	
	Perkebunan

	
	
	Peningkatan kelembagaan penangkar benih/bibit
	unit
	15
	
	Perkebunan

	
	
	Perencanaan penganggaran monitoring evaluasi yang terintegrasi dan tepat waktu
	% tahun
	80
	
	Perkebunan



6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan
Tabel 3.64.
Target dan Realisasi pencapaian Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan
	No.
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1.
	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan
	Terbentuknya kontrak kerjasama antara poktan dengan pengusaha agribisbis
	
	8
	
	Perkebunan









7. 	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian 
Tabel 3.65.
Target dan Realisasi pencapaian Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian
	No.
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1.
	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian 
	Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian
	Perkebunan

	
	
	Perluasan areal pertanian
	%
	8
	2
	Perkebunan

	
	
	Pengembangan balai benih
	Unit
	1
	
	Perkebunan

	
	
	Evaluasi penggunaan dana kredit
	0
	3
	
	Perkebunan

	
	
	Peningkatan luas lahan budidaya
	0
	960
	
	Perkebunan



8. Program Pengembangan Teknologi Informasi Pertanian Dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna
Tabel 3.66.
Target dan Realisasi Pencapaian Program Pengembangan Teknologi Informasi Pertanian dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna
	No.
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1
	Pengembangan teknologi informasi pertanian dan peningkatan penerapan teknologi pertanian tepat guna
	Meningkatnya teknologi informasi pertanian
	Perikanan

	
	
	Terpenuhinya alsintan bagi petani
	%
	85
	
	Perkebunan




5.	Badan Ketahanan Pangan
Pencapaian kinerja pelayanan dari Ketahanan Pangan berdasarkan indikator kinerja yang mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007, tentang pembagian urusan pemerintahan, terdapat 31 urusan pemerintahan, termasuk didalamnya bidang ketahanan pangan yang telah dan akan dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan urusan wajib.
Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 65/Permentan/OT.140/12/2010, tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana untuk indikator SPM Bidang Ketahanan Pangan, untuk Provinsi terdapat 4 indikator, sedangkan untuk Kabupaten/Kota  terdapat 7 indikator. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut

1. Program Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan
Tabel 3.67.
Target dan Realisasi pencapaian program Peningkatan Ketahanan dan
Keamanan Pangan
	No.
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1
	Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan
	Ketersediaan energi
	KkalKaphr
	2.400
	2.200
	BKP

	
	
	Ketersediaan protein
	Gm/
	63
	
	BKP

	
	
	Penganekaragaman pangan yang bila dikosumsi sesuai dengan  daya beli sehingga dapat memenuhi kebutuhan energi
	%
	77
	 
	BKP

	
	
	Jumlah kelembagaan pangan masyarakat (LDPM) bertambah
	gapoktan
	3
	
	BKP

	
	
	Tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi
	ton
	30
	30
	BKP

	
	
	Terbinanya sertifikat prima 2 dan prima 3
	sertifikat
	30
	30
	BKP

	
	
	Tertanggulangannya masyarakat yang mengalami rawan pangan
	kabkota
	6
	6
	BKP

	
	
	Memperkuat Ketahanan pangan ditingkat rumah tangga sehingga terbebasnya dari kemungkinan kondisi kekurangan energi dan protein
	BKP

	
	
	Ketersediaan energi
	KkalKaphr
	2.400
	
	BKP

	
	
	Ketersediaan protein
	Gm/
	63
	
	BKP

	
	
	Cadangan pangan pemerintah provinsi
	Ton  beras
	30
	30
	BKP

	
	
	Persentase penganan daerah rawan pangan
	ton ekv beras 
	30
	30
	BKP

	
	
	Persentase penanganan daerah rawan pangan
	%
	60
	60
	BKP

	
	
	Persentase ketersediaan pangan
	%
	100
	
	BKP

	
	
	Pasokan pangan
	%
	100
	
	BKP

	
	
	Harga pangan
	
	
	
	BKP

	
	
	Stabilitasi harga bahan pangan pokok di tingkat produsen 
	%
	5
	
	BKP

	
	
	Persentase penanganan keamanan pangan
Persentase penanganan keamanan pangan
	%
	80
	
	BKP



	Diterbitkannya Sertifikat Prima dan terlaksananya Ident.dan Audit lapangan terhadap kebun pelaku usaha agribisnis (PUA), dengan harapan meningkatnya Keamanan Pangan Segar (Buah dan Sayuran).
Terlaksananya Pembinaan Lumbung Pangan Sebanyak 18 Kelompok di 6 Kab, Tertanggulangannya masyarakat yang mengalami rawan pangan dilaksakan pada kegiatan penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Sumatera Barat Bagi Masyarakat dengan dapat tertanggulangi masalah rawan pangan pada saat/pasca bencana alam dengan hasil berkembangnya kelompok, terbinanya kelompok serta meningkatnya pendapatan anggota/masyarakat kelompok lumbung pangan.

2. Program Diversifikasi Pangan
Tabel 3.68.
Target dan Realisasi pencapaian program Dipversifikasi Pangan
	No.
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1
	Diversifikasi Pangan
	Tersedianya kebutuhan pangan dan gizi kelompok dengan mudah dan murah
	kelompok


	60
	
	BKP

	
	
	Terlaksananya dan tumbuhnya usaha bisnis kelompok pangan lokal
	kelompok

	2
	
	BKP

	
	
	Meningkatnya ketahanan pangan melalui konsumsi dan keamanan pangan segar dan pemberdayaan di tingkat masyarakat
	BKP

	
	
	Angka kosumsi
	
	
	
	BKP

	
	
	Energi
	Kkal/ kapita
	2000
	2200
	BKP

	
	
	Protein
	Gr/ kapita
	52
	
	BKP

	
	
	Penurunan kosumsi beras
	%
	1
	1,5
	BKP

	
	
	Skor Pola pangan harapan
	%
	77
	91,5
	BKP


Dipertahankannya ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kilokalori/hari/ dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari. Makin berkurangnya jumlah penduduk rawan pangan minimal 1 % setiap tahun.Tercapainya peningkatan konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kilokalori/hari dan protein sebesar 52 gram/hari. Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5% diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein dan nabati, sehingga tercapai peningkatan kualitas konsumsi masyarakat dengan skor pola pangan harapan (PPH) tahun 2014 target 77% terealisasi sebesar 91,5. Tercapainya peningkatan distribusi pangan yang mampu menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat. Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen serta meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.


6. Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh)
Sekretariat Bakorluh Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2014 melaksanakan 2 (dua) program utama yang terdapat pada belanja langsung urusan dan 4 (empat) program supporting yang terdapat pada belanja langsung pokok.  Adapun program dan kegiatan yang disusun  pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
Tabel 3.69.
Target dan Realisasi pencapaian program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
	No.
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1.
	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian
	Meningkatnya pelayanan penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha
	

	
	
	Tersedianya pedoman dalam penyelenggaraan penyluhan
	buku

	
	1
	1
	Bakorluh

	
	
	Meningkatnya kapasitas SDM Penyuluh
	jenis
	4
	4
	
Bakorluh

	
	
	Temu tugas penyuluh
	orang
	180
	180
	Bakorluh

	
	
	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh
	orang
	180
	180
	Bakorluh

	
	
	Meningkatnya motivasi kerja
	orang
	696
	696
	Bakorluh

	
	
	Meningkatnya motivasi dan kinerja penyuluh
	orang
	18
	15
	Bakorluh

	
	
	Meningkatnya kualitas kelembagaan gapoktan
	gapoktan
	20
	3
	Bakorluh

	
	
	Meningkatnya kapasitas balai penyuluh
	unit
	29
	29
	Bakorluh



	Program ini bertujuan meningkatkan sistem penyelenggaraan penyuluhan di Sumatera Barat, kegiatan yang mendukung antara lain penyusunan programa penyuluhan yang merupakan merupakan rencana yang disusun secara sistimatik memuat tentang penjabaran aspirasi kebutuhan petani di Desa dan program pemerintah kecamatan dan kabupaten serta provinsi guna memberikan arahan dan pedoman sebagai alat pengendali tercapainya tujuan penyuluhan tahun berikutnya dengan memperhatikan siklus anggaran pada masing – masing tingkatan dan cakupan pengorganisasian pengelolaan sumberdaya yang ada sebagai pelaksana penyuluhan. Dengan tersusunnya Program Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Peternakan perikanan dan Kehutanan diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman kerja bagi penyuluh dalam melaksanakan tugas penyuluhan sehingga menghasilkan kegiatan penyuluhan pertanian spesifik lokasi yang strategis dan mempunyai daya yang tinggi terhadap peningkatan produktivitas komoditi unggulan daerah dan pendapatan petani sekaligus sebagai bahan informasi untuk dinas yang terkait dalam menentukan kebijakan pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan. Dengan capaian 100 % dimana tersusunnya buku programa penyuluhan tahun 2015 yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan di Sumatera Barat. 
Untuk peningkatan SDM penyuluh telah dilakukan berupa temu teknis kegiatan SDM penyuluh yang mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan dan Menyusun Rencana Kerja Peningkatan Produksi Beras Nasional; Menyusun Matriks Kegiatan Pengawalan Penerapan Rekomendasi Teknologi Spesifik Lokasi; serta Menyusun Rencana Evaluasi dan Supervisi kegiatan Peningkatan Produksi Beras Nasional. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 4 jenis pertemuan yaitu : 1) Temu teknis pertanian yang dilakukan sebanyak 3 kali terhadap penyuluh untuk membicarakan hal teknis terkait kegiatan pertanian secara umum di lapangan, 2) Seminar Teknologi dilaksanakan dengan mengundang pakar yang menyampaikan teknologi terbaru dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat, 3) Pertemuan Perhiptani.  PERHIPTANI merupakan organisasi profesi penyuluh yang bersifat keilmuan, keahlian, persaudaraan, kemasyarakatan, kemandirian dan tidak berafiliasi dengan organisasi politik, 4). Komisi Penyuluhan, Komisi Penyuluhan adalah kelembagaan independen yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.  Dalam temu teknis para penyuluh pertanian disamping memperoleh informasi juga dapat melakukan analisa terhadap teknologi yang dijadikan dalam temu teknis, sehingga para penyuluh pertanian akan dapat meyakini lebih dahulu terhadap teknologi yang akan disampaikan kepada petani, keyakinan para penyuluh ini akan menjadi kompensi dan bahan akurat dalam melakukan penyuluhan. 
Kegiatan temu tugas penyuluh dilaksanakan juga untuk meningkatkan motivasi dan mengembangkan kemampuan para penyuluh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dapat meningkatkan kinerjanya dan melaksanakan tugas penyuluhan sehari-hari di lapangan.  Mengingat pentingnya peran seorang penyuluh perlu pemahaman yang memadai terhadap aturan yang berlaku khususnya dalam penyelenggaraan penyuluhan, penilaian kredit point, pengangkatan dalam jabatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dari jabatan penyuluh pertanian serta aturan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kegiatan temu tugas yang akan membahas beberapa permasalahan serta untuk menemukan alternatif solusinya.  Kegiatan temu tugas penyuluh dilaksanakan dalam rangka meningkatkan motivasi  dan mengembangkan kemampuan para penyuluh  dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam memberdayakan pelaku utama.  Dengan dilaksanakannya temu tugas penyuluhan diharapkan akan terwujud tenaga penyuluh yang handal penyuluh  yang handal dan penuh dedikasi yang tinggi dalam mengembangkan penyuluhan di lapangan.
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Gapoktan dilakukan melalui pemberdayaan petani untuk merubah pola pikir petani agar mau meningkatkan usahataninya  dan meningkatkan  kemampuan poktan  dalam melaksanakan  fungsinya.  Pemberdayaan  petani dapat dilakukan melalui  kegiatan pelatihan badan penyuluhan dengan pendekatan kelompok.  Kegiatan  penyuluhan melalui pendekatan kelompok dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya poktan melalui pembinaan  dan pendampingan oleh penyuluh pertanian dengan melaksanakan klasifikasi kemampuan poktan secara berkelanjutan dengan kondisi perkembangannya.
Pengembangan  poktan diarahkan pada (a). Penguatan poktan menjadi kelembagaan petani  yang kuat dan mandiri (b) peningkatan kemampuan anggota dalam pengembangan agribisnis dan (c). peningkatan kemampuan poktan dalam menjalankan fungsinya. Salah satu upaya dalam pembinaan petani adalah mengadakan kegiatan peningkatan kemampuan kelompok tani yang berfungsi sebagai kelas belajar, wahana kerja sama dan unit produksi dapat berjalan sebagaimana diharapkan. Pembinaan Balai Penyuluhan Model dilaksanakan Dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi Balai Penyuluhan di Kecamatan. Sebagai basis gerakan pembangunan pertanian khususnya peningkatan sumber daya petani berada pada kelembagaan penyuluhan pertanian yang terendah yaitu Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) yang berada ditingkat kecamatan langsung berhadapan dengan proses pembelajaran petani ditingkat lapangan.  BPK mempunyai fungsi sebagai : 1) tempat interaksi antara penyuluh dengan petani, penyuluh dengan penyuluh dan penyuluh dengan peneliti; 2) melaksanakan kaji terap dan percontohan di lahan BPK dan lahan petani; 3) mengembangkan model usaha tani bagi masyarakat petani dan pelaku usaha; 4) menumbuh kembangkan BPK sebagai home base rumpun fungsional pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan; 5) melakukan supervisi/pembinaan terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan 6) memberikan laporan penyelenggaraan penyuluhan diwilayah kerjanya.  Pada Tahun 2014 pembinaan Balai Penyuluhan Kecamatan ini dilaksanakan pada 29 BPK yang tersebar di Sumatera Barat seperti berikut ini.
· Kabupaten Pasaman Jumlah BPK Model 3 buah		
	BPK Bonjol, BPK Padang Gelugur, BPK Panti
· Kabupaten Pasaman Barat Jumlah BPK Model 3 buah	 
BPK Luak Nan Duo, BPK Gunung Tuleh, BPK Sasak Ranah Pesisir
· Kabupaten Lima Puluh Kota Jumlah BPK Model 5 buah		
BPK Mungka, BPK Payakumbuh, BPK Akabiluru, BPK Luak, BPK Guguak
· Kabupaten Agam Jumlah BPK Model 3 buah
BPK Candung, BPK Gobah Tilkam, BPK Matur
· Kabupaten Tanah Datar Jumlah BPK Model 1 buah = BPK Batipuh
· Kabupaten Padang Pariaman Jumlah BPK Model 3 buah
BPK Lubuk Alung, BPK 2x 11 Kayu Tanam, BPK Sungai Geringging
· Kabupaten Solok Jumlah BPK Model 1 buah = BPK Lembang Jaya
· Kabupaten Solok Selatan Jumlah BPK Model 1 buah = BPK Pauh Duo
· Kabupaten Sijunjung Jumlah BPK Model 3 buah 
BPK Sumpur Kudus, BPK Tanjung Gadang, BPK Lubuk Tarok
· Kabupaten Dharmasraya Jumlah BPK Model 3 buah
BPK Sembilan Koto Silago, BPK Timpeh, BPK Koto Salak
· Kabupaten Pesisir Selatan Jumlah BPK Model 1 buah = BPK Linggo Sari Baganti
· Kabupaten Payakumbuh Jumlah BPK Model 1 buah = BPK Payakumbuh Utara
· Kabupaten Padang Jumlah BPK Model 1 buah = BPK Nanggalo
· Kabupaten Jumlah BPK Model
2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pertanian
Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan yaitu Gelar Pekan Nasional Tani yang dilaksanakan 1 kali dalam 4 tahun.  
Tabel 3.70.
Target dan Realisasi pencapaian program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pertanian
	No.
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1.
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Pertanian
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM Pertanian
	kegiatan
	1
	1
	



	Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan diadakan dalam rangka membangkitkan semangat dan tanggungjawab seerta kemandirian petani nelayan dan petani hutandalam meningkatnkan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.  Kegiatan ini merupakan pertemuan kontak tani nelayan yang digagas oleh para tokoh tani nelayan sejak 1971.  Melalui penas tersebut petani nelayan dan petani hutan berkesempatan untuk saling mengisi dalam upaya memperkuat kepemimpinan agribisnis di tingkat petani nelayan.  
Penas Petani Nelayan merupakan forum pertemuan petani nelayan dan petani hutan sebagai kegiatan belajar mengajar, tukar menukar informasi, pengalaman serta pengembangan kemitraan dan jejaring kerjasama antara para petani dan nelayan dan petani hutan, peneliti, penyuluh, pihak swasta dan pemerintah sehingga dapat membangkitkan semangat, tanggungjawab serta kemandirian sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.
Penas Tani Tahun 2014 dilaksanakan di Malang Jawa Timur yang diikuti oleh 9 peserta yang terdiri petani teladan yang akan bersaing di tingkat nasional dalam kegiatan Penas di Malang dan didampingi oleh penyuluh.

2.2.6. Pengembangan Industri Olahan dan Perdagangan, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi, dan Iklim Investasi
Prioritas pengembangan industri olahan dan perdagangan diarahkan untuk mengembangkan industri skala kecil dan menengah dan jasa berbasis bahan baku dan potensi daerah. Dengan pengembangan industri ini diharapkan: 1) Berkembang sentra industri dan jasa berdasarkan potensi lokal, 2) Penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi, 3) Meningkatnya daya saing produk industri dan jasa, 4) Meningkatnya jumlah ekspor produk industri, 5) Meningkatnya kesempatan kerja pada sektor industri dan jasa, 6) Terwujunya Sumatera Barat sebagai pelopor pertumbuhan UMKMK dan ekonomi kerakyatan, 7) Terwujudnya promosi dan pemasaran produk industri, 8) Peningkatan Investasi. Berikut ini gambaran dari realisasi perkembangan priroitas keenam yaitu Pengembangan Industri Olahan, UMKM Perdagangan dan Iklim Investasi seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.71.
Capaian Kinerja Prioritas Dan Program Tahun 2014
Berdasarkan Sasaran  RPJMD Provinsi Sumatera Barat
	
	
	
	
	
	
	
	

	No
	
Sasaran

	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2014
	SKPD Terkait

	
	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	1
	Berkembangnnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi

	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
	· Jumlah koperasi yang ditingkatkan kualitasnya  (unit)
· Jumlah Koperasi yang bersertifikasi  (Unit)
· Penurunan koperasi tidak aktif
· Jumlah koperasi yang berprestasi dan akuntabel  (unit)
	Unit


Unit

%/th

unit
	51


20

2

27
	60


20

4,2

19
	Dinas Koperasi dan UMKM


	
	
	Pogram Peningkatan Kompetensi SDM UMKMK dan Aparatur Pembina UMKMK
	· Jumlah pengelola Koperasi dan IKM yang di latih
· Jumlah Aparatur pembina yang di latih 
· Jumlah UMK yang dilatih (orang)
	Orang


Orang

Orang

	500


450

450
	606


405

449
	Dinas Koperasi dan UMKM

	
	
	Program Peningkatan dukungan dan Akses Permodalan UMKMK

Program  Terpadu peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil

Program peningkatan Lembaga Keuangan Non Bank dalam pembiayaan UMKMK
	·  Jumlah PKL yang diberi bantuan modal
· Jumlah UMK yang difasilitasi
· Jumlah KSP/USP, KJKS/UJKS dan LKM yang berperan dalam pembiayaan
· Jumlah KSP/USP-Kop, KJKS/UJKS-Kop yang dinilai tingkat kesehatan usaha simpan pinjam
	Unit

UMK

Unit



Unit
	12.000

760

60



800
	11.945

765

98



924
	Dinas Koperasi dan UMKM

	
	
	Program Pengembangan Kemitraan UMKMK

Program Peningkatan Peranan Koperasi dalam sektor riil
	· UMKMK  yang bermitra  dengan BUMN dan Usaha skala menengah
· Jumlah Koperasi yang berperan dalam sektor riil
	%/th


Unit
	2


40
	1


40
	Dinas Koperasi dan UMKM

	2
	Meningkatnya investasi daerah
	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal


Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 


Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah



Program Pengelolaan,Pembinaan Dan Pengawasan Investasi Sumberdaya Mineral Dan Batubara
	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dan realisasi investasi

Meningkatnya calon investor dan kerjasama di bidang investasi


Menyiapkan potensi sumberdaya daerah
· 
· Regulasi tentang mineral dan batubara
· 
· Beroperasinya kegiatan pertambangan yang telah diberkan izin
· 
· Meningkatnya jumlah PETI yang mempunyai Izin Usaha Pertambangan Rakyat
	· Unit
· Persetujuan
· Milyar Rp
· Juta US $

· Calon Investor yang berminat
· 
· Jumlah MoU





Macam
Dokumen


Izin
unit
	0
18
404,65
17,81

46



	
0





0



30


	1
40
1.678,38
65,46

27




2





2



-



	BKPMP




BKPMP




BKPMP


Dinas ESDM

Dinas ESDM

	3
	Meningkatnya jumlah pasar yang layak bagi perdagangan

	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pasar
	Meningkatnya jumlah Sarana pasar

Jumlah Kab/kota yang mendapat bantuan sarana perdagangan
	unit


Kab/Kota

	180


11
	765


11


	Dinas Perindag

	4
	Meningkatnya ekspor daerah

	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor  Daerah 






Program Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Usaha dan Aparatur Perdagangan
	· Persentase peningkatan transaksi pasar lelang

· 
Meningkatnya nilai ekspor daerah

· Jumlah produk yang potensial diekspor

· Jumlah negara tujuan ekspor
· 
· Jumlah peserta pelatihan
	%



US $


Komoditi


Negara


Orang
	2



2.625


34 - 36


47 - 50


100
	44,72



2.177,4


44


62


415
	Dinas Perindag

	
	
	Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
	· Jumlah produk yang memenuhi SNI.
· 
· Peningkatan jumlah UTTP yang ditera / tera ulang
	Produk


%

	6


3
	6


-3,70
	Dinas Perindag

	5
	Meningkatnya jumlah industri pengolahan unggulan daerah

	Program pengembangan sentra-sentra industri Potensial 
	· Jumlah sentra industri yang dibina
	Unit sentra


	5


	22


	Dinas Perindag

	
	
	Program Peningkatan Iklim Usaha Industri 
	· Meningkatnya investasi usaha IKM.
	%/tahun

	2

	2,51

	Dinas Perindag

	
	
	Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Agro dan manufaktur
	- Jumlah unit usaha industri unggulan daerah
	unit
	450
	531
	Dinas Perindag

	
	
	Program Revitalisasi dan pengembangan industri kecil dan menengah
	- Tumbuh dan berkembangnya industry kecil dan menengah secara profesional
	Ratio
	-


	1:163
	Dinas Perindag

	
	
	Program Pengembangan Teknologi Tepatguna
	· Jumlah rekayasa teknologi tepat guna
	Unit 
	3
	4
	Dinas Perindag

	
	
	Program Pengembangan Klaster Industri Unggulan 
	· Jumlah klaster yang dikembangkan
	Klaster
	2

	5

	Dinas Perindag

	6
	Meningkatnya serapan tenaga kerja pada industri olahan
	Program Pengembangan SDM Industri kecil dan Menengah  dan Aparat pembina
	- Meningkatnya produktifitas SDM IKM
	orang
	200
	702
	Dinas Perindag


Pada tahun 2014 jumlah koperasi di Sumatera Barat mengalami peningkatan sebesar 1,6% dimana pada tahun 2013 ini jumlah koperasi berjumlah 3.747 unit dan pada tahun 2014 jumlah koperasi menjadi 3.807 unit. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah anggota koperasi, dimana pada tahun 2014 jumlah anggota koperasi sebanyak 516.348 atau mengalami penurunan sebesar 5,35%. Hal ini disebabkan karena adanya anggota koperasi yang mengundurkan diri. 
Untuk jumlah simpanan koperasi pada tahun 2014 ini berjumlah Rp. 3,144 milyar. Apabila dibandingkan dengan tahun 2013 jumlah simpanan koperasi berjumlah Rp.2.916 milyar atau meningkat sebesar Rp. 228 juta. Sedangkan target jumlah wirausaha baru yang dilatih sebanyak 60 orang dan telah direalisasikan sesuai dengan yang ditargetkan yaitu sebanyak 60 orang (100%).
Tahun 2014, peningkatan volume usaha (omset) koperasi meningkat sebesar 19,87%dimana untuk pada tahun 2013 volume usaha koperasi sebesar Rp.4,000 milyar meningkat ditahun 2014 dengan volume usahanya sebesar Rp.4,795 milyar, hal ini disebabkan karena bertambahnya unit usaha UMKM binaan yang aktif pada tahun 2011. 
Untuk program pengembangan kemitraan dan program peningkatan peranan koperasi dalam sektor riil terdiri atas 2 indikator yaitu UMKMK yang bermitra dengan BUMN dan usaha skala menengah dari 15%/tahun menjadi 17%/tahun dan jumlah koperasi yang berperan dalam sektor riil dari 10 unit menjadi 15 unit.
Sasaran untuk meningkatkan investasi daerah didukung oleh beberapa program diantaranya program peningkatan daya saing penanaman modal dengan indikator meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dan realisasi investasi ditinjau dari persetujuan investasi dari target 18 persetujuan mencapai 40 persetujuan dengan investasi yang meningkat dari 404,65 menjadi 1.678,38 persetujuan. 
	Pada sasaran meningkatnya jumlah pasar yang layak bagi perdagangan yang didukung oleh program peningkatan prasarana dan sarana pasar dengan indikator meningkatnya jumlah sarana pasar di kabupaten/kota, pada tahun 2014 telah terealisasi sebanyak 765 unit prasarana dan sarana perdagangan (coolbox sebanyak 400 unit, timbangan sebanyak 325 unit dan gerobak dorong 40 unit) di 11 kab/kota.
Pada sasaran peningkatan ekspor daerah didukung oleh beberapa program antara lain program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, program peningkatan dan pengembangan eksport daerah, program peningkatan kualitas SDM pelaku usaha dan aparatur perdagangan, pada tahun 2014 belum maksimal mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Terutama untuk peningkatan nilai ekspor non migas daerah, dimana nilai ekspor non migas Sumatera Barat tahun 2014 tercatat sebesar US$ 2.177,4 juta turun sebesar US$ 31,60 juta atau minus 1,43 persen jika dibandingkan dengan ekspor non migas tahun 2013 yang tercatat sebesar US$ 2.209 juta. Penurunan kinerja ekspor non migas Sumatera Barat ini disebabkan beberapa hal, yaitu :
1. Menurunnya harga komoditas CPO dan karet pada dua tahun terakhir yang berdampak pada berlanjutnya  penurunan kinerja ekspor non migas Sumatera Barat. 
1. Menurunnya permintaan dari negara-negara utama tujuan ekspor seperti India dan Amerika Serikat. 
1. Masih belum pulihnya krisis keuangan global, terutama krisis yang dialami Eropa dan Amerika Serikat.
 
Untuk meningkatkan ekspor non migas Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan upaya sebagai berikut :
1. Melakukan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non tradisional, melalui kegiatan-kegiatan promosi (pameran/misi dagang) untuk memperkenalkan produk-produk potensial Sumatera Barat ke wilayah pasar tersebut.
2. Melakukan penetrasi pasar melalui promosi dagang langsung di luar negeri, maupun untuk mendapatkan informasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi eksporitr untuk memasukkan produk-produknya ke negara-negara non tradisional serta informasi tentang produk-produk yang diminati oleh negara tujuan ekspor, dapat pula dilakukan dengan meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi/lembaga terkait seperti Kementerian Perdagangan (melalui Ditjen Pengembangan Ekspor atau  Atase Perdagangan).
3. Meningkatkan upaya fasilitasi kepada dunia usaha/UKM eksportir dalam bentuk pelatihan-pelatihan ekspor, pengembangan pasar komoditi Sumatera Barat ke luar negeri, dan pelatihan-pelatihan teknik peningkatan daya saing lainnya. Disamping itu perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus tentang regulasi-regulasi baru yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya ketentuan dan peraturan-peraturan yang terbaru di bidang ekspor. 
Pada Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan bahwa tahun 2014 ditargetkan sebanyak 6 produk yang memenuhi SNI dan terealisasi sebanyak 6 produk (100%) yaitu terhadap produk Elektronik, Lampu Hemat Energi (LHE), Selang dan Regulator Gas, Kipas Angin, Ban mobil penumpang dan helm.
	Pada sasaran meningkatnya jumlah industri pengolahan unggulan daerah yang terdiri dari Program pengembangan sentra-sentra industri Potensial, Program Peningkatan Iklim Usaha Industri, Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Agro dan manufaktur, Program Revitalisasi dan pengembangan industri kecil dan menengah, Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna, dan  Program Pengembangan Klaster Industri Unggulan, dengan beberapa indikator yang ditargetkan telah dapat tercapai sebagaimana berikut :
· Pada tahun 2014, jumlah sentra industri yang dibina ditargetkan sebanyak 5 unit sentra dan telah terealisasi sebanyak 22 unit sentra binaan. Sampai dengan  tahun 2014, di Sumatera Barat telah dikembangkan sebanyak 156 sentra industri potensial, yaitu : industri kulit dan alas kaki sebanyak 7 sentra, industri hasil laut sebanyak  6 sentra, industri kakao sebanyak 6 sentra, industri makanan ringan sebanyak 31 sentra, industri tekstil sebanyak 69 sentra, industri alsintan sebanyak 5 sentra, industri minyak atsiri sebanyak 19 sentra, industri semen sebanyak 4 sentra, industri maritim sebanyak 3 sentra, dan industri gambir sebanyak 6 sentra.
· Peningkatan investasi usaha IKM sebesar 2% atau sama dengan Rp. 1.010,64 milyar dan terealisasi sebesar 2,51 % atau sama dengan Rp. 1.012,13 milyar (107,50%).
· Untuk jumlah klaster yang dikembangkan sebanyak 2 klaster, pada tahun 2014 terealisasi  sebanyak 5 klaster yaitu klaster industri semen, klaster makanan berbasis umbi-umbian, klaster tenun, klaster alsintan dan klaster fashion, dengan capaian 250%. Sementara itu, peningkatan unit usaha industri unggulan daerah untuk tahun 2014 ditargetkan sebanyak 450 unit industri unggulan daerah dan telah terealisasi sebesar 118 %, dimana tahun 2014 terdapat sebanyak 531 unit industri unggulan daerah.
Disamping itu, jumlah rekayasa teknologi tepat guna pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 3 unit dan telah terealisasi sebanyak 4 unit (133,33 %) prototype hasil dari kegiatan UPTD Balai Perekayasaan.
2.2.7. Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya
Salah satu tujuan pembangunan Sumatera Barat dalam periode 2010-2015 untuk mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global adalah dengan menjadikan Sumatera Barat sebagai tujuan wisata alam dan budaya. Sasarannya diarahkan untuk meningkatkan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Sumatera Barat, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Sumatera Barat ke depannya. Adapun gambaran dari realisasi perkembangan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara ke Sumatera Barat terlihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.72.
Capaian Kinerja Prioritas Dan Program Tahun 2013
Berdasarkan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat
	No
	SASARAN
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET
	REALISASI
	CAPAIAN KINERJA (%)

	1.
	Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara
	a. Persentase peningkatan wisatawan nusantara dan mancanegara :
i) Wisatawan nusantara
ii) Wisatawan mancanegara
	


5
10,3
	


5,15
15,19
	


103
147


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi masing-masing jumlah wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara yang datang ke Sumatera Barat melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 6.583.887 orang untuk jumlah wisatawan nusantara dan 56.111 orang untuk jumlah wisatawan mancanegara. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2014 ini didominasi oleh kunjungan dari negara Malaysia untuk berwisata belanja dan kunjungan dari negara Australia untuk melakukan surfing di Kep. Mentawai.  Sedangkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Sumatera Barat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah citra positif pariwisata Sumatera Barat yang timbul dari berbagai promosi kepariwisataan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya untuk menarik minat wisatawan, antara lain event tahunan Tour de Singkarak yang telah mendunia.
Usaha peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat terus menerus dilakukan, salah satunya dengan cara memperbanyak jumlah kegiatan promosi pariwisata melalui penyelenggaraan berbagai event seni dan budaya. Pada tahun 2014, tercatat sebanyak 21 event seni dan budaya yang rutin dilaksanakan.

2.2.8. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal

Untuk mewujudkan Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, dan Daerah Tertinggal disadari tidaklah mudah, cukup banyak SKPD yang berperan dan menjalankan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan. Namun demikian secara makro terdapat beberapa indikator utama dalam mengukur pencapaian prioritas ini yakni:
Tabel 2.73.
Capaian Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran 
dan Daerah Tertinggal
	Indikator utama
	Tahun 2012
	Tahun 2013

	
	Target
	Realisasi
	Target
	Realisasi

	Tingkat Kemiskinan (%)
	8,15
	8
	8,15
	8

	Tingkat Pengangguran (%)
	6,22
	5,86
	6,22
	5,86

	Jumlah Kabupaten Tertinggal
	7
	8
	7
	8



Sedangkan pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2013, dapat diukur/dinilai pencapaian indikator melalui Indikasi Rencana Program, untuk Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal seperti terurai sebagai berikut:
Tabel 2.74.
Capaian Kinerja Prioritas dan Program Tahun 2013 Berdasarkan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat
	No
	Sasaran
	Program
	Indikator
	Satuan
	Tahun 2013
	SKPD terkait

	
	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Terwujudnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 
	Persentase partisipasi sosial potensi sumber kesejahteraan soial
	%
	80
	100
	Dinas Sosial

	
	
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 
	jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil dan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial  yang mandiri
	Orang
	     4.750 
	4.833
	Dinas Sosial

	
	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 
	Persentase Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	%
	80
	70
	Dinas Sosial

	
	
	Program Pembinaan Anak Terlantar 
	Jumlah Panti Anak Terlantar
	Jumlah Panti
	2
	2
	Dinas Sosial

	
	
	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma 
	Jumlah Panti Penyandang cacat
	Jumlah Panti
	2
	2
	Dinas Sosial

	
	
	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 
	Jumlah Panti Anak Asuhan dan Panti Jompo
	Jumlah Panti
	2
	2
	Dinas Sosial

	2
	Terwujudnya koordinasi bidang kesejahteraan sosial
	Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial 
	Rapat koordinasi pembangunan kesejahteraan sosial 
	Kali
	6
	6
	Biro Binsos

	3
	Meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitasnya
	Program Produktifitas Tenaga Kerja 
	Jumlah tenaga kerja yg mengikuti pelatihan
	Jml
	416
	1.157
	Disnakertrans

	
	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan diversikasi usaha 
	Jumlah angkatan kerja yang mendapatkan kesempatan kerja
	org
	2.500
	3.460
	Disnakertrans

	
	
	
	Jumlah SPMN  
	Org
	40
	27
	

	
	
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan  
	Harmonisasi hubungan kerja antar pelaku produksi
	%
	95
	-
	Disnakertrans

	
	
	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium 
	Persentase  keakuratan hasil uji labor ketenagakerjaan
	%
	75
	-
	Disnakertrans

	
	
	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja
	Kabupaten/Kota yang di Fasilitasi  penyediaan Poliklinik pada perusahaan
	Kab/ Kota
	8
	-
	Disnakertrans

	4
	Menurunnya tingkat kemiskinan
	Program Pengendalian Terpadu Penanganan Kemiskinan 
	Jumlah rapat koordinasi
	Kali Rapat
	3
	4
	Bappeda & BPM

	
	
	Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Fakir Miskin 
	Tingkat Pengangguran
	%
	6,22
	5,86
	Disnakertrans

	
	
	
	Tingkat Kemiskinan
	%
	8,15
	8
	Biro Bina Sosial

	5
	Berkurangnya Jumlah Daerah tertinggal
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari 
	Pemberian bantuan stimulan
	kab
	2
	-
	BPM

	
	
	Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal
	Jumlah Daerah Tertinggal
	kab
	7
	8
	Bappeda

	
	
	
	Jumlah koordinasi dan kerjasama perencanaan pembangunan daerah tertinggal
	Kab/ Kota
	19
	19
	 



Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan dilaksanakan di setiap wilayah dengan mendasarkan pada rasa keadilan, namun masalah ketimpangan antar wilayah masih juga terjadi dan saat ini merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian. Upaya pembangunan pada wilayah yang relatif masih tertinggal terus dilakukan dan telah dimulai beberapa tahun yang lalu namun hasilnya masih belum dapat sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal tersebut. Yang dimaksud dengan daerah tertinggal adalah suatu daerah kabupaten yang masyarakatnya serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Ketertinggalan daerah dimaksud dapat berupa keterisolasian akibat minimnya infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik dan pelayanan publik lainnya. Ekonomi yang kurang berkembang diakibatkan akses pasar yang tidak ada, serta prasarana sosial seperti sekolah dan puskesmas yang minim.
Dalam upaya mempercepat pembangunan daerah tertinggal di Sumatera Barat telah dilakukan berbagai program dann kegiatan pembangunan yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan DAK dan Bantuan Sosial dari Kementerian Daerah Tertinggal. Pencapaian sasaran melalui beberapa indikator kinerja makro seperti halnya Jumlah Daerah Tertinggal, dan Jumlah Daerah Tertinggal Berbasis Nagari. Namun demikian untuk mencapai kinerja yang lebih baik, masih sangat diperlukan dukungan program dan kegiatan dari berbagai sektor untuk mencapai optimalisasi nilai pembangunan di daerah tertinggal.
Tabel 2.75.
Perkembangan Jumlah Nagari Tertinggal di Sumatera Barat 
Tahun 2011-2013

	No
	Kabupaten
	Jumlah Nagari
	Perkembangan (%)

	
	
	Tahun 2011
	Tahun 2012
	Tahun 2013
	

	1
	Padang Pariaman
	35
	35
	
	-

	2
	Solok
	24
	24
	
	-

	3
	Solok Selatan
	24
	24
	
	-

	4
	Dharmasraya
	32
	32
	
	-

	5
	Pasaman Barat
	10
	10
	
	-

	6
	Pesisir Selatan
	38
	38
	
	-

	7
	Sijunjung
	34
	34
	
	-

	8
	Kep. Mentawai
	43
	43
	
	-

	
	Sumatera Barat
	241
	241
	
	-


2.2.9. Pengembangan Energi dan Pembangunan Infrastruktur
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 menetapkan tiga dimensi pembangunan yaitu dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan dan dimensi pemerataan dan kewilayahan. Pada dimensi pertama ditekankan pada peningkatan kualitas manusia dan masyarakat, dimensi kedua memprioritaskan pada kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan serta pariwisata dan industri. Dimensi ketiga menekankan kepada pemerataan untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah.
Untuk mewujudkan ketiga dimensi tersebut dibutuhkan pembangunan berbagai sektor termasuk sektor energi dan infrastruktur. Pengembangan energi dan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mendukung ketiga dimensi tersebut. Hal ini terkait dengan peranan infrastruktur sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi daerah dan urat nadi konektifitas daerah serta peranan energi untuk mendukung pembangunan. Keterjaminan konektifitas merupakan salah satu elemen dasar dalam upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Tidak optimalnya konektifitas akan berdampak terhadap kenaikan biaya ekonomi, meningkatnya disparitas pembangunan serta memperlambat penanggulangan kemiskinan. Disamping itu pembangunan infrastruktur yang tidak merata termasuk rendahnya akses terhadap energi akan berakibat terhadap peningkatan kesenjangan pembangunan dan pengembangan wilayah. 
Dalam upaya optimalisasi konektifitas, perlu ditekankan pembangunan infrastruktur transportasi yang didukung oleh sarana dan prasarana penunjang lainnya. Integrasi pembangunan sarana dan prasarana konektifitas dalam mendukung pembangunan dan pengembangan wilayah serta pengoptimalan sarana dan prasarana infrastruktur yang ada termasuk infrastruktur irigasi, telekomunikasi dan energi merupakan strategi kunci untuk percepatan pembangunan ekonomi serta pencapaian sasaran dimensi pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah.
Untuk mendukung pengoptimalan peran dan fungsi energi dan infrastruktur ini, maka pembangunan energi dan infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dengan sasaran : (1) meningkatnya konektifitas intra dan antar daerah; (2) meningkatnya pengelolaan sumberdaya air; (3) tersedianya perumahan dan kawasan pemukiman yang berkualitas dan layak huni; (4) meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya; (5) meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana serta kualitas pelayanan transportasi darat, laut dan udara; (6) meningkatnya ketersediaan dan aksesibilitas energi listrik. 
Pengembangan energi dan Pembangunan infrastruktur membutuhkan pendanaan dalam jumlah yang relatif besar, dan berdasarkan hasil evaluasi, alokasi anggaran tersebut telah dimanfaatkan dengan hasil yang cukup signifikan. Ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja program pada bidang energi dan infrastruktur pada tahun 2014 berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.76.
Capaian Kinerja Prioritas dan Program Tahun 2015 Berdasarkan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat
	No
	Sasaran
	Program/Kegiatan
	Indikator Kinerja
	Target
	Capaian
	SKPD

	1.
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan
	Peningkatan partisipasi investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur (public private infrastruktur)
	Daftar rencana proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (PPP Book) Provinsi Sumbar
	1 buku
	1 buku
	Bappeda

	3.

	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan

	Pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Sumbar

	Kemantapan jalan provinsi
	86%

	88,20%

	Prasjaltarkim

	
	
	
	Lanjutan pembangunan jalan duku sicincin malalak bukittinggi
	16 km
	16 km
	Prasjaltarkim

	
	
	
	Peningkatan jalan provinsi
	15 km
	16,9 km
	Prasjaltarkim

	
	
	
	Pembangunan jalan baru (jalan strategis provinsi)
	8 km
	36 km
	Prasjaltarkim

	
	
	
	Pembangunan jembatan provinsi
	50 m
	50 m
	Prasjaltarkim

	4.
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan
	Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan
	Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi
	600 km


	1.154,23 km
	Prasjaltarkim



Penyusunan buku Public Private Partnership (PPP) Infrastruktur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 dilakukan dalam upaya untuk mendorong keikutsertaan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Pada buku PPP Infrastruktur tergambar informasi mengenai Proyek yang berpotensi untuk dikerjasamakan dengan swasta baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Sumatera Barat serta dokumen detail setiap proyek, seperti rencana pembiayaan, agenda realisasi, dokumen tender, dan kejelasan peran pemerintah, dengan demikian diharapkan pihak swasta dapat memberikan kontribusi pendanaan dan mengurangi beban pemerintah dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur.
Berdasarkan data yang ada, kemantapan jalan provinsi mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, kemantapan jalan provinsi sekitar 87,87% dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 88,20%. Untuk lebih meningkatkan kemantapan jalan ini, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian, antara lain kepatuhan penerapan standar terkait dengan perencanaan, mutu pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi jalan; pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan; optimalisasi pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala jalan, serta penataan pemanfaatan ruang yang berada di luar rumija (ruang milik jalan), termasuk pengendalian luasan catchment area air hujan agar tidak membanjiri badan jalan. 
Pembangunan dan rehabilitasi jembatan provinsi juga telah menjadi perhatian pemerintah provinsi, pada tahun 2014 telah dibangun jembatan provinsi sepanjang 50 m, dan rehabilitasi jembatan provinsi dilakukan sepanjang 1.154,23 m, cukup jauh melampaui target RPJMD. 
Kegiatan prioritas lainnya yang dilaksanakan provinsi untuk peningkatan konektivitas adalah pembangunan jalan baru (jalan strategis provinsi) sepanjang 36 km, melebihi target yang ditetapkan RPJMD untuk tahun 2014. Disamping pembangunan jalan baru, anggaran juga dialokasikan untuk peningkatan jalan provinsi sepanjang 16,9 km. Walaupun demikian, kebutuhan infrastruktur jalan masih belum bisa dipenuhi secara optimal dari anggaran yang tersedia. Hal ini harus menjadi prioritas mengingat peran infrastruktur jalan untuk pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat keterisoliran daerah serta penghubung antara simpul-simpul pertumbuhan.
Selanjutnya untuk pencapaian sasaran peningkatan pengelolaan sumberdaya air telah dilakukan program/kegiatan dengan capaian target indikator kinerja pada tahun 2014 sebagai berikut:



Tabel 2.77.
Capaian Kinerja Prioritas dan Program Tahun 2015 Berdasarkan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat
	No
	Sasaran
	Program/Kegiatan
	Indikator kinerja
	Target
	Capaian
	SKPD

	1.
	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air
	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
	Peningkatan kualitas jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
	12 km
	36,4 km
	PSDA


	2.
	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air
	Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya
	Pembangunan chekdam
	2 unit
	3 unit
	PSDA

	3.
	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air
	Pengendalian banjir dan pengamanan pantai
	Meningkatnya pengendalian banjir dan pengamanan pantai
	8 km

	11,4 km

	PSDA

	4.
	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air
	Penyediaan dan pengelolaan air baku
	Meningkatnya ketersediaan data air baku
	3
Kawasan
	3 kawasan
	PSDA



Pembangunan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang merupakan salah satu prioritas dalam Nawacita. 
Dari data yang ada, pembangunan jaringan irigasi pada tahun 2014 jauh melebihi target RPJMD, hal ini harus terus dipertahankan terutama untuk mencapai sasaran kedaulatan pangan sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMN 2015 – 2019. Disamping itu, dalam rangka konservasi sumberdaya air serta mendukung ketersediaan air baku bagi masyarakat telah dilaksanakan pembangunan 3 unit chekdam serta penyediaan air baku pada 3 kawasan. Jumlah ini harus lebih ditingkatkan terutama terkait dengan upaya untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim dan menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber daya air. 
Dalam rangka pengendalian daya rusak air terutama untuk pengamanan areal pertanian, pemukiman dan jalan, pada tahun 2015 telah dibangun dan dilakukan  pengamanan tebing sungai sepanjang 11,4 km. Untuk memaksimalkan pengendalian daya rusak tersebut perlu juga diprioritaskan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan pembangunan pengaman pantai dari ancaman abrasi, mengingat sebagian besar dari pantai di Provinsi Sumatera Barat sangat rawan terhadap abrasi.
Sasaran prioritas pengembangan energi dan pembangunan infrastruktur berikutnya adalah penyediaan perumahan dan pemukiman masyarakat dimana untuk pencapaiannya telah dilaksanakan melalui berbagai program/kegiatan pada tahun 2014 sebagai berikut:






Tabel 2.78.
Capaian Kinerja Prioritas dan Program Tahun 2015 Berdasarkan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat
	No
	Sasaran
	Program/ Kegiatan
	Indikator kinerja
	Target
	Capaian
	SKPD

	1.
	Tersedianya perumahan dan pemukiman masyarakat
	Pengembangan perumahan dan permukiman
	Meningkatnya pembangunan infrastruktur pemukiman di pedesaan
	25 kawasan
	· (Bukan kewenangan provinsi)
	Prasjal
Tarkim

	
	
	
	Perkuatan kelembagaan bidang perumahan
	1 paket
	1 paket
	Prasjal
Tarkim

	
	
	
	Pembangunan dan pengembangan TPA regional 
	1 kawasan
	2 kawasan
	Prasjal
Tarkim

	
	
	
	Pengembangan sistem pelayanan air minum 
	10 kawasan
	4 kawasan
	Prasjal
Tarkim



Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan merupakan salah satu hal vital untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan pemukiman yang memadai diiringi dengan penataan bangunan dan lingkungan menjadi syarat mutlak untuk sebuah kawasan yang sehat. Untuk mendukung hal tersebut telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain pembangunan jalan lingkung, fasilitas pelayanan air limbah, persampahan dan drainase. Pada tahun 2014, pembangunan infrastruktur pedesaan dilaksanakan dengan dana APBN, hal ini terkait dengan faktor kewenangan provinsi.  Disisi lain, pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan fungsinya dalam memfasilitasi perkuatan kelembagaan bidang perumahan melalui pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman. Untuk pembangunan disektor persampahan, telah dilakukan pembangunan dan pengembangan TPA Regional pada 2 kawasan yaitu kawasan Payakumbuh - 50 Kota - Bukittinggi dan TPA Regional Kab. Solok – Kota Solok. Untuk pengembangan sistem pelayanan air minum, dari 10 kawasan yang ditargetkan hanya bisa tercapai 4 kawasan. Sama halnya dengan pembangunan infarstruktur pedesaan, pengembangan SPAM juga terkendala masalah kewenangan dimana provinsi hanya bisa melaksnakan pengembangan untuk skala regional. Untuk mencapai target pembangunan keciptakaryaan, perlu upaya ekstra terutama untuk mendapatkan sumber pendanaan dari APBN, swasta maupun dana lainnya. Sebagai tahap awal, hal yang harus disiapkan kabutaen/kota adalah lahan,  kesesuaian dengan tata ruang serta kelengkapan dokumen perencanaan (Studi Kelayakan, DED, Masterplan)  Untuk peningkatan dan optimalisasi pembangunan sektor perumahan dan pemukiman dibutuhkan kontribusi dan komitmen yang kuat dari Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Selanjutnya untuk pencapaian sasaran peningkatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, telah dilakukan beberapa program/kegiatan dengan target capaian kinerja pada tahun 2014 sebagai berikut: 



Tabel 2.79.
Capaian Kinerja Prioritas dan Program Tahun 2015 Berdasarkan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat
	No
	Sasaran
	Program/ Kegiatan
	Indikator Kinerja
	Target
	Capaian
	SKPD

	1.
	Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang
	Perencanaan tata ruang
	Meningkatnya perencanaan penataan ruang di Sumbar
	4 dokumen
	4 dokumen
	Prasjal
tarkim

	2.
	Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang
	Pengendalian pemanfataan ruang
	Meningkatnya keserasian dan keselarasan rencana dengan pembangunan
	2 kawasan
	2 kawasan
	Prasjal
tarkim



Pada tahun 2012 telah ditetapkan Peraturan daerah Tata Ruang Provinsi 2012-2032 melalui Perda No. 13 Tahun 2012. Pada tingkat Kabupaten/Kota, pada akhir tahun 2014 18 Kabupaten/Kota sudah menyelesaikan Perda RTRW Kabupaten/Kota, dan yang belum menyelesaikan Perda Kabupaten Kepulauan Mentawai. 
 Pada tahun 2014 juga telah disusun beberapa 4 RDTR Kawasan Strategis provinsi serta dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang pada 2 kawasan.  Yang menjadi fokus prioritas selanjutnya adalah bagaimana mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu peran dari segenap stakeholders termasuk BKPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Perlu juga ditetapkan mekanisme pengendalian mulai dari perijinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disentif sampai pemberian sanksi kepada pelanggar ketentuan pemanfaatan ruang tersebut. Hal prioritas lainnya adalah peningkatan peran provinsi dengan dukungan Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi pengaturan dan pengawasan penataan ruang dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penataan Ruang.
Pada sektor perhubungan telah ditetapkan sasaran peningkatan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara dengan capaian kinerja program/kegiatan pada tahun 2014 antara lain: 
Tabel 2.80.
Capaian Kinerja Prioritas dan Program Tahun 2014 Berdasarkan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat
	No
	Sasaran
	Program/ Kegiatan
	Indikator Kinerja
	Target
	Capaian
	SKPD

	1.

	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara 
	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan
	
	
	
	

	
	
	
	Pelayanan berklasifikasi baik berdasarkan standar pelayanan perhubungan darat
	79%
	79,93%
	Dishubkominfo

	
	
	
	Perlengkapan jalan pada ruas jalan kewenangan provinsi
	1 paket
	1 paket
	Dishubkominfo

	2.
	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara
	Rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan transportasi laut
	Perda/pergub/SK Gub
	2 paket
	-
	Dishubkominfo

	3.
	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara
	Rehabilitasi dan pemeliharaan transportasi udara
	Pembangunan bandara three in one di Mentawai
	1  paket
	-
	Dishubkominfo

	4.
	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara
	Pengembangan angkutan kereta api
	Terlaksananya rehabilitasi, pemeliharaan dan pembangunan prasarana dan fasilitas angkutan kereta api
	1 paket
	1 paket
	Dishubkominfo

	5
	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara
	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
	Meningkatkan keselamatan pengendalian dan pengamanan lalu lintas
	20%
	20%
	Dishubkominfo



Salah satu agenda nasional adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dengan sub agenda diantaranya membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan. Sasaran yang ingin dicapai meliputi peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda, peningkatan kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional serta peningkatan tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi. Sektor transportasi merupakan sektor penting untuk mewujudkan konektivitas nasional tersebut. Pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan, transportasi laut, udara dan kereta api menjadi program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemda dengan dukungan dari Pemerintah.
Berdasarkan kewenangan dan juga kemampuan pendanaan daerah, pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi laut, udara dan kereta api sebagian besar dilaksanakan oleh Pemerintah, dan pemda mendukung melalui penyediaan lahan, penyusunan dokumen perencanaan, serta pengawasan sesuai kemampuan daerah.
Kegiatan yang diprioritaskan dengan pendanaan APBD pada tahun 2014 adalah pengadaan sarana dan prasarana serta fasilitas angkutan jalan pada jalan kewenangan provinsi; kegiatan untuk pengendalian dan pengamanan lalu lintas termasuk dukungan untuk JTO, penertiban kendaraan bermotor di jalan, inventarisasi daerah rawan kecelakaan, penyusunan dokumen perencanaan pelabuhan, dukungan embarkasi haji dan pengawasan serta pembinaan bandara; dan pembebasan lahan KA Duku-BIM Tahap III. 
Pada tahun 2014 kegiatan pembebasan lahan jalan kereta api Duku – BIM belum bisa dilaksanakan, karena masih ada 10 pemilik tanah yang belum menyetujui harga tanah yang ditetapkan panitia pengadaan tanah, sebagian tanah status kepemilikannya belum jelas serta alamat dan keberadaan pemilik tidak diketahui.
Untuk pembangunan bandara three in one di Mentawai dan Kota Padang yang rencananya difungsikan sebagai bandara umum dalam keadaan normal, sebagai bandara evakuasi dalam keadaan darurat dan sebagai jalan raya dalam keadaan aman juga belum bisa dilaksanakan. Kendalanya terutama terkait dengan keterbatasan anggaran untuk penyusunan DED, Amdal, pembebasan lahan serta biaya pembangunan fisik.    
Peningkatan fasilitas lalu lintas jalan telah dilaksanakan tiap tahun, namun saat ini baru terpenuhi 60% dari kebutuhan.  Kedepannya fasilitas lalu lintas jalan ini harus menjadi prioritas karena terkait dengan keamanan dan keselamatan.                                                                                                                            
Berikutnya untuk pencapaian sasaran peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik telah dilaksanakan beberapa program/kegiatan pada tahun 2014 dengan capaian target indikator kinerja sebagai berikut:
Tabel 2.81.
Capaian Kinerja Prioritas dan Program Tahun 2014 Berdasarkan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat
	No
	Sasaran
	Program/ Kegiatan
	Indikator kinerja
	Target
	Capaian
	SKPD

	1.
	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik
	Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
	Pencapaian rasio elektrifikasi

	79%
	83,16%
	ESDM

	
	
	
	Cakupan layanan listrik
	94%
	90,72%
	ESDM



Berbagai program disektor energi dan kelistrikan telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Rasio elektrifikasi pada tahun 2014 melebihi target RPJMD sebesar 83,16%, dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding  rasio elektrifikasi tahun 2013 sebesar 77,69%. Pada tahun 2014 tercatat jumlah rumah tangga di Sumatera Barat 1.219.857, jumlah pelanggan PLN 968.516 rumah tangga dan pelanggan non PLN 45.961 rumah tangga. Cakupan layanan listrik pada tahun 2014 sebesar 90,02% belum berhasil memenuhi target RPJMD, namun capaian ini relatif lebih tinggi dari capaian tahun 2013 yang hanya mencapai  89,81%. Tidak tercapainya target terjadi karena sebagian wilayah yang mengalami pemekaran wilayah, belum terjangkau oleh layanan listrik. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2014, jumlah desa, kelurahan, jorong, korong, kampung dan dusun yang ada di Sumatera Barat sebanyak 4750 dan yang berlistrik sebanyak 4.309. Disisi lain, upaya untuk peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik melalui pembangunan PLTMH, penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah, dan pembuatan feasilility study PLTM pada tahun 2014 tidak tercapai karena gagal lelang. Walaupun begitu, upaya untuk menaikkan rasio elektrikasi dan cakupan layanan listrik juga diakomodir melalui kegiatan pengembangan sumberdaya manusia melalui berbagai pelatihan, survei potensi tenaga air, perencanaan dan pengelolaan sektor kelistrikan. Untuk meningkatkan cakupan layanan listrik, kedepannya harus diprioritaskan kegiatan pembangunan PLTMH, pikohidro maupun PLTS serta sumber energi terbarukan, terutama untuk daerah terisolir, tertinggal dan perbatasan.  


2.2.10. Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian  Lingkungan  Hidup
A. Penanggulangan Bencana Alam   
Provinsi Sumatera Barat bisa dianggap sebagai etalase bencana, karena disini menunjukkan segala jenis bahaya yang menimbulkan bencana ada mulai dari laut sampai ke gunung. Bencana tsunami, banjir bandang, abrasi pantai, angin puting beliuang, galodo dan longsor pernah terjadi. Untuk penanggulangan hal ini perlu sarana dan prasarana yang digunakan untuk meminalkan jatuhnya korban. Untuk bencana tsunami, pembangunan shelter  untuk mitigasi  merupakan hal mutlak  yang harus  dilakukan. Selain itu pembuatan jalur  evakuasi (Jalan dan Jembatan)  yang besar untuk mitigasi bencana juga dilakukan. Bencana lain seperti banjir bandang, abrasi pantai, angin puting beliuang, galodo dan longsor dan lainnya juga harus mendapatkan porsi yang sesuai dengan resiko yang ditimbulkkannya. Untuk itu Pemerintah Provinsi harus memiliki perhatian khusus terhadap kebencanaan dan memberikan porsi yang sesuai untuk masing-masing bencana.
Dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam dilakukan oleh beberapa SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dengan sasaran  meningkatnya prasarana penanggulangan bencana, tersedianya informasi wilayah rawan bencana serta meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana. Adapun sumber pendanaan yang dipergunakan melalui APBD, APBN dan sumber lainnya. Beberapa program, indikator kinerja dan target dengan pendanaan APBD serta capaiannya terlihat pada tabel berikut:
Tabel 2.82.
Capaian Kinerja Prioritas dan Program Tahun 2014 Berdasarkan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat
	No
	Sasaran
	Program/ Kegiatan
	Indikator Kinerja
	Target
	Capaian
	SKPD

	1.
	Meningkatnya sarana prasarana penanggulangan bencana
	Peningkatan Mitigasi Bencana
	Panjang jalan evakuasi
	5
	5
	Prasjal Tarkim

	
	
	
	Shelter yang dibangun
	10
	0
	Prasjal Tarkim

	
	Tersedianya informasi wilayah rawan bencana
	
	Penetapan pembentukan dan Pembinaan Tim Reaksi Cepat (TRC) Prov. / Kab. / Kota
	1
	1

	BPBD Prov.

	
	
	
	
	13
	13
	

	
	
	
	Penetapan dan pembinaan Forum Pengurangan risiko Bencana (Prov. / Kab. / Kota)
	1
	1
	BPBD Prov.

	
	
	
	
	
10
	10
	

	2.
	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana
	Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 
 
 
	Kampanye, Publikasi Media, Pameran, Baliho, Brosur (paket)
	1
	1
	BPBD Prov.

	
	
	
	Operasional PUSDALOPS Prov. (Paket)
	1
	1
	BPBD Prov.

	
	
	
	Simulasi/ Pelatihan PB bagi Masyarakat (Kab. / Kota)
	80
	80
	BPBD Prov. 

	
	
	
	Peningkatan akses Data Informasi BencanaIndonesia (DIBI) - Paket
	1
	1
	BPBD Prov.

	3.
	
	Penanganan Tanggap Darurat 
	Koordinasi Penangganan Tanggap Darurat
	64
	64
	BPBD Prov. 



Berdasarkan data tersebut di atas, maka bahwa sasaran meningkatnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana pada tahun 2014 belum mencapai target khususnya untuk pembangunan shelter.
Dalam rangka Pelestarian Lingkungan Hidup telah dilakukan beberapa program dan kegiatan untuk pencapaian target indikator kinerja yang ada di RPJMD seperti tabel di bawah ini:
Tabel 2.83.
Capaian Kinerja Prioritas dan Program Tahun 2012 Berdasarkan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat
	No
	Sasaran
	Program/ Kegiatan
	Indikator Kinerja
	Target
	Capaian
	SKPD

	1.
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
	Jumlah kegiatan yang terawasi dan terkendali dampak kerusakan lingkungan hidupnya (Objek)
	22
	33
	Bapedalda

	2.

	
	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 
 
 
 
 
 
 
	Jumlah Kab/Kota penerima Adipura
	5
	2
	Bapedalda

	
	
	
	Masyarakat pelopor pelestarian lingkungan Nasional dan Daerah (orang/kelompok)
	4
	4
	Bapedalda

	
	
	
	Pemantauan pencemaran 18 sungai dan  danau 
	4
4
	4
4
	Bapedalda

	
	
	
	Perusahaan pelaksana CSR Lingkungan
	8 perusahaan
	9 perusahaan
	Bapedalda

	
	
	
	Penetapan daya dukung  dan daya tampung sungai, danau dan lahan (dok)
	1
	1
	Bapedalda

	
	
	
	Status Kehati 2 Provinsi dan 14 Kabupaten/Kota
	4
	4
	Bapedalda

	
	
	
	Rehabilitasi terumbu karang 15 Ha
	3
	12
	DKP

	3.
	Meningkatnya konservasi, rehabilitasi dan pemulihan ekosistem
	Tata lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan
 
	Fasilitasi dan Pengawasan KLHS terhadap Dokumen Perencanaan (Kab/Kota)
	2
	8
	Bapedalda

	
	
	
	Kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan (%)
	100
	100
	Bapedalda

	4.
	Menurunnya jumlah ilegal logging dan ilegal fishing
	Pengamanan dan pengendalian hutan serta mitigasi perubahan iklim
 
 
 
	Berkurangnya Kasus ilegal loging dan tindak pidana pelanggaran/kejahatan bidang kehutanan 23% dari tahun sebelumnya (%)
	4

	4,1
	Dishut

	
	
	
	Pengawasan hot spot dan pengendalian kebakaran hutan (%)
	4%
	4%
	Dishut

	
	
	
	Pemahaman Aparatur tentang REDD (Kab/Kota)
	3
	3
	Dishut



Beberapa kegiatan penilaian lingkungan hidup telah diikuti oleh pemerintah daerah dan kelompok masyarakat namun standar penilaiannya di perketat  dari tahun sebelumnya sehingga target yang diharapkan tidak tercapai, seperti pada kegiatan Adipura yang ditargetkan dimenangkan oleh 5 Kabupaten/ Kota namun hanya 2 Kota yang menang, untuk kegiatan kalpataru yang ditargetkan dimenangi oleh 4 orang /kelompok terealisasi 4 orang/kelompok yang tercapai. Sementara itu untuk Kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat di tangulangi sesuai dengani target.
Pada pencapaian indikator rehabilitasi terumbu karang yang ditargetkan pada tahun 2014 sesuai target kita adalah 3 ha dan realisasinya mencapai 12 ha, dimana kegiatan ini dilakukan kerjasama dengan kabupaten/kota yang mempunyai lokasi terumbu karang melakukannya.
Dalam meningkatkan konservasi, rehabilitasi dan pemulihan ekosistem dilakukan melalui beberapa program dan indikator.
Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan agar dapat mengembangkan hasil hutan bukan kayu seperti mengembangkan lebah madu, gaharu, gula enau, dsb. Berkembangnya Kelompok Usaha Produktif di beberapa komoditi kehutanan sebagai kelanjutan dari pengembangan unit usaha produktif bidang kehutanan di tahun sebelumnya. Kegiatan ini ini akan terus dikembangkan dengan bahan dasar hasil hutan lainnya seperti budidaya aren, bambu, pengrajin meubel dan pengumpul hasil hutan ikutan seperti getah pinus, gubal kayu, rotan, manau, sarang burung walet, ekowisata, air dan tanaman obat sehingga menyumbang kontribusi yang tidak sedikit bagi perekonomian masyarakat sekitar hutan khususnya dan Masyarakat Sumatera Barat secara luas.
Tabel 2.84.
Capaian Kinerja Prioritas dan Program Tahun 2012 Berdasarkan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat
	No
	Sasaran
	Program
	Indikator Kinerja
	Target
	Capaian
	SKPD

	1.
	Meningkatnya konservasi, rehabilitasi dan pemulihan ekosistem
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
  
 
 
	Kuantitas dan kualitas bibit tanaman hutan ( batang)
	100.000
	100.000
	Dishut

	
	
	
	Rehabilitasi lahan kritis diluar kawasan hutan ( ha )
	
	
	

	
	
	Perencanaan dan Pengembangan Hutan
	Perencanaan pembangunan kehutanan yang sinergis, dinamis, terarah dan terpadu sesuai dengan perkembangan daerah
	2
	2
	Dishut

	
	
	Pemantapan Kawasan Hutan
 
 
 
	Batas kawasan hutan ( Km)
	50 Km
	70 Km
	Dishut

	
	
	
	Data potensi hasil hutan kayu & Non kayu, NSDH penggunaan, pemanfaatan kawasan hutan (Judul)
	4 judul
	4 judul
	Dishut

	2
	Meningkatnya kesejahteraan petani
	Pemberdayaan Masyarakat sekitar hutan
 
 
 
	Model budidaya tanaman hutan (Ha) 
	10
	35
	Dishut

	
	
	
	Model pengembangan lebah madu/gula enau dll (unit)
	21 unit
	21 unit
	Dishut

	
	
	
	Model social forestry dan Agroforestry ( Ha)
	1 Ha
	1 Ha
	Dishut

	
	
	
	Pembangunan hutan tanaman (HTR/HKm/HR) oleh  Kelompok tani (unit)
	10 Kelp
	10 Kelp
	Dishut

	5.
	Meningkatnya konservasi, rehabilitasi dan pemulihan ekosistem
	Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Pengelolaan Hutan
 
 
	Produksi dan kinerja pengusahaan hasil hutan di Kab/Kota
	19
	19
	Dishut

	
	
	
	Tertib penatausahaan hasil hutan Legal di Kab/Kota
	19
	19
	Dishut

	
	
	
	Performance industri Hasil hutan di Kab/Kota 
	10 Kab/Kota
	10 Kab/Kota
	Dishut


2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1. Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat
       Yang masih menjadi permasalahan serta sasaran yang belum tercapai dalam prioritas Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat adalah: 
1. Belum optimalnya pengembangan seni dan budaya
2. Belum optimalnya pemanfaatan, peran dan fungsi pemangku dan lembaga adat dalam penanaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau, 
3. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam penanaman dan pengamalan ajaran agama. 
4. Belum optimalnya apresiasi dan kebanggaan terhadap budaya daerah  bagi generasi muda.

2.3.2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat. Untuk menciptakan otonomi daerah yang berpihak kepada masyarakat, diantaranya dengan menerapkan tata pemerintahan yang baik, karena dengan hal tersebut akan membuka lebar kesempatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Reformasi Birokrasi berperan untuk merubah cara pandang aparatur negara agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan maksimal, aparatur negara jangan berpikir untuk dilayani tetapi harus menyadari bahwa aparatur adalah yang melayani (abdi negara dan abdi masyarakat), aparatur negara sebagai ujung tombak pelaksanaan setiap kebijakan. 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam pemerintahan, merupakan bagian dan menjadi prioritas dari  agenda Pembangunan Provinsi Sumatera Barat yaitu “Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah”. Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana telah disampaikan pada Bab II Sub Bab 2.2.2 Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun lalu dan Realisasi RPJMD untuk prioritas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan, terlihat pada beberapa target yang ada yang sudah tercapai dan juga ada yang melebihi target, tetapi masih terdapat beberapa target program yang belum tercapai, dan khusus untuk ini perlu menjadi perhatian bersama terutama oleh SKPD terkait yang bertanggung jawab dalam pencapaian target tersebut.
Selanjutnya, penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan perlu dievaluasi secara terus menerus karena dinamikanya cukup kuat, dan juga masih terdapat beberapa target program RPJMD yang belum tercapai, sebagaimana diketahui bahwa pencapaian target program tersebut melibatkan beberapa SKPD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Dari hasil evaluasi masih terdapat beberapa target indikator yang belum tercapai, dan kalaupun tercapai, hal ini disebabkan masih terdapat beberapa kelemahan, diantaranya masih terdapat tumpang tindih tugas serta penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan manajemen organisasi, belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, antara lain disebabkan belum mantapnya pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Misalnya, masih sulit untuk memastikan bahwa terdapat hubungan yang lebih jelas antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan instansi pemerintah dengan anggaran yang dikeluarkan. Permasalahan lain yang setiap Tahunnya, yaitu program dan kegiatan pada masing-masing SKPD pada umumnya belum sepenuhnya disertai dengan indikator kinerja yang jelas, sehingga sulit diukur pencapaian dan akuntabilitas kinerjanya.
2.3.3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan
Secara umum terdapat beberapa permasalahan di sektor pendidikan, antara lain yakni :
1. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah di Sumatera Barat.
2. Belum tuntasnya relevansi pendidikan kejuruan/ketrampilan dan lapangan kerja.
3. Pembatasan kewenangan Provinsi dalam melakukan program/kegiatan sesuai dengan PP 38 Tahun 2008 yang kemudian diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.
4. Profesional dan kuantitas guru sebagai pendidik pada pendidikan formal dan non formal perlu ditingkatkan lagi.
5. Belum tuntasnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.
6. Perlu peningkatan profesional pengelola dan kualitas manajemen pendidikan.
7. Perlu lebih ditingkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan dan kualitas pendidikan.
8. Perlu lebih ditingkatkan pembiayaan pendidikan didalam APBD.
9. Perlu lebih ditingkatkan kerjasama pengelola dan penyelenggara pendidikan secara regional dan internasional.
2.3.4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
Secara umum permasalahan dan beberapa indikator kinerja yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja pada perencanaan mendatang adalah sebagai berikut:
1. Masih tingginya tingkat kematian ibu dan bayi.
Penurunan kematian ibu dan bayi masih bermasalah dimana terdapat 3 kabupaten-kota dengan kematian ibu dan bayi tertinggi yaitu Kab.Solok, Tanah Datar, Padang; 6 kabupaten dengan permasalahan kematian ibu yaitu Pesisir Selatan, Pasaman, Pasaman Barat, Solok Selatan, Agam, Dhamasraya; 2 Kabupaten dengan permaslahan kematian bayi yaitu 50 Kota dan Sijunjung. Kematiana ibu & bayi di Kabupaten Kep. Mentawai, berdasarkan laporan bulanan tidak begitu tinggi. Hal ini disebabkan karena masih ada kematian yang tidak terlaporkan karena faktor geografis yang sulit dan masih terdapatnya budaya berpindah-pindah tempat dari masyarakat Suku Pedalaman Mentawai.
2. Permasalahan Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Dibandingkan dengan angka Nasionalkasus gizi kurang sudah mencapai target, namun
Sumatera Barat masih mempunyai daerah–daerah dengan prevalensi gizi kurang yang
cukup tinggi yaitu diatas 5% (BB/TB) seperti Kabupaten Solok, Solok Selatan, Sijunjung, Dhamasraya, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, 50 Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Mentawai & Kota Padang.
3. Permasalahan Pengembangan dan Pencapaian indicator Program TB:
Penemuan kasus baru khususnya TB BTA positif diantara perkiraan jumlah suspek masih rendah di beberapa kab/kota.
4. Permasalahan Pengembangan dan Pencapaian indicator Program Malaria Pola hidup masyarakat yang menunjang terjadinya KLB malaria misalnya pembukaan lahan baru, pembukaan lahan tambang baru, hidup yang berpindah-pindah, banyak rawa-rawa sebagai tempat perindukan, gerakan 3M belum membudaya dalam masyarakat dan masih kurangnya kemampuan petugas dalam mendiagnosa (terutama menggunakan Annual Paracite Incidens) di tingkat puskesmas dan penatalaksanaan kasus malaria.
5. Permasahan Penanggulangan HIV/AIDS
Tingkat pengetahuan masyarakat tentang HIV-AIDS masih relatif rendah dan masih terbatasnya jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang dapat melayani HIV.
6. Permasalahan Immunisasi
Komitmen daerah tentang pentingnya imunisasi masih rendah di beberapa kab/kota dan dukungan dana terhadap program imunisasi semakin berkurang
7. Permasalahan Penyehatan Lingkungan dimana masih rendahnya pencapaian Stop Buang Air besar Sembarangan.
8. Permasalahan Jaminan Kesehatan
Pencapaian total coverage jaminan kesehatan di Sumatera Barat tahun 2013 baru mencapai 73,35 % , apabila dibandingkan dengan target pencapaian indicator RPJMD (91,30%), hal ini disebabkan belum optimalnya sosialisasi program jamkes mandiri di seluruh Kabupaten/Kota.
9. Permasalahan Pelayanan Kesehatan dan Rujukan
Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu belum optimal, terutama pada daerah terpencil dan perbatasan yang perlu lebih ditingkatkan serta akses ke sarana pelayanan dibeberapa daerah kurang lancar sehingga menghambat pemanfaatan sarana kesehatan oleh masyarakat sehinga visite rate dan BOR dibeberapa Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit belum sesuai target.
10. Permasalahan Akreditasi
Terjadinya perubahan standar akreditasi RS dari standar tahun 2007 kepada standar akreditasi rumah sakit versi 2012 Joint Commision Internasional (JCI).
11. Keterbatasan anggaran yang tersedia pada APBD sehingga peningkatan sarana prasarana RS terkendala yang berpengaruh juga terhadap kelancaran pelayanan dan kinerja pelayanan.
12. SDM yang dimiliki terutama dokter spesialis, jumlah dan jenisnya sudah memadai namun keterbatasan anggaran untuk melengkapi kebutuhan alat untuk dokter spesialis tersebut mengakibatkan tidak semua dokter spesialis dapat berperan maksimal sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki dan hal ini mengakibatkan dampak kerugian baik dari sisi pasien maupun rumah sakit.
13. Pendapatan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi memang meningkat dari tahun ketahun, tapi lebih diutamakan untuk membiayai operasional rutin RS. Hal ini disebabkan dana BLUD juga harus mensubsidi pasien Jamkesmas/Jamkesda/ dan Klas III lainnya 50% dari jumlah kunjungan. Sehingga dana BLUD tidak bisa diharapkan untuk membeli	peralatan kedokteran yang harganya mahal dan begitu juga
pengembangan rumah sakit.
14. Dengan lamanya terwujud gedung IGD yang representatif sesuai dengan DED yang telah dibuat pada Tahun Anggaran 2011 mengakibatkan pelayanan unggulan RSUD Dr.Achmad Mochtar Bukittinggi yaitu TRAUMATIC CENTRE dengan gedung IGD yang represenatif akan lama terwujud, untuk itu maka perlu upaya untuk segera mewujudkan pembangunan gedung Rawat Inap Bedah pada lokasi yang baru sebab Rencana Pembangunan IGD tersebut berada pada lokasi gedung perawatan bedah saat ini.
15. Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)
Dilihat dari jumlah SDM yang ada tahun 2014 ini masih banyak kekurangan tenaga, baik tenaga dokter spesialis,sub spesialis maupun tenaga perawat serta tenaga kesehatan lainnya. Kondisi ini menyebabkan masih dirujuknya pasien ke Rumah Sakit lain terutama untuk kasus – kasus yang berhubungan denga bedah tulang, yang sekarang ini masih kerja sama, serta kasus kasus yang berhubungan dengan onkologi.
16. Masih kurang peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Hal ini dapat dilihat, dari 327 jumlah tenaga Rumah sakit yang sudah mengikuti pelatihan ± 45 % yang sudah mengikuti pelatihan.
17. Masih kurangnya sarana dan prasarana Rumah Sakit
Peningkatan dan pengembangan pelayanan perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang lebih lengkap. Dilihat dari standar peralatan Rumah Sakit kelas B, masih banyak peralatan yang perlu di tingkatkan. Begitu juga dengan kebutuhan sarana Fisik, yang sekarang ini perlu ditingkatkan dengan adanya penambahan jenis spesialis, dan peningkatan jumlah kunjungan.
2.3.5. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan
A. Sektor Pertanian Tanaman Pangan
Fokus Pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui pengembangan ekonomi rakyat, yang bersumber bukan hanya dari kegiatan usaha tani (on-farm) saja, tetapi justru sebagian besar dari kegiatan diluar usaha tani (off-farm).  Kebijakan dan strategi dalam membangun pertanian di Provinsi Sumatera Barat ke depan perlu analisis faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang sangat dominan berpengaruh dalam proses pembangunan pertanian. Beberapa permasalahan dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dapat dilihat dari 4 aspek permasalahan yakni :
a. Rendahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Konservasi Lahan
Dari tahun ke tahun terlihat bahwa tingkat kesuburan lahan sawah di Indonesia dan di Sumatera Barat khususnya semakin menurun.Berdasarkan hasil penelitian Badan Litbang Pertanian, dari luas lahan sawah beririgasi di Indonesia sekitar 5 juta hektar, sekitar 65% diantarannya mempunyai kandungan bahan organik rendah sampai sedang (kurang dari 2%), sedangkan dalam kondisi normal lahan sawah subur mengandung bahan organik minimal 3%. 
Degradasi lahan sawah terutama makin menurunnya kandunganbahan organik  disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan lahan dan pencemaran lingkungan. Faktor penyebab degradasi lahan antara lain adalah  pencemaran oleh bahan kimia secara berlebihan terutama pupuk dan pestisida kimia sintetis,  kebiasaan petani mengangkut ke luar lahan atau membakar jerami, rendahnya penggunaan pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang. Dari berbagai fakor penyebab degaradasi lahan tersebut akar permasalahannya adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat khususnya petani terhadap konservasi lahan pertanian. 
b. Kurang Optimalnya Pemanfaatan Lahan.
Optimalisasi  pemanfaatan lahan belum membudaya dikalangan petani. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya lahan kosong, indek pertanaman yang rendah, belum dimanfaatkannya lahan pekarangan dan sistim budidaya polikultur yang belum banyak diterapkan petani. Kondisi ini selain tidak dapat meningkatkan nilai guna lahan juga dapat menggganggu upaya konservasi lahan.
c. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur serta prasarana lahan dan air
Salah satu prasarana pertanian yang saat ini keberadaanya sangat memprihatinkan adalah ketersediaan irigasi. Banyaknya jaringan irigasi yang rusak mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian tidak mencukupi. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir, kerusakan sumberdaya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usaha tani. Prasarana usaha tani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi, balai-balai penyuluhan serta pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas.
d. Diversifikasi Usaha Tani Yang Rendah
Keluarga miskin di Sumatera Barat masih didominasi oleh Rumah Tangga Petani (RTP), dimana dari 312.600 KK terdapat 115.215 KK (36,65%) adalah RTP yang menggantungkan kehidupan pada subsektor tanaman pangan. Salah satu penyebab utama dari keadaan diatas adalah rendahnya jam kerja efektif RTP yang pada giliran menyebabkan rendahnya pendapatan petani setiap priode usaha. Rendahnya jam kerja efektif RTP sangat berkaitan erat dengan tingkat diversifikasi usaha tani, dimana saat ini indeks pekerjaan petani baru mencapai 1,8 yang artinya tiap RTP masih belum mempunyai jenis 2 jenis usaha tani. 
e. Belum Tercapainya Efisiensi yang Lebih dari Kegiatan Usaha Tani
Pendekatan program yang hanya berorientasi terhadap upaya peningkatan produksi cenderung menyebabkan ekploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan tidak efisiennya kegiatan usaha tani. Kondisi ini menyebabkan tidak tercapainya efisiensi usaha tani yang pada gilirannya menyebabkan rendahnya keuntungan yang diterima petani.
f. Lemahnya Kelembagaan Petani 
Salah satu strategi dalam  menggerakkan petani dalam pembangunan pertanian adalah melalui pemberdayaan kelembagaan tani. Kelembagaan tani berperan sebagai jembatan antara petani dan pemerintah serta dapat menjadi wadah advokasi dan penyampaian aspirasi petani. Kelembagaan tani yang kuat dan mandiri dapat menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian petani.Namun pada saat ini kelembagaan petani belum kuat dan mandiri, sehingga belum dapat berperan secara optimal sebagai mitra pemerintah dan penyalur aspirasi petani.
g. Tingginya Kehilangan Hasil Pertanian
Upaya peningkatan produktivitas tidak akan berhasil jika tidak diiringi dengan upaya penekanan kehilangan hasil. Dalam proses produksi, panen dan pasca panen serta  pengolahan hasil terjadi kehilangan hasil yang cukup tinggi (10,09%). Kondisi ini belum termasuk akibat serangan oranisme pengganggu tanaman (OPT) dan kerusakan akibat bencana alam.
h. Rendahnya Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian
Salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan petani adalah melalui peningkatan nilai tambah produk pertanian. Namun pada saat ini peningkatan nilai tambah produk pertanian masih rendah. Rendahnya peningkatan nilai tambah produk pertanian disebabkan oleh belum tersedianya peralatan yang memadai dan penguasaan teknologi oleh petani.
i. Masih Lemahnya Permodalan Petani
Salah satu persoalan dalam meningkatkan pendapatan petani adalah lemahnya permodalandan akses petani ke lembaga permodalan. Masalah ini cukup serius yang perlu mendapat perhatian khusus.  Untuk mengatasi persolan tersebut  perlu dilakukan penguatan permodalan dan meningkatkan akses petani ke lembaga keuangan. 
j. Belum Kuatnya Sistim Penyuluhan
Sistim penyuluham pertanian dibangun oleh subsistim sumberdaya personil, subsistim kelembagaan, subsistim sarana dan subsistim metode penyuluhan. Disadari bahwa pada saat ini sistim penyuluhan belum kuat, sehingga belum mampu secara optimal untuk melakukan pemberdayaan petani dan kelembagaan petani. Faktor penyebab belum kuatnya sistim penyuluhan adalah keterbatasan penyuluh baik dari segi jumlah maupun kompotensi, kelembagaan penyuluhan yang belum mandiri dan inovatif, kurangnya sarana serta metode yang belum sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat petani.

B.	Sektor Peternakan
Pembangunan Peternakan disamping dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah, juga mempunyai fungsi pokok sebagai penyedia bahan pangan asal ternak berupa daging, telur dan susu. Program pembangunan peternakan pada hakekatnya adalah serangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
Dalam pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan maka pengendalian dan pengawasan harus dilaksanakan secara terkoordinir dan terpadu antara Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan yang harus  dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi kinerja kegiatan pembangunan peternakan dengan memperhatikan peraturan-peraturan dan berbagai acuan lainnya, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan program/kegiatan pada sktor peternakan antara lain sebagai berikut:
1. Penurunan populasi ternak sapi potong karena berkurangnya ketersedian betina produktif akibat  ; 1) Peningkatan pemotongan dan pengeluaran betina produktif, 2) Gangguan/ kegagalan reproduksi, 3) Tingginya permintaan ternak dan daging dari dalam dan luar daerah
2. Rendahnya penanganan reproduksi
3. Penurunan produktifitas dan reproduktifitas ternak sapi akibat ; 1) Kurangnya dalam pengelolaan dan penanganan pakan ternak,  2) Penanganan ternak lokal yang masih dikelola secara tradisional (pemeliharaan yang ektensif/dilepas) yang berdampak terhadap penurunan performance (berat, tinggi, efisiensi reproduksi), 3) Rendahnya penanganan reproduksi ternak. 
4. Ancaman terhadap mewabahnya penyakit hewan menular akibat ; penyebaran melalui 1) lalulintas ternak, 2) daging & ternak import 3) endemik (SE, dan Jembrana)
5. Infrastruktur peternakan masih kurang sehingga belum mampu mendukung perkembangan sub sektor peternakan seperti ; 1) Puskeswan dan fasilitasnya, 2) Pos IB beserta fasilitasnya, 3) Alat dan mesin peternakan,  4) Padang penggembalaan dan kebun hijauan makanan ternak (HMT), 5) Penanganan sumber air, 6) Jalan sebagai sarana transportasi di kawasan peternakan/kawasan industri peternakan,
6. Penanganan pasca panen belum ditangani secara maksimal serta belum memenuhi standar NKV (Nomor Kontrol Veteriner), Good Manufactoring Practice (GMP) dan lain-lain. 
7. Penanganan pasca panen yang belum optimal sehingga kebutuhan produk unggas (daging & telur) untuk kebutuhan Hotel/Restoran Waralaba masih didatangkan dari luar.
8. Ancaman penyakit hewan menular (Flu Burung/AI) dan Industri perunggasan menghadapi tantangan karena pemberitaan wabah AI yang berlebihan, tidak diimbangi dengan pemberitaan keamanan mengkonsumsi produk unggas.
9. Bahan baku pakan masih tergantung dari luar, sementara pemanfaatan bahan baku lokal belum optimal karena ketersediaannya sporadis/musiman/tidak kontinue.
10. Daya saing usaha sapi potong lokal rendah dibandingkan sapi eks impor
11. Posisi tawar peternak dalam pemasaran sangat lemah
12. Akses peternak/pelaku agribisnis terhadap sumber permodalan sangat terbatas

C.	Sektor Perikanan
Peranan Kelautan dan Perikanan dalam perekonomian Provinsi Sumatera Barat cukup besar sebagai sumber lapangan kerja, sumber protein hewani yang berasal dari ikan dan sebagai penghasil devisa dengan pertimbangan mempunyai 185 buah pulau kecil dengan panjang pantai 375 km yang membentang dari Kabupaten Pasaman Barat hingga Kab. Pesisir Selatan serta 2.420 km jika termasuk pantai di Kepulauan Mentawai sehingga memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan perikanan tangkap. Selain perikanan tangkap, Sumatera Barat juga memiliki potensi untuk pengembangan perikanan budidaya baik perikanan air tawar, payau maupun laut.  Hal ini didukung oleh adanya empat danau yang menyebar di Kab/Kota diantaranya Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Diatas dan Danau Dibawah, ditambah dengan kolam, waduk, embung dan sungai.
Dalam rangka peningkatan pembangunan Kelautan dan Perikanan banyak hal yang harus dan perlu dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat diantaranya berupa peningkatan sarana dan prasarana produksi bagi nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar ikan, peningkatan SDM baik bagi aparatur maupun masyarakat perikanan, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, dan lain–lain. Adapun  permasalahan yang dihadapi dibidang kelautan dan perikanan di Sumatera Barat, antara lain sebagai berikut :
1. Masih kurangnya modal kerja bagi nelayan pembudidaya ikan, karena pembudidaya terbanyak adalah pembudidaya skala kecil. 
2. Masih adanya kendala dalam peningkatan produksi budidaya akibat adanya gangguan hama penyakit ikan dan lingkungan serta kurangnya pengetahuan pembudidaya dalam pengelolaan usahanya.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana bagi nelayan untuk tempat hasil tangkapan.
4. Pada umumnya masyarakat nelayan masih menggunakan sistem dan alat tangkap tradisional dan masih merupakan usaha skala kecil.
5. Masih belum tersediannya peraturan perizinan tentang usaha perikanan diwilayah Sumatera Barat.
6. Belum optimalnya pengolahan hasil perikanan dan pemasaran hasil perikanan disaat produksi tangkapan melimpah.
7. Masih adanya penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan lokal dan nelayan asing dengan alat dan bahan yang terlarang.
8. Masih adanya kapal-kapal yang belum dilengkapi SIUP dan SIPI
9. Masih belum optimalnya keterampilan petugas di UPTD dalam mengoperasikan sarana yang ada serta kurangnya tenaga penyuluh untuk memberikan bimbingan kepada pembudidaya, nelayan dan pengolah hasil perikanan.
10. Masih belum optimalnya mobilisasi dan kelancaran operasional pengawasan seperti untuk pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, penyidikan bagi petugas PPNS, jaringan data dan informasi usaha.
11. Masih kurangnya sarana dan prasarana penangkapan ikan tuna dalam rangka untuk menunjang Provinsi Sumatera Barat sebagai sentra tuna di wilayah Indonesia Bagian Barat.

D.	Sektor Perkebunan
Kegiatan di sub sektor perkebunan  berpeluang besar menggerakkan kegiatan ekonomi di Sumatera Barat karena hasilnya dapat diolah menjadi berbagai macam produk.  Usaha dibidang perkebunan cukup kompleks, diusahakan oleh petani kecil sampai pengusaha besar, pasarnya mulai dari pasar dusun hingga pasar manca negara yang dikelola oleh pedagang pengumpul sampai eksportir yang jalur dan margin pemasarannya sampai saat ini masih belum transparan karena bentuk pasarnya umumnya bersifat monopsoni. Oleh sebab itu usaha di bidang perkebunan perlu diatur, diawasi dan difasilitasi oleh pemerintah supaya tidak terjadi eksploitasi oleh investor berupa terjadinya penghisapan (backwash effect) terhadap sumberdaya alam dan manusia suatu daerah secara perlahan.
Permasalahan pokok dalam rangka pengelolaan bidang perkebunan di Sumatera Barat adalah sebagai berikut :
1. Penyediaan Sumber benih unggul masih sangat terbatas  dan tidak terintegrasi 
2. Masih terbatasnya jumlah penangkar benih komoditi perkebunan.
3. Penyediaan alat-alat mesin pertanian masih sangat terbatas/ petani masih mempergunakan alat-alat yang bersifat tradisional.  Untuk itu perlu dilakukan kerjasama dengan pengrajin.
4. Ketersediaan pupuk yang sangat kurang saat diperlukan oleh petani.
5. Masih terbatasnya penyediaan infrastruktur perkebunan.
6. Lahan perkebunan yang sangat terbatas serta terjadinya alih fungsi lahan perkebunan.
7. Masih banyaknya masyarakat yang menggunakan benih/bibit perkebunan yang ilegal 
8. Masih rendahnya mutu dari komoditi perkebunan serta masih banyak yang belum memenuhi standar SNI.
9. Sangat kurangnya tenaga penyuluh pertanian dilapangan 
10. Masih tingginya serangan hama dan penyakit tanaman komoditi perkebunan.
11. Panen dan pasca panen yang belum sesuai dengan SOP Perkebunan.
12. Pemanfaatan kemampuan lahan masih belum optimal.

E. Sektor Ketahanan Pangan 
Pembangunan Ketahanan Pangan memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional.  Peran strategis ketahanan pangan tersebut, digambarkan melalui konstribusi yang nyata dalam penyediaan  bahan pangan, bahan baku industri, distribusi dan konsumsi pangan.  Berbagai peran strategis ketahanan pangan dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumberdayaalam dan lingkungan hidup. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat meliputi 3 aspek :
1) Aspek Ketersediaan
1. Berkurangnya lahan pertanian produkrif karena alih fungsi lahan untuk perumahan.
2. Penyediaan sarana produksi (pupuk an organik) belum sepenuhnya terjamin sampai ke tingkat petani, sementara pupuk organik belum bisa di andalkan sebagai substitusi pupuk an organik.
3. Masih tingginya tingkat kehilangan hasil selama proses pasca panen.
4. Dibeberapa lokasi terjadi kegagalan panen disebabkan oleh bencana alam, antara lain banjir, longsor dan kekeringan
5. Terbatasnya infrastruktur irigasi (teknis/setengah teknis/ sederhana) yang potensial dan dapat diandalkan
2) Aspek Distribusi Pangan
1. Belum adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali gabah/ beras.
2. Belum merata dan memadainya infrastruktur pengumpulan, penyimpanan dan distribusi pangan kecuali gabah/ beras
3. Bervariasinya kemampuan distribusi pangan antar wilayah, antar musim yang menuntut kecermatan dalam mengelola sistem distribusi pangan agar tersedia sepanjang waktu di konsumen.
4. Belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam menyangga kestabilan distribusi dan harga pangan.
3) Aspek Konsumsi Pangan
1. Pola Konsumsi masyarakat Sumatera Barat belum mengacu pada Beragam, Bergizi dan Berimbang
2. Belum berkembangnya Teknologi Industri pengolahan pangan berbasis pangan lokal.
3. Belum berkembangnya pangan alternatif yang berbasis sumberdaya pangan lokal.
4. Tingginya konsumsi beras per kapita per tahun.
5. Rendahnya kesadaran masyarakat atas perlunya pangan sehat
6. Ketidakmampuan penduduk miskin untuk mencukupi pangan dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi gizi sehat.
2.3.6. Pengembangan Industri Olahan dan Perdagangan, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi, dan Iklim Investasi
Dalam pengembangan industri bahwa belum optimalnya produktivitas dan daya saing produk yang kurang baik dari segi mutu maupun harga jika dibandingkan dengan produk sejenis dari provinsi atau provinsi lainnya. Disamping itu, terbatasnya pemanfaatan teknologi tepat guna bagi pelaku usaha sektor industri, karena kesulitan memperoleh modal untuk investasi serta lambatnya pemahaman terhadap perkembangan teknologi di bidang industri.
Untuk pengembangan perdagangan bahwa permasalahan perdagangan dalam negeri adalah ada pada distribusi pupuk bersubsidi baik di tingkat nasional maupun di Provinsi Sumatera Barat sendiri. Permasalahan perdagangan dalam negeri adalah masih adanya barang ekspor yang tidak tercatat masuk ke Provinsi Sumatera Barat dan banyaknya barang impor illegal yang beredar di pasaran.
Untuk urusan koperasi dan ukm bahwa belum banyak lembaga Koperasi yang dilibatkan dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan serta pembangunan ekonomi kerakyatan. Hal ini pada umumnya disebabkan lemahnya manajemen koperasi, belum memadainya SDM perkoperasian serta belum optimalnya dedikasi aparat pembina Koperasi, di samping belum tingginya kesadaran berkoperasi di masyarakat. Produktivitas yang belum optimal serta daya saing produk yang dihasilkan masih rendah. Hal ini pada umumnya disebabkan oleh kurangnya kualitas sumber daya manusia serta masih terbatasnya akses KUKM ke sumberdaya produktif.
Dalam upaya meningkatkan investasi di Sumatera Barat, BKPMP Sumatera Barat selalu berupaya untuk berkoordinasi dengan instansi terkait pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta dunia usaha. Baik dalam upaya penyelesaian permasalahan/kendala didalam pelaksanaan penanaman modal maupun dalam mensinergikan progam kegiatan secara formal melalui forum dan pertemuan koordinasi perencanaan. Pada tahun 2013 BKPMP telah mengadakan Pertemuan koodinasi perencanaan dengan instansi terkait provinsi dan kabupaten/kota serta telah mengikuti Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal (KP3MN) ditingkat regional dan nasional. Pada masing-masing pertemuan tersebut telah dibahas permasalalahan dan tindak lanjut terhadap perencanan dan pelaksanaan penanaman modal dengan instansi terkait provinsi dan kabupatenkota serta di wilayah Sumatera dan Nasional. Pada pertemuan tersebut juga telah disinergikan program/kegiatan antara kabupaten/kota, regional dan nasional.
Pada tahun 2014, permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam Pengembangan Industri Olahan dan Perdagangan, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi, dan Iklim Investasi adalah:
1. Koordinasi kelembagaan investasi yang belum optimal dapat memperlambat upaya-upaya peningkatan penanaman modal;
2. Masih belum tersedianya informasi yang akurat dan minimnya dokumen perencanaan pendukung investasi (master plan, feasibility study, DED, Business plan) yang dibutuhkan oleh calon investor dalam kaitannya dengan penanaman modal di daerah;
3. Masih belum optimalnya pelayanan perizinan dalam rangka PTSP bidang penanaman modal karena persepsi tentang penyelenggaraan PTSP bidang penanaman modal oleh SKPD terkait masih belum sama, sehingga dalam implementasinya dukungan sebagian SKPD/Instansi terkait terhadap penyelenggaraan PTSP khususnya dalam pelayanan perizinan dan non perizinan teknis belum maksimal;
4. Masih belum terwujudnya jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten. Lemahnya penegakan hukum yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga. Disamping itu, efisiensi peradilan dalam penyelesaian sengketa masih rendah dan biaya untuk mendapatkan kepastian hukum dari peradilan di Indonesia relatif tinggi. Dibandingkan Negara-negara di Asia, peradilan di Indonesia termasuk lama dalam penyelesaian sengketa usaha;
5. Berlarutnya penyelesaian Ranperda Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat dan belum tersedianya peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang sangat berpengaruh terhadap pengembangan penanaman modal.
6. Promosi potensi dan peluang investasi belum maksimal;
7. Masih kurangnya kesadaran PMA/PMDN dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), hal ini disebabkan kurang tegasnya sanksi yang diberikan; dan 
8. Keuangan negara dan keuangan daerah belum mampu mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, sanitasi dan pendidikan yang memadai serta untuk pembiayaan upaya-upaya peningkatan penanaman modal.
2.3.7. Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya
Untuk proritas pengembangan kawasan wisata alam dan budaya masih mempunyai  permasalahan serta sasaran yang belum tercapai dalam bidang kebudayaan adalah sebagai berikut: 
1. Belum optimalnya pengembangan seni dan budaya.
2. Belum optimalnya fasilitasi dan pemeliharaan koleksi museum daerah.
3. Belum optimalnya pemanfaatan, peran dan fungsi pemangku dan lembaga adat dalam penanaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya minangkabau.
4. Belum tersedianya rencana induk pengembangan kebudayaan dan standar pelayanan minimal kesenian sebagai arah dan tahapan pengembangan kebuyadayaan.
5. Belum optimalnya apresiasi dan kebanggaan terhadap budaya daerah  bagi generasi muda.
6. Kesulitan dalam pengambilan gambar di objek wisata yang menjadi tujuan kegiatan karena belum tersedianya akses yang baik.
7. Belum terorganisirnya informasi tentang sejarah purbakala di Kabupaten /Kota yang dituju.
8. Masih terbatasnya bahan baku perak dan SDM yang ahli dalam membuat cenderamata.
9. Belum banyak seniman/pelaku seni yang terakomodir untuk dipergelarkan karyanya di Taman Budaya Sumbar, mengingat keterbatasan anggaran, namun hal ini bisa di atasi  dengan jalan kerjasama dengan berbagai pihak
Permasalahan yang sedang dihadapi dunia pariwisata Sumatera Barat adalah mulai dari minimnya informasi, rendahnya kualitas obyek wisata, infrastruktur yang kurang baik sampai kepada mutu pelayanan yang diberikan kepada para wisatawan. Kendala pembangunan pariwisata dimaksud dapat digambarkan dalam uraian berikut ini.      
1. Rendahnya kualitas produk wisata. 
2. Kurangnya promosi pariwisata. 
3. Kesadaran wisata masyarakat yang masih rendah. 
4. Belum terintegrasinya seni budaya dengan  paket-paket  wisata. 
5. Partisipasi publik masih rendah. 
6. Lemahnya koordinasi pemerintah provinsi dengan dan sesama pemerintah kabupaten/kota. 
7. Lemahnya promosi dan informasi pariwisata. 
8. Lemahnya dukungan infrastruktur pendukung pariwisata.
9. Belum terjadwalnya dengan baik iven-iven pariwisata yang dilaksanakan (jadwal sering berubah).
10. Even promosi pariwisata yang belum dikemas dengan baik.
11. Jumlah materi promosi yang masih terbatas dan belum memenuhi standar.
12. Belum maksimalnya pemanfaatan forum-forum antar lembaga seperti: IMT-GT,NGO dll.
2.3.8. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal
1. Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan kerjasama perencanaan dengan lembaga pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya  
2. Masih tinggi tingkat pengangguran 
3. Masih rendahnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur serta kurangnya ketersediaan.
4. Belum optimalnya fasilitas sarana prasarana pelatihan pada UPTD
5. Belum optimalnya koordinasi penurunan angka pengangguran dengan lembaga pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya 
6. Pada Bidang Transmigrasi, permasalahan pada kegiatan pengukuran/rancang kapling lahan, tidak bersedia masyarakat untuk diindentifikasi lahan yang bermasalah
7. Realisasi kegiatan tidak optimal karena penempatan transmigran untuk PTB Koto Tangah Kabupaten Lima Puluh Kota, dan UPT Padang Tarok Kabupaten Sijunjung tidak bisa dilaksanakan karena 2 (dua) UPT tersebut tidak jadi ditempatkan oleh warga Transmigran tahun 2013, karena tidak terealisasinya pembangunan fisik 100%. 
8. Tidak terjadinya penempatan dilokasi transmigrasi, karena belum selesainya fasilitas kebutuhan dasar bagi warga transmigrasi .
9. Tingginya pertumbuhan penduduk dengan jumlah tamatan SMA dan Perguruan Tinggi yang tidak terakomodir oleh lapangan kerja yang ada 
10. Belum tersedianya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang akurat dari seluruh Kab/Kota. 
11. Dampak dari Otonomi daerah, tidak adanya wewenang Provinsi untuk  menekankan kepada Kab/Kota agar melaksanakan program pembangunan kesejahteraan sosial, hal ini dapat mempengaruhi dari ingkat capaian program belum mendapatkan hasil yang optimal.
12. Tingkat Kemiskinan masih relatif tinggi yaitu lebih kurang 7,56 %, sebenarnya sudah mencapai target RPJM untuk tahun 2013 yaitu  sebesar 7,75%, tapi untuk tahun 2014 ini tugan dalam rangka penurunan angka kemiskinan harus lebih serius yaitu sesuai dengan target RPJMD Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2014 harus ditekan menjadi 7,35%
13. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan cenderung menurun, bahkan menganggap bahwa pembangunan adalah tugas pemerintah 
14. Angka Pengangguran relatif tinggi yaitu untuk tahun 2013 sekitar  6,99% lebih tinggi dari target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2010-2015 yaitu 5,86%. 
15. Kurangnya tenaga muda potensial dan terdidik untuk mengabdi dan berusaha di perdesaan.
16. Kelembagaan Pemberdayaan masyarakat sebagai mitra pemerintahan nagari dalam proses pembangunan belum berfungsi dan difungsikan.
17. Lembaga keuangan mikro di perdesaan belum mampu melayani kebutuhan modal usaha produktif secara murah, ringan dan cepat (muringpat).
2.3.9. Pengembangan Energi dan Pembangunan Infrastruktur
Beberapa permasalahan dalam pengembangan energi dan pembangunan infrastruktur antara lain: 
1. Masih rendahnya tingkat penggunaan dan pengembangan energi terbarukan (renewable energy) untuk memenuhi kebutuhan energi yang cenderung meningkat untuk segala sektor
2. Belum memadainya ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur kelistrikan di sebagian besar daerah terisolir/terpencil/perbatasan 
3. Terbatasnya pendanaan/investasi baik dari Pemerintah maupun swasta untuk pengembangan potensi energi baru terbarukan 
4. Tingginya frekuensi bencana alam yang merusak prasarana fisik, dan berdampak kepada tingginya biaya pembangunan, operasional dan pemeliharaan yang harus dialokasikan;
5. Belum terpadunya pengelolaan infrastruktur, baik untuk pengelolaan sumber daya air maupun penanganan sistem dan jaringan jalan kabupaten, kota, provinsi dan nasional;
6. Sulitnya pembebasan lahan dalam pembangunan infrastruktur sehingga menghambat upaya percepatan pembangunan infrastruktur;
7. Masih Rendahnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat serta swasta dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, 
8. Masih banyaknya masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni yang tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai, 
9. Masih tingginya backlog perumahan, serta berubahnya indeks kegempaan sehingga standar pembangunan rumah dan bangunan  juga semakin mahal
10. Masih rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan sampah dan drainase), 
11. Belum optimalnya sistim perencanaan penyediaan air minum dan penanganan sampah serta terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek penyediaan air minum dan pengelolaan sampah, 
12. Masih belum terwujudnya transportasi yang ramah lingkungan;
13. Belum memadainya ketersediaan infrastruktur dan sistem pelayanan transportasi;
14. Belum optimalnya keterpaduan antarmoda dan intermoda transportasi.

2.3.10. Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Bencana selalu berdampak terhadap aktifitas perekonomian suatu daerah. Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang rawan bencana, baik berupa bencana alam, seperti gempa, tanah longsor dan banjir. Dampak yang paling dirasakan dengan adanya bencana adalah terganggunya aktivitas perekonomian masyarakat baik dilokasi bencana maupun daerah tetangga. Sementara itu kualitas lingkungan Sumatera Barat terus menurun. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya pencemaran air, rusaknya daerah aliran sungai (DAS) dan lahan yang telah menyebabkan menurunnya fungsi daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia. Berdasarkan hal diatas pada tahun 2012 permasalahan pembangunan daerah untuk prioritas 10 masih sama dengan tahn sebelumnya yang meliputi :
· Masalah terkait bencana alam
1. Belum optimalnya informasi kebencanaan kepada masyarakat
2. Sarana prasarana penanggulangan bencana belum memadai
3. Masih rendahnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana
4. Pengelolaan dan penanganan dampak bencana alam belum memadai
· Masalah terkait kuantitas/ketersediaan air
1. Terjadi perbedaan debit air sungai antara musim kemarau dan musim hujan yang sangat menyolok di beberapa sungai.
2. Terjadi perbedaan tinggi permukaan air yang signifikan pada danau yang dimanfaat PLTA,
3. Terjadi kerusakan daerah aliran sungai (DAS) dan daerah tangkapan air (DTA) sebagai sumber dari ketersediaan air.
· Masalah terkait kualitas air
1. Sungai-sungai yang alirannya melewati pusat kota masih mengalami masalah pencemaran yang cukup tinggi,
2. Pada sungai-sungai di pedesaan yang terdapat aktifitas penambangan emas, cendrung terdapat logam-logam lainnya yang menyebabkan kualitas air menurun.
3. Permasalahan kualitas air danau terkait dengan sistim perikanan dan limbah domestik.
· Masalah terkait kualitas udara
1. Kualitas udara kabupaten/kota masih baik kecuali beberapa titik di Kota Padang dan Bukitinggi.
2. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan perkembangan industri pabrik kelapa sawit akan salah satu penyumbang pencemaran udara yang potensial ke depannya.
· Masalah terkait dari lahan dan hutan
1. Terjadi perubahan fungsi lahan yang cukup akibat perubahan fungsi lahan ke perkebunan dan pemukiman serta peruntukan lainnya.
2. Terjadi peningkatan lahan kritis di penambangan, pembalakan hutan secara illegal.
· Masalah terkait keanekaragaman hayati
1. Perkembangan status keanekaragaman hayati belum terdata secara kuantitatif,
2. Kecendrungan peningkatan tekanan terhadap kawasan cagar alam terutama yang dilintasi jalan utama,
· Masalah terkait wilayah pesisir dan laut
1. Kerusakan manggrove akibat laju erosi yang tinggi,
2. Kerusakan terumbu karang akibat penggunaan sistim penangkapan yang tidak ramah lingkungan,
3. Terjadi abrasi pantai pada daerah-daerah pesisir yang tekanan pada pada sempadan pantainya tinggi.
· Masalah terkait dengan lingkungan pemukiman
1. Beberapa daerah belum memadai sanitasi lingkungannya.
2. Tingginya pemanfaatan sempadan dan kawasan berbahaya.

2.4. Isu-Isu Strategis RKPD Tahun 2016
Hasil evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 dan memperhatikan pelaksanaan tahun berjalan 2015 serta memperhatikan peluang dan tantangan pembangunan ke depan, dirumuskan beberapa isu strategis sebagai berikut:
1. Pemerataan Akses dan Layanan Pendidikan 
Pendidikan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan pembangunan yang berkualitas menuju masyarakat yang maju dan berkeadilan. Rata-rata lama sekolah mayarakat ternyata memberikan pengaruh yang signifikan terhadap percepatan pembangunan. Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan masyarakat yang semakin tinggi. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan masyarakat harus dilakukan melalui pendekatan sistem dan integratif.
Penguatan sumberdaya manusia menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting untuk menghadapi persaingan global. Dalam hal ini Pemerintah Sumatera Barat perlu melakukan percepatan peningkatan lama sekolah bagi penduduk usia 15 tahun ke atas. Prioritas peningkatan pemerataan pendidikan diarahkan pada penuntasan wajib belajar 9 tahun sampai 12 tahun dengan memberikan akses pendidikan untuk semua. Beberapa prioritas yang penting perlu dirumuskan dalam pemerataan akses pendidikan sebagai berikut : 
a. Lama Sekolah. Rata-rata lama sekolah masyarakat Sumatera Barat masih tergolong rendah yaitu 8,63 untuk tahun 2014, ini berarti masih setara dengan kelas III Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP). Ini adalah kondisi yang paradok, disatu sisi kita diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga SDM untuk daerah lain, namun disatu segi lain tingkat pendidikan masyarakat kita secara umum masih tergolong rendah. Provinsi Sumatera Barat harus berusaha secepatnya meningkatkan lama sekolah bagi masyarakat Sumatera Barat. Kalau ini tidak diperhatikan maka SDM kita akan ketinggalan kualitasnya dengan daerah lain.
b. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini. Pendidikan usia dini sangat diperlukan, apalagi usia tersebut berada pada masa ”golden age” yang butuh perhatian serius bagi semua pihak terkait. Keberhasilan pendidikan anak usia dini sangat berpengaruh pada perkembangan anak pada periode usia berikutnya. Perkembangan kepribadian pada masa ini akan menjadi dasar untuk perkembangan usia berikutnya. Dengan demikian pendidikan usia dini sangat penting dan perlu dilaksanakan dengan baik.
c. Akses  Pendidikan Dasar dan Menengah
  Dukungan fasilitas pendidikan yang memadai akan berdampak pada meningkatnya mutu pendidikan dan menarik calon peserta didik dari daerah lain untuk melanjutkan pendidikan di Sumatera Barat. Di samping itu boarding school menjadi salah satu kebutuhan yang cukup penting agar pendidikan dapat dikelola dengan baik, sehingga terwujudlah Sumatera Barat menjadi pusat pendidikan yang bernuansa Islami.


d. Pendidikan Non Formal dan Informal
Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa angka putus sekolah masih belum bisa dihindarkan tahun 2013 tingkat SD ada 0,21%; SLTP sebanyak 0,37%, dan tingkat SLTA berjumlah  0,89%. Persoalan ini perlu dicari alternatif pemecahannya. Di samping itu masih ada masyarakat usia 15-24 tahun mengalami buta aksara. Pendidikan formal tidak mungkin mampu mengatasi persoalan anak putus sekolah maupun masyarakat yang buta aksara. Untuk mengatasi persoalan tersebut diperlukan pendidikan non formal dan informal untuk menangani masalah pendidikan bagi anak-anak putus sekolah, dan menangani masyarakat yang buta aksara menjadi melek huruf.
e. Pendidikan Luar Biasa
Pengertian pendidikan luar biasa atau sering juga disebut pendidikan anak berkebutuhan khusus, mempunyai dua makna. Makna pertama anak luar biasa adalah anak yang mengalami “ketunaan” seperti tuna netra, tuna daksa, tuna grahita, dll., yang mana anak-anak seperti itu tidak bisa mengikuti secara penuh pembelajaran yang diterapkan untuk anak-anak normal. Mereka memerlukan metode dan teknik pembelajaran yang khusus.
Makna kedua anak luar plus yaitu anak-anak yang memiliki kemampuan khusus/lebih tinggi disbanding dengan ana-anak normal biasa, seperti anak yang sangat cerdas, genius, indigo, dll. Potensi yang hebat tersebut tidak bisa berkembang secara optimal bilamana mereka diberi fasilitas pembelajaran yang kapasitasnya hanya untuk anak-anak normal dan cerdas saja. Akibatnya di Sumatera Barat khusunya dan Indonesia pada umumnya sulit menemukan orang-orang yang luar biasa hebatnya, pada hal ada 0,5% anak yang memiliki potensi yang begitu hebat. Dalam media masa pernah kita mendengar dan/atau melihat anak yang remaja yang menguasai banyak bahasa asing dan menguncapkannya secara lancar, hafiz Al’Quran pada hal usianya masih sangat muda/kecil, hebat dalam matematika dsb. Namun anak-anak seperti itu belum/tidak mendapatkan pembinaan/pendidikan secara khusus, akibatnya kita tidak dapat memberdayakan anak-anak/orang-orang yang hebat tersebut untuk kemajuan bangsa. Berkaitan dengan perosalan tersebut kita perlu memikirkan dan mengembangkan pendidikan untuk anak-anak luar biasa tersebut.
f. Pendidikan Berkarakter. Pendidikan karakter menjadi isu secara nasional, bahkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan perlunya revolusi mental untuk bangsa kita. Secara nasional masalah pendidikan berkarakter telah menjadi perhatian serius, dibuktikan dengan dimasukkannya menjadi kurikulum pendidikan tahun 2013. Pendidikan karakter juga perlu dilakukan dalam setting pendidikan non formal, informal termasuk bagi pemuda dan anggota masyarakat.
Ini mengisyaratkan bahwa karakter bangsa kita perlu dikembangkan kearah yang lebih baik/positif sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai bangsa yang bermartabat. Kita menyadari bahwa pendidikan karakter mesti dimulai sejak usia dini, kerja sama antara pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat perlu dijalin dengan baik.
g. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. Upaya mencerdaskan masyarakat tidak akan terlepas dari membiasakannya  untuk gemar membaca, dan membaca menjadikan kebutuhan dalam hidupnya. Banyak hal yang diperoleh melalui membaca, dari hasil bacaannya itu orang akan berinovasi, mengembangkan kreativitasnya, dan banyak bisa dilakukan untuk kemajuan hidupnya. Minat alami masyarakat gemar membaca seharusnya mendapatkan perhatian yang serius oleh pemerintah daerah tingkat propinsi, kabupaten, dan kota, dengan menyediakan fasilitas yang mudah di akses oleh masyarakat. Perpustakaan yang dikelola oleh pemerintah daerah perlu bersinergi dengan perpustakaan yang ada di lembaga-lembaga pendidikan. Perpustakaan daerah mestinya menjadi sumber pusat kajian berbagai bidang ilmu, kajian budaya, oleh karena itu perlu menyediakan informasi yang cukup lengkap khususnya tentang budaya daerahdan dikelola secara modern dengan teknologi yang canggih.
Dari hasil evaluasi, studi literatur, studi lapangan, dan studi banding ke Provinsi tetangga (Propinsi: Riau, Jambi, Bengkulu, dan Medan), dapat diketahui peluang dan tantangan yang ada dalam bidang pendidikan sebagai berikut. 
Peluang :
a. Hingga saat ini Sumatera Barat masih dikenal oleh masyarakat di luar Sumatera Barat sebagai propinsi yang banyak menghasilkan cendekiawan berkaliber nasional bahkan internasional. Banyak negarawan yang berasal dari sumatera barat, kondisi ini menimbulkan kepercayaan bahwa Sumatera Barat dapat melahirkan SDM yang berkualitas dan mampu mengelola pendidikan dengan baik. Hal ini dibuktikan banyaknya orangtua dari luar Propinsi Sumatera Barat yang berkeinginan untuk menyekolahkan anaknya di Kota Padang khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya. Untuk tingkat perguruan tinggi bahkan ada calon mahasiswa yang berasal dari nagara lain seperti Malaysia, Singapura, dll. 
b. Banyak peminat yang ingin masuk pesantren tetapi di Sumatera Barat belum ada sekolah/pesantren yang dikelola secara modern, bahkan daerah Jambi, Bengkulu, Riau, dan Sumatera Utara Bagian Selatan juga belum ada sekolah pesantren yang terkenal, sehingga para peminat yang ingin masuk pesantren modern tersebut umumnya pergi ke daerah lain seperti ke Pulau Jawa. Ini merupakan peluang yang sangat besar bagi Pemerintah Sumatera Barat untuk menampung peminat tersebut. 
c. Filosofis masyarakat Minangkabau (Sumatera Barat) “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” diyakini oleh masyarakat luar Sumatera Barat bahwa nuansa ke-Islaman dalam kehidupan masyarakat Minangkabau sangat tinggi, dengan demikian berdampak pada kepercayaan mereka akan rasa aman dan damai bilamana anaknya melanjutkan pendidikan di Sumatera Barat. Ditambah lagi masyarakat Minangkabau memiliki kekhususan budaya “Matrilinial” menjadi kajian khusus bagi yang ingin mendalami aspek budaya tersebut. 
d. Pada tingkat perguruan tinggi Sumatera Barat memiliki program unggulan khususnya bidang kedokteran (UNAND), pada bidang tersebut kita ketahui bahwa calon mahasiswa/mahasiswi dari Malaysia jumlahnya cukup banyak. Bagaimana Pemerintah daerah Sumatera Barat berkontribusi dalam mengembangkan program-program unggulan itu sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya. 
Tantangan 
a. Belum semua sekolah/pesantren, dan perguruan tinggi, termasuk masyarakat umum, menyediakan fasilitas tempat tinggal yang memadai (representatif) bagi siswa/mahasiswa yang memerlukannya. Sekolah Boarding School (sekolah berasrama) di Sumatera Barat jumlahnya masih sangat terbatas, padahal sekolah ini dapat menyediakan fasilitas yang cukup memadai dan dikelola dengan sistem yang tentunya lebih baik dibanding sekolah yang bukan boarding school. Akibatnya masyarakat dari daerah/Propinsi di luar Sumatera Barat berkurang minatnya untuk menyekolahkan anaknya di daerah kita ini. 
b. Lembaga pendidikan khususnya pesantren yang ada di Sumatera Barat ini, pada umumnya masih dikelola secara tradisional (belum semuanya dikelola secara modern), akibatnya cukup banyak masyarakat di Sumatera Barat dan propinsi lainnya di wilayah Sumatera menyekolahkan anaknya ke pesantren yang sudah maju dan dikalola dengan baik terutama di Pulau Jawa yang pendidikan/Pesantrennya dikelola secara lebih baik dan modern. 
c. Kemajuan teknologi-informatika yang begitu cepat dan mudah diakses oleh masyarakat pada umumnya berdampak pada perilaku sebagian generasi muda, terjadi pergeseran nilai-nilai yang adakalanya bertentangan dengan norma dan adat-istiadat Minangkabau. Bilamana hal ini tidak diantisipasi secara bijaksana oleh pemerintah daerah Sumatera Barat, maka karakter generasi muda akan mengalami perubahan yang mengarah pada sifat-sifat yang melanggar norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Minangkabau. Pendidikan kembali ke surau dan filosofis “adat basandi syarak, syarak basandi kitabulloh” hanyalah akan menjadi kata-kata indah belaka. Pendidikan karakter tidak bisa diserahkan kepada fihak sekolah saja, melainkan fihak keluarga memegang peranan yang amat penting, pendidikan usia dini merupakan salah satu alternatif yang tepat melalui jalur pendidikan non formal. 
d. Sumber daya alam (SDA) yang ada di Sumatera Barat belum dikelola secara optimal, berdampak pada status ekonomi masyarakat tidak berkembang dan tidak merata seperti yang diharapkan, akibatnya masih cukup banyak anak-anak putus sekolah karena kekurangan biaya (meskipun biaya sekolah gratis), dan harus bekerja membantu orangtuanya. 
Peta geografis daerah Sumatera Barat cukup luas dan infrastruktur belum dapat diwujudkan dengan baik dan merata, akibatnya masih terdapat sekolah-sekolah yang berada didaerah terpencil dan/atau terbelakang. Hal ini berdampak pada permasalahan pemerataan dan mutu pendidikan di Sumatera Barat.


2. Peningkatan Kualitas Pelayananan Kesehatan
Penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu 2010–2014 cukup membuahkan hasil yang diharapkan, tetapi untuk pembangunan kedepan masih terdapat persoalan dan tantangan dari berbagai aspek yang dihadapi. 
Dari faktor sosial budaya dapat dikemukakan bahwa kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan tenaga dan fasilitas kesehatan khususnya didaerah pedesaan belum optimal. Sebagian masyarakat khususnya didaerah pedesaan masih mempunyai perilaku, kebiasaan, tradisi dan kepercayaan masyarakat yang cenderung untuk memanfaatkan tenaga dukun beranak dalam pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan. Kondisi ini terkait dengan masih kurang optimalnya upaya prefentif, promotif, dan pemberdayaan masyarakat, terutama didaerah terpencil.
Permasalahan lainnya terkait dengan adanya disparitas akses pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak yang mencakup fasilitas, tenaga dan jaminan pelayanan kesehatan. Dari kondisi pelayanan kesehatan tampaknya kualitas pelayanan kesehatan dan kompetensi tenaga kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar pelayanan.
Dari kondisi-kondisi sosial budaya dan sarana dan prasarana di atas dapat diuraikan permasalahan dalam bidang kesehatan yaitu: (1) Intensitas beberapa penyakit menular dan tidak menular serta malnutrisi makin meningkat dan terjadi penyebaran beberapa penyakit menular (multiple burden of desease) diluar sasaran MDGs 2015, ada ancaman meningkatnya atau munculnya penyakit lain (new emerging dan re-emerging) serta kejadian luar biasa yang diakibatkan adanya perubahan perilaku manusia dan lingkungan, (2) Sistem kesehatan belum responsif terhadap kebutuhan masyarakat, berdasarkan jumlah sarana pelayanan kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan penduduk di kabupaten/kota (3) Sistem pelayanan kesehatan belum efektif dan efisien, masih berorientasi kepada kuratif daripada promotif dan preventif, hal ini terlihat dari proporsi anggaran lebih tinggi untuk kuratif, (4) Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Masyarakat, (5) Belum terpenuhinya Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan standar dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang prima; (6) Belum optimalnya aspek regulasi dan Sistem Informasi Kesehatan dalam mendukung manajemen kesehatan; (7) Pembiayaan kesehatan seluruh Kab/Kota yang masih di bawah amanat UU Kesehatan belum mencapai 10%.
Terdapat beberapa peluang dan tantangan Bidang Kesehatan: 
1. Adanya komitmen kuat dari pemerintah terhadap pencapaian target MDGs 2015 dan keberlanjutan kerjasama dengan masyarakat internasional;
2. Adanya jaminan kesehatan yang menjamin seluruh masyarakat Propinsi Sumatera Barat (universal coverage);
3. Adanya komitmen pemerintah untuk menerapkan jaminan kesehatan secara nasional yang bersifat universal coverage mulai tahun 2014;
4. Adanya kebijakan pemerintah berupa peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian tujuan MDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015.
5. Adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan HIV/AIDS.
6. Instruksi Mendagri Nomor 444.24/2259 Tahun 2013 untuk pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan HIV/AIDS, memasukkan program HIV/AIDs dalam RPJMD tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 
Sedangkan tantangan yang dihadapi meliputi: 
1. Masih adanya Wilayah rawan bencana;
2. Sumber daya alam yang semakin terdegradasi;
3. Perubahan iklim global (climate change);
4. Beredarnya produk luar (impor) dan persaingan sumber daya manusia global;
5. Belum optimalnya penguatan keberlangsungan perdamaian;
6. Meningkatnya kasus penyakit menular dan tidak menular yang menyebabkan kematian;
7. Meningkatnya mobilitas penduduk dan kemajuan teknologi;
8. Terjadinya perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi;
9. Meningkatnya penyebaran kasus penyakit menular seperti HIV/AIDs yang ditularkan melalui perilaku seksual;
10. Adanya kecenderungan penurunan kualitas udara sebagai akibat dari aktifitas dan perilaku masyarakat, baik dari masyarakat Provinsi Sumatera Barat maupun dari provinsi tetangga, yang mengakibatkan terjadinya peningkatan penyakit tidak menular seperti ISPA. 
Kebijakan pembangunan kesehatan antara lain meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif, meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu. Meningkatkan ketersedian, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan dan Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan masyarakat.
3. Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
[bookmark: 252]Isu kemiskinan hingga saat ini masih tetap menjadi isu yang belum teratasi hingga tuntas. Fenomena empiris secara historis  mengemuka bahwa akar kemiskinan terletak dalam hubungan-hubungan kekuasaan (power relations) yang terbentuk dari cara produksi – konsumsi manusia terhadap sumberdaya strategis, antara lain berupa tanah, air dan udara; akses pembangunan seperti keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik; serta ruang dan waktu.
Kondisi kemiskinan di Sumatera Barat relatif lebih baik dibandingkan dengan kondisi rata-rata kemiskinan secara nasional. Selama periode 2010-2014 angka kemiskinan Sumatera Barat selalu lebih rendah dibandingkan nasional. Fakta ini menjelaskan bahwa kinerja pemerintah Sumatera Barat dalam menurunkan angka kemiskinan cukup baik. Perkembangan Garis kemiskinan di Sumatera Barat menunjukkan kenaikan angka garis kemiskinan setiap tahun, dimana garis kemiskinan di Sumatera Barat relatif lebih tinggi dari nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk miskin di Sumatera Barat relatif lebih tinggi dari nasional. 
Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi dan sangat penting untuk ditangani melalui pelibatan atau dukungan seluruh pemangku kepentingan. Mengingat jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat masih cukup banyak (7,41% tahun 2014) dan progres penurunannya cenderung lambat, maka upaya penanggulangan kemiskinan perlu lebih dipacu melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan. Sejalan dengan hal tersebut perlu dilakukan pula pemberdayaan ekonomi masyarakat, perkuatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan pendayagunaan sumber daya potensial, pengembangan jejaring kemitraan, serta peningkatan kemampuan dan ketrampilan agar penduduk miskin mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri.
Berdasarkan dari uraian di atas dapat dijabarkan potensi dan peluang yang dihadapi Sumatera Barat ke depan terkait dengan kemiskinan adalah:
1. Data kemiskinan menunjukkan bahwa terjadi pengurangan penduduk miskin di Sumatera Barat, hal ini sekaligus memberikan sinyal bahwa program pengentasan kemiskinan berjalan dengan baik. Dan tentu saja hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah supaya lebih meningkatkan lagi program pengentasan kemiskinan dalam berbagai varian yang lebih baik. 
2. Peningkatan garis kemiskinan menunjukkan terjadi peningkatan pengeluaran atau biaya hidup bagi masyarakat miskin. Terutama untuk bahan makanan dan perumahan. Karena kedua faktor tersebut mendominasi peningkatan angka garis kemiskinan. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah bagaimana menyediakan bahan makanan murah (terjangkau daya beli masyarakat) dan perumahan yang layak bagi masyarakat miskin. 
3. Perlu sinkronisasi program pengentasan kemiskinan dari provinsi ke kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Barat, karena masih ada daerah yang tingkat kemiskinan tinggi padahal pengeluaran pemerintah sudah cukup tinggi, karena itu perlu sinkronisasi dan koordinasi dengan provinsi supaya program pengetasan kemiskinan bisa dilakukan dengan lebih baik. 
Isu pengangguran di Sumatera Barat hingga saat ini juga perlu mendapat perhatian mengingat pengangguran berkaitan dengan kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka di tahun 2014 mencapai 6,32%, melebihi nasional yang mencapai 5,70. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah Provinsi Sumatera Barat belum optimal dalam penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan nasional. Fakta ini juga mengindikasikan bahwa tingkat standar hidup nasional lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, Provinsi Sumatera Barat masih perlu bekerja keras dalam mencapai tingkat kesejahteraan rata-rata nasional dengan melibatkan lebih banyak masyarakat. Kondisi ini dapat dilakukan dengan peningkatan lapangan kerja, produktifitas dan diversfikasi usaha.
Terjadi fenomena pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke non pertanian seperti sektor jasa. Dengan melihat kondisi tersebut, maka penanganan pengangguran di Sumatera Barat berfokus pada upaya perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan kelompok petani (buruh tani dan petani penggarap), nelayan, masyarakat terkena PHK, anak putus sekolah dan sektor UMKM. Selain itu, perlu diupayakan perluasan kesempatan kerja dan lapangan usaha, peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas prasarana sarana dan pengelola Balai Latihan Kerja (BLK), pendidikan yang berorientasi pasar kerja, pengembangan informasi pasar kerja,serta pengembangan wirausaha baru sektor UMKM berbasis sumber daya local termasuk kewirausahaan di kalangan pemuda. Upaya penanganan pengangguran dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan,  pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang pada akhirnya aspek-aspek produktif tersebut diharapkan mampu menjamin keberlanjutan pasar tenaga kerja.
4. Pengamalan Nilai Agama dan Budaya
Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat terdapat prioritas pembangunan peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Isu ini menjadi strategis karena Sumatera Barat kental dengan nilai-nilai agama dan budaya, “adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah”. 
A. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama
Memperhatikan kondisi riil kehidupan agama, sosial dan budaya, bangsa dan negara Indonesia saat ini adalah sangat memprihatinkan, selain muncul isu-isu gerakan radikal dalam berbagai hal tidak terkecuali kehidupan agama. Setelah kita lakukan studi banding ke daerah tetangga ternyata hal yang sama hampir tak terelakan. Pada satu sisi pembangunan bidang fisik melaju dengan cepatnya, pada sisi lain pembangunan dalam bidang mental spritual agak terabaikan. Maka untuk mengimbangi hal tersebut, diperlukan penanaman nilai-nilai keimanan yang sesungguhnya dan menjadi prioritas bagi pembangunan Sumbar ke depannya.
Upaya peningkatan pengamalan nilai agama diimplementasikan melalui: (1) Memberikan ruang gerak yang luas terhadap umat beragama, (2) Meningkatkan dukungan terhadap pemahaman dan pengamalan agama serta peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan agama, (3) Meningkatkan upaya dialogis menjembatani perbedaan antar umat beragama, (4) Meningkatkan toleransi yang menciptakan kebersatuan dan kebersamaan umat yang harmonis, (5) Meningkatnya keberimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan mental melalui fungsi ibadah, (6) Meningkatnya pengkajian produk hukum daerah untuk peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, (7) Penampakan nilai-nilai agama dan budaya melalui papanisasi arab melayu disetiap kantor pemerintah dan non pemerintah.
B. Peningkatan Apresiasi Seni dan Budaya Daerah
Sumatera Barat dewasa ini telah berkembang kepada masyarakat yang heterogen dan bahkan multikultural. Faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut antara lain keterbukaan wilayah dan komunikasi bagi pendatang untuk bermukim tetap dalam wilayah Sumatera Barat, perbedaan tingkat kesejahteraan berbasis ekonomi di kabupaten dan kota, perbedaan tingkat pendidikan dalam masyarakat, perbedaan orientasi dan gaya hidup anggota masyarakat, dan efek pembangunan fisik, infrastruktur yang tidak seimbang dalam masyarakat. Ditengah perbedaan yang begitu menggejala, karakteristik umum masyarakat Sumatera Barat masih dominan berbasis Adat Minangkabau dan praktek ajaran Agama Islam. 
Aspek sosial dan budaya daerah dapat menjadi basis akumulasi modal dasar dalam pembangunan. Melalui akumulasi modal sosial, seni dan budaya daerah dapat mempercepat kemajuan pembangunan. Sosial dan budaya daerah tidak hanya berperan sebagai objek yang bersifat produktif, tetapi dapat berperan menjadi subjek yang bersifat produktif dalam mendorong kemajuan kehidupan masyarakat. Sosial dan budaya mampu memberi makna dan corak kemajuan yang khas bagi daerah dengan mengangkat posisi kompetitif sebuah suku bangsa di tengah keberagaman budaya daerah secara nasional. Sumatera Barat diakui memiliki kekayaan sosial dan budaya spesifik dan distinktif (khas) di antara keragaman budaya nasional. Meningkatkan apresiasi sosial, seni dan budaya daerah adalah wujud dari sebuah pengakuan bahwa budaya lokal Sumatera Barat mampu mengangkat modal sosial yang diperlukan untuk kemajuan pembangunan masyarakat. 
Pembangunan kebudayaan merupakan proses pembangunan sumber daya manusia yang difokuskan pada upaya untuk menumbuhkembangkan daya akal dan gagasan inovatif; penanaman dan pelestarian dari nilai, norma dan identitas sosial serta kepribadian masyarakat yang positif; penggalian dan pemaknaan simbol-simbol budaya Minangkabau sebagai acuan perilaku masyarakat serta pengembangan pola perilaku sosial masyarakat yang lebih konstruktif, melalui peningkatan apresiasi terhadap sosial, seni dan budaya daerah. Sementara itu, pembinaan dan penampakan kehidupan beragama juga tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai budaya yang telah tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Sumatera Barat. 
Rumah Gadang dan Keturunanannya adalah dua simbol figur kuat perempuan dalam menentukan asal usul (procreation) dan arah (orientation) dari keturunan suatu kaum. Walaupun demikian kekuatan mereka barulah berada pada domain domestik, sementara pada domain publik, kedudukan mereka diperkuat dan dijalankan oleh kelompok kerabat laki-laki seketurunan ibu. Permasalahan terjadi dalam kehidupan perempuan Minangkabau yaitu peran Bundo Kanduang semakin tidak signifikan (utama). Porsi perempuan dalam keluarga digantikan oleh lembaga di luar keluarga, dalam ruang publik, peran perempuan juga semakin tidak penting dalam masyarakatnya. 
Kelembagaan adat dan agama adalah cerminan dari bagaimana aturan adat dijaga dan dipraktekkan dalam suatu kesatuan masyarakat hukum adat (nagari). Kelembagaan ini diwakili oleh peran kaum adat, urang ampek jinih, ninik mamak, atau kelembagaan tungku tigo sajarangan. Eksistensi mereka bergantung kepada keberadaan hukum adat yang dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh anggota suatu kaum dan suku. Filosofi aturan adat dalam sejarah atau asal usulnya datang dari nilai ajaran agama Islam. Persoalannya dewasa ini adalah kelembagaan adat semakin menurun fungsinya sejalan dengan semakin memudarnya kepatuhan menjalankan norma dan nilai adat dalam masyarakat. Sehingga, semakin banyak masyarakat yang tidak mengenal dengan baik tentang fungsi, peran dan tujuan dari kelembagaan adat, terutama dikalangan generasi muda terdidik tentu akan parah lagi bagi mereka yang belum terpelajar. 
Karena agama orang Minangkabau adalah Islam, maka batas kesopan-santunan, nilai budaya dan agama untuk pergaulan menjadi dasar bagi jati diri Minangkabau, raso pareso, ereang jo gendeang. Semenjak masuknya arus globalisasi melalui aplikasi komunikasi dan informasi pola interaksi sosial semakin berkembang. Hal ini dapat dibuktikan dengan berkembangnya ikatan komunitas di luar batas kesatuan identitas sosial nagari, suku atau kaum. Ikatan sosial sudah berdasarkan kepada kepentingan politik dan ekonomi. Sementara ini, sejalan dengan perkembangan teknologi, peralatan canggih untuk menopang kehidupan sehari-hari ditengah masyarakat justru melahirkan perilaku sosial yang keluar dari nilai kemuliaan. Masyarakat berubah ke arah yang tidak menentu karena tidak dapat diukur menurut tuntutan nilai-nilai budaya Minangkabau.
Upaya-upaya peningkatan apresiasi seni dan budaya daerah dilaksanakan melalui: (1) Mengembangkan kehidupan budaya menuju peradaban yang bermartabat dilandasi moralitas tinggi; (2) Memupuk rasa percaya diri serta mengembangkan identitas budaya; (3) Memupuk rasa solidaritas sosial serta mengembangkan toleransi perbedaan budaya; (4) Mengembangkan pendidikan budaya sejak dini dan mengembangkan partisipasi masyarakat; (5) Mengembangkan kreatifitas budaya; (6) Mengembangkan iklim dan suasana kehidupan seni dan budaya yang kondusif; (7) Mengembangkan kelembagaan masyarakat adat dan meningkatkan peran ulama, niniak mamak dan cadiak pandai dalam penerapan nilai-nilai adat, seni dan budaya.
5. Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Isu strategis dalam kependudukan adalah peningkatan jumlah penduduk yang masih di atas proyeksi yaitu 1,34%. Masalah kependudukan dan catatan sipil di Sumatera Barat mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah daerah mengingat daerah ini terus mengalami perkembangan sehingga berdampak pada bertambahnya penduduk Sumatera Barat secara signifikan dan diperkirakan pada 30 tahun ke depan jumlah penduduk bertambah dua kali lipat. Dari laporan BPS Sumatera Barat hingga tahun 2012 jumlah penduduk Sumatera Barat mencapai 4,95 juta orang. 
Semakin bertambahnya penduduk Sumatera Barat ini, maka dibutuhkan suatu kebijakan yang bermanfaat bagi pembangunan daerah. Mengacu pada kebijakan nasional, salah satu skenario yang dipersiapkan sejak tahun 1970an adalah pemanfaatan bonus demografi, yaitu tahun 2020-2045 Indonesia dapat mencapainya sehingga membawa dampak positif bagi pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang mengarah pada pemanfaatan pertambahan penduduk ini sehingga bermanfaat bagi pembangunan Sumatera Barat. 
Isu lainnya adalah mengenai administrasi kependudukan, dimana tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan kelahiran/kematian, talak/rujuk dan pindah/datang ke kantor pemerintah masih rendah. Hal ini mengakibatkan data administrasi kependudukan menjadi tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dengan adanya mutasi penduduk ini, maka perlu ada pembenahan administrasi kependudukan dengan baik sehingga jumlah yang terus bertambah ini dapat dimanfaatkan menjadi potensi dalam melaksanakan pembangunan. Keseriusan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan pembenahan administrasi ini sebenarnya dapat dilihat dari Program Prioritas yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015, yaitu Program Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
Adapun peluang dan tantangan yang dapat diidentifikasi terkait dengan kependudukan di Sumatera Barat ini adalah: 
a. Laju pertumbuhan penduduk masyarakat Sumatera Barat yang relatif sedang dapat dimanfaatkan untuk penyiapan angkatan kerja yang dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja; 
b. Tersedianya teknologi komunikasi dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk pendataan penduduk sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah; 
Tantangan yang juga merupakan masalah dari aspek kependudukan dan catatan sipil ini adalah: 
a. Pemanfaatan sumber daya manusia yang melimpah yang belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan sebagai angkatan kerja yang produktif;
b. Masih ada masyarakat yang belum terdata oleh pemerintah daerah baik dalam bentuk pengakuan ke dalam akta kelahiran, KTP dan KK sebagai penduduk di kabupaten dan kota; 
c. Masih rendahnya kemampuan pemerintah daerah memobilisasi partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Padahal jumlahnya yang banyak dapat menjadi modal dasar dalam meringankan pekerjaan pemerintah daerah di kabupaten dan kota. 
Keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan tercermin dari Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Provinsi Sumatera Barat termasuk Provinsi dengan IPG tertinggi dibandingkan provins lainnya di Indonesia. 
Namun demikian, perencanaan dan penganggaran di Provinsi Sumatera Barat masih belum responsive gender dan belum berbasis terutama pada pemenuhan hak anak dan penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari minimnya keterlibatan perempuan dan anak dalam proses perencanaan pembangunan mulai dari tingkat nagari sampai tingkat provinsi, sehingga kebutuhan-kebutuhan spesifik perempuan dan anak belum terakomodir dalam program-program pembangunan. Disamping itu pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak masih rendah. Penanganan korban kekerasan dan pelayanan lainnya masih tidak terekam dengan baik, dan diyakini masih lebih banyak perempuan dan anak korban kekerasan yang tidak terdeteksi.
Adapun peluang dan tantangan yang ada yaitu: 
· Adanya komitmen kuat dari pemerintah terhadapProgram Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) yang merupakan rangkaian pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga kecil berkualitas, sebagai langkah penting pembangunan bangsa yang berkelanjutan. 
Sedangkan tantangan yang akan dihadapi adalah: 
· Kondisi kependudukan di Sumatera Barat saat ini baik yang menyangkut kuantitas, kualitas maupun persebarannya merupakan tantangan yang harus dihadapi demi tercapainya keberhasilan pembangunan di Sumatera Barat.
6. Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan
Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi hal penting dalam keberlanjutan penghidupan bagi masyarakat. Saat ini, situasi pangan di Sumatera Barat berada pada tataran konstruksi ketahanan pangan, walaupun secara statistik Sumatera Barat berada pada surplus komoditas pangan dan merupakan kontributor pangan regional dan nasional. 
Namun yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa tata kelola produksi pangan justru membuka ruang yang sangat luas bagi pemilik modal dan industri besar untuk memproduksi pangan secara massal, sehingga produsen pangan kecil menjadi tidak berdaya dan rakyat menjadi tergantung pada produk pangan massal. Sehingga dalam konteks ini, persoalan terbesar pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat adalah pada ketidakberdayaan masyarakat dan pemerintah dalam membangun kemampuan pangan lokal berdaulat, yang didukung dengan regenerasi petani, penyediaan alat produksi serta tanah di pedesaan.
[bookmark: 255]Kedaulatan pangan menjadi isu penting dalam pembangunan Sumatera Barat ke depan. Kedaulatan pangan adalah hak rakyat dan pemerintah Sumatera Barat sebagai bagian dari NKRI, untuk menentukan sendiri kebijakan dan strategi produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang sehat dan sesuai dengan sumberdaya dan budaya lokal, dengan tetap memperhatikan metode yang ramah lingkungan, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan memberikan perlindungan serta dukungan terutama untuk mayoritas petani dan nelayan kecil penghasil pangan, pedagang kecil dan rakyat miskin yang rawan pangan. Kedaulatan pangan ini akan menjadi strategi alternatif untuk mencapai ketahanan dan keamanan pangan sejati.
[bookmark: _GoBack]Kedaulatan pangan di Sumatera Barat diwujudkan melalui empat pilar, yaitu: 1) reformasi agraria dengan melindungi dan menata ulang sumber-sumber produksi pangan; 2) mewujudkan pertanian berkelanjutan melalui pemeliharaan dan pengembangan pertanian berbasis bahan baku, sumberdaya dan kearifan lokal; 3) menciptakan cadangan pangan dari surplus produksi pangan serta melakukan perdagangan pangan yang adil, yang mampu memberikan penghasilan lebih pada produsen pangan kecil; dan 4) mengembangkan pola konsumsi dan diversifikasi produk aneka pangan lokal, dan tidak hanya tergantung pada bahan pangan eksternal.
7. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan
Isu-isu srategis terkait Lingkungan Hidup dapat dikelompokkan berdasarkan keterkaitannya dengan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kelembagaan. Permasalahan yang terdapat dalam lingkungan hidup meliputi; eksploitasi hutan lindung menjadi hutan produksi dan lahan budidaya pertanian dan permukiman, pengelolaan limbah industri dan rumah tangga belum optimal, belum terbangunnya sinergi perencanaan tata ruang dengan perencanaan pembangunan daerah, kurangnya pemahaman masyarakat akan hidup dan lingkungan hidup sehat, kurangnya pengetahuan dan keterampilan berwawasan lingkungan serta pengawasan pengelolaan sumberdaya alam, belum optimalnya kerjasama dan sinergi perencanaan pembangunan dengan provinsi tetangga dalam pengelolaan daerah perbatasan, lemahnya koordinasi antar instsitusi sektoral karena belum berkembangnya sistem informasi data dan pelayanan terpadu.
Secara umum tidak memperlihatkan gambaran perubahan yang siginifikan dalam pembangunan lingkungan hidup lima tahun yang lalu. Hal ini merupakan tantangan dalam membangun Sumbar lima tahun mendatang. Kondisi yang selama ini belum sepenuhnya menunjukkan kinerja lingkungan hidup yang baik, disebabkan antara lain karena ketidakjelasan penanggung jawab kegiatan pembangunan lintas sektor, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Dari sisi teknis pelaksana, lingkungan hidup bukanlah urusan sektoral yang menjadi urusan satu dinas (SKPD) saja, tetapi membutuhkan perhatian dan kerjasama lintas sektor. Secara pengetahuan, aspek lingkungan hidup juga tidak merupakan monodisiplin ilmu, tetapi interdisiplin atau multi disiplin ilmu, sehingga membutuhkan banyak keahlian untuk menyelesaikan masalahnya. Dari sisi pelaku pembangunan, lingkungan hidup juga tidak menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga masyarakat dan swasta. 
Selain persoalan di atas, kinerja yang kurang baik dalam lingkungan hidup selama ini juga disebabkan karena ketidakjelasan indikator yang ditetapkan, Indikator yang tidak dipahami stakeholders dengan baik berakibat pada interpretasi dan pemahaman yang tidak sama dan tidak ada kejelasan institusi penanggung jawab monitoring dan evaluasi program dan kegiatan. 
Peluang yang dapat diraih dengan baiknya kondisi lingkungan hidup adalah berkurangnya polusi dan bencana, terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatnya indeks pembangunan manusia, terbangunnya budaya hidup sehat dan bersih. Semuanya itu tentu saja akan membawa perubahan kepada kondisi lingkungan hidup yang baik menuju pembangunan yang berkelanjutan.
Sumatera Barat merupakan provinsi yang rawan bencana. Bencana yang pernah terjadi di Provinsi Sumatera Barat berupa bencana alam dan non alam serta bencana sosial akibat ulah manusia. Beberapa ancaman bencana alam tersebut antara lain adalah banjir, letusan gunung api, kekeringan, cuaca ekstrim, gempa bumi, gelombang ekstrim (pasang) dan abrasi, tanah longsor, tsunami, dan cuaca ekstrim (puting beliung). Di samping itu ada juga potensi bencana non alam seperti gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit,  kebakaran hutan dan lahan, serta konflik/ kerusuhan sosial juga tetap menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat.
Salah satu bencana besar yang terjadi adalah bencana gempa yang dasyat dengan skala richter 7,8 SR pada tahun 2009. Bencana ini telah menyebabkan kerugian yang besar baik harta maupun nyawa disebagian wilayah Sumatera Barat khususnya Kabupaten/Kota pesisir yaitu Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, Agam dan Pasaman Barat.
Dengan melihat kondisi masyarakat yang rentan, dimana hampir 60% masyarakat berdomisili di kawasan pesisir dan kawasan rawan bencana, dan besarnya dampak kerusakan yang disebabkan oleh bencana, maka harus dilakukan penanganan optimal untuk menghadapi ancaman bencana ini. Kegiatan penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan dititik beratkan pada upaya miitigasi dan kesiapsiagaan berbasis masyarakat serta penanganan darurat bencana yang dipayungi oleh hukum yang jelas. Disamping itu Penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu berfokus pada peningkatan kapasitas kesiapsiagaan dan penurunan kerentanan sosial masyarakat di daerah-daerah paling rawan bencana di Sumatera Barat. 
Upaya-upaya khusus harus dilakukan untuk pengurangan dampak bencana secara terstruktur, terukur dan menyeluruh dalam kewenangan provinsi. Selain itu juga upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berada di daerah bencana yang tergolongkan kedalam kelompok rentan. Beberapa upaya mitigasi yang dapat dilakukan antara lain dengan membangun penghalang antara potensi bencana dengan faktor risiko yang ada. Mitigasi dapat berupa struktural yaitu dengan memperkuat bangunan dan insfrastruktur yang berpotensi terkena bencana seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa dan lain-lain, maupun dengan melakukan mitigasi non struktural dengan meningkatkan pemahaman akan besarnya potensi bencana, menjaga kepekaan dan kesiapsiagaan agar melakukan tindakan akurat sebelum atau ketika bencana.
Hal lain yang juga perlu perhatian serius adalah rehab rekon pasca bencana. Dampak bencana gempa tahun 2009 telah menyebabkan kerugian yang sangat besar akibat rusaknya sarana dan prasarana dasar serta pemukiman masyarakat. Hal ini berakibat terganggunya pelayanan publik dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan data yang ada, akibat gempa 30 September 2009 tersebut,  249.833 unit rumah, 442 unit kantor, 4748 unit fasilitas pendidikan, 153 unit fasilitas kesehatan, 68 jembatan, 58 pasar dan 2851 tempat ibadah mengalami kerusakan. Total anggaran yang dibutuhkan untuk rehab rekon mencapai 6,4 triliun rupiah. Upaya untuk merehabilitasi dan merekonstruksi sarana dan prasarana dasar maupun perumahan penduduk telah diupayakan Pemerintah namun terkendala oleh besarnya anggaran yang harus dialokasikan sedangkan kemampuan keuangan Pemerintah sangat terbatas.
7. Infrastruktur Dalam Rangka Konektifitas Nasional 
Konektivitas wilayah yang efektif, efisien, dan terpadu tidak dapat dipungkiri merupakan salah-satu elemen dasar dalam upaya percepatan perluasan dan pemerataan pembangunan. Integrasi pembangunan prasarana dan sarana konektivitas dalam mendukung pembangunan wilayah serta pengoptimalan prasarana dan sarana infrastruktur yang ada merupakan strategi kunci untuk meningkatkan tingkat konektivitas. Infrastruktur sebagai urat nadi konektivitas, peranan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing daerah juga menjadi faktor penting. Kondisi infrastruktur juga menjadi salah-satu daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasi di daerah. Hal yang juga harus menjadi pertimbangan dalam pembangunan di segala bidang adalah pertimbangan pemanfaatlan alam sebagai media aktivitas sehingga tetap memperhatikan dukungan lingkungan dan menjaga elestarian lingkungan. Sebagai provinsi yang banyak mendapat perhatian dalam pegerakan penanggulangan bencana di Indonesia, tentunya pertimbangan untuk pengurangan risiko kebencanaan dalam pembangunan juga harus diperhatikan.
Pengembangan infrastruktur terutama transportasi yang telah lalu lebih difokuskan ke arah perhubungan darat. Padahal potensi pengembangan infrastruktur transportasi juga dapat diarahkan kepada perhubungan yang memanfaatkan laut untuk mengkoneksi kota/kabupaten di wilayah pesisir dan kepulauan. Fasilitas wilayah/infrastruktur yang tidak mendukung menyebabkan high cost economy yang pada akhirnya membuat konsumen tidak dapat menikmati harga murah dan menyebabkan daya saing menjadi rendah.  Produk yang ada sulit berkompetisi yang ditunjukkan dengan jumlah orang dan barang yang melalui terminal belum nampak peningkatan yang signifikan. Daya saing daerah Sumatera Barat masih belum berkembang dan cenderung berjalan ditempatdapat ditingkatkan dengan mengediakan infrastruktur yang cukup, lebih berkwalitas dengan pemanfatan dan pemeliharaan yang lebih efisien dan efektif. 
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu menunjang peningkatan perekonomian rakyat. Dengan terdapatnya infrastruktur yang baik dan memadai pada suatu daerah akan mampu mendukung pembangunan dan pengembangan suatu wilayah. Suatu wilayah akan cepat tumbuh dan berkembang dengan tersedianya prasarana pendukung yang baik seperti dengan adanya jalan akan mempermudah moda transportasi baik barang maupun orang, berfungsinya irigasi yang baik akan dapat dapat meningkatkan produktifitas hasil pertanian, tersedianya listrik yang memadai akan meningkatkan industri dll. Untuk menggambarkan suatu ukuran infrastruktur terdapat 4 indikator yang kita gunakan yaitu Kemantapan Jalan, Panjang Irigasi terbangun, Cakupan Listrik dan Jembatan Provinsi terbangun.  
Kondisi infrastruktur hingga tahun 2013, menunjukkan bahwa  secara umum terjadi peningkatan dari tahun ketahun tergambar dari pada tahun 2010 kondisi kemantapan jalan provinsi di Sumatera Barat adalah 80% sampai kondisi 2013 sudah 92 %tahun. Untuk Panjang irigasi terbangun 2010 sepanjang 2,3 Km dan tahun 2013 terbangun sepanjang 6,0 Km, selanjutnya untuk jembatan provinsi terbangun tahun 2010 sepanjang 163 M sampai tahun 2013 sudah bertambah 146 M. Sedangkan untuk cakupan layanan listrik terjadi penurunan tahun 2010 sebesar 90% sedangkan tahun 2013 cakupan listrik sebanyak 89,81%. Hal ini disebabkan terjadi pertambahan penduduk yang membutuhkan listri lebih tinggi dari pertumbuhan penyedian Listrik. 
Tahun 2015 sebagai pelaksanaan tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Tahun 2010-2015 tetap berupaya memprioritas peningkatanan infrastruktur sebagai pedukung pengembangan perekonomian rakyat, dengan melalui program-program tidak saja hanya pada sektor infrastruktur jalan jembatan, irigasi, listrik, tetapi juga pada prasarana pelabuhan, air bersih dan prasarana lainnya. Khusus untuk infrastruktur jalan difokuskan pada koneksitas dengan jalan stategis nasional sebagai upaya membuka akses dan wilayah cepat tumbuh, sehingga dapat membuka wilayah yang produktif yang pada gilirannya nanti meningkatkan perekonomian masyarakat diwilayah tersebut.
8. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
Pemerintahan yang bersih dan baik saat ini menjadi isu nasional yang juga terjadi di Sumatera Barat. Sebagai salah satu upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik menjadi syarat utama yang harus dipenuhi.
Berkenaan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 15 Januari 2014, maka dalam rangka reformasi birokrasi sebagai bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, daerah perlu mengantisipasi dengan melakukan langkah-langkah konkrit utamanya terkait pemantapan sistem manajemen kepegawaian meliputi sistem perencanaan, pengembangan karier, penggajian dan batas usia pensiun pegawai aparatur sipil negara. 
Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam mewujudkan demokrasi bernegara yang baik. Namun tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan proses demokrasi seperti keikutsertaan dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta pengambilan keputusan kebijakan pembangunan yang bersifat strategis melalui forum rembuk. Kondusifitas daerah juga masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga mampu membuka peluang investasi di wilayah Sumatera Barat dan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
9. Pengembangan Kemaritiman dan Kelautan
Provinsi Sumatera Barat memiliki wilayah daratan seluas 42.297 km2 dengan perairan maritim mencakup Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 186.580 km2. Jumlah pulau yang termasuk bagian Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 185 pulau. Antara wilayah daratan dan lautan Sumatera Barat terdapat ekosistem sempadan pada wilayah pesisir seperti ekosistem bakau, terumbu karang, lamun, rumput laut, estuaria, dsb. Ekosistem demikian membentang pada garis pantai dengan total panjang 1.977,73 km.
Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki garis pantai terpanjang diikuti Kabupaten Pesisir Selatan dan Pasaman Barat. Berbagai tipe ekosistem pada wilayah pesisir dan bahari Sumatera Barat menjadi habitat dari berbagai populasi biota perairan dan daratan dengan biodiversitas yang tinggi. Sumberdaya hayati ini bersifat dapat pulih dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan kontribusi ekonomi yang besar dan secara berkelanjutan pula bagi pembangunan Indonesia umumnya dan Sumatera Barat khususnya sebagaimana kontribusi sektor sumberdaya non hayati yang membentuk struktur ekonomi maritim. Pada kondisi saat ini wilayah pesisir pada garis pantai ini belum termanfaatkan secara optimal. Tiga bentuk pemanfaatan sumberdaya hayati ekosistem pesisir yang memberikan kontribusi ekonomi pada ekonomi maritim Sumatera Barat adalah kegiatan perikananan tangkap (capture fisheries), perikanan budidaya (aquaculture), dan kegiatan wisata pantai atau wisata bahari.
Meskipun Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah maritim terluas dengan garis pantai terpanjang dibanding kabupaten dan kota lain yang memiliki perairan laut, namun produksi perikanan tangkap Kabupaten Mentawai terendah dibanding daerah lainnya. Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan wilayah perikanan tangkap yang memberikan hasil tangkapan laut tertinggi di Sumatera Barat. 
Produksi perikanan budidaya pada seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Kabupaten Sijunjung secara berurutan menempati posisi tertinggi dalam produksi perikanan budidaya. Dari potensi sumberdaya perairan dan lahan budidaya serta teknologi budidaya yang tersedia, produksi pada masing-masing kabupaten dan kota masih berpeluang besar untuk ditingkatkan melalui dukungan berbagai pihak termasuk dukungan kebijakan lembaga keuangan untuk memberikan dukungan finansial pada aspek permodalan.
Pulau-pulau kecil di Sumatera Barat memiliki potensi yang bisa dikembangkan seperti, sumberdaya ikan, mangrove, terumbu karang dan wisata bahari. Perairan laut Sumatera Barat memiliki aset pulau-pulau kecil yang tersebar baik yang berada dibawah 4 mil maupun lebih dari 4 mil, pada saat ini yang telah dikelola bersifat keperluan Nagari selebihnya sebagian kecil telah dilakukan untuk keperluan wisata seperti Pulau Cubadak, P. Sikuai, sementara untuk keperluan konservasi laut seperti P. Sikuai, P. Penyu dan P. Pieh dan P. Karabak Ketek. Jumlah pulau-pulau kecil di Sumatera Barat sebanyak 185 buah pulau masing-masing; dikelola provinsi 3 buah, Kab. Pesisir Selatan 47 buah, Kota Padang 18 buah, Kab. Padang Pariaman 1 buah, Kota Pariaman 4 buah, Kab. Agam 2 buah, Kab. Pasaman Barat 12 buah serat Kab. Kep. Mentawai 98 buah.
Potensi wisata bahari yang sangat besar dan bersifat mendunia terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu wisata bahari untuk tujuan bersilancar. Setiap tahun Seri Kejuaraan Dunia (World Champions Surfing Series) dilaksanakan di Mentawai karena potensi surfing area dengan gulungan, ketebalan, tinggi, dan panjang gelombangnya yang terbaik di dunia. Tiap tahun 3000 wisatawan asing dating ke Mentawai. Rata-rata turis selancar menghabiskan 2.500 USD selama kunjungan.
Untuk akselerasi penguatan ekonomi maritim dan perikanan Sumatera Barat, diperlukan pembangunan wilayah strategis untuk pengembangan kegiatan perikanan tangkap, yaitu di Kota Painan (Kab.Pesisir Selatan), Bungus (Kota Padang) dan Sasak (Kab.Pasaman Barat). Perwilayahan sentra produksi bukan hanya menjadi isu strategis bagi pengembangan perikanan tangkap tetapi juga perikanan budidaya (air tawar, payau dan laut) serta pengembangan industri pengolahan yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota. Terkait dengan pengembangan ekonomi maritim, isu-isu lainnya adalah:
1. Peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan.
2. Peningkatan pengawasan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara terintegrasi dan berkesinambungan.
3. Tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir khususnya nelayan tangkap.
4. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap.
5. Preferensi konsumen terhadap produk perikanan yang bermutu, aman konsumsi dan bernilai tinggi.
6. Peningkatan produksi perikanan benih dan bibit unggul yang mendukung ketahanan pangan dan gizi.
7. Kebijakan industrialisasi perikanan untuk meningkatkan nilai tambah, efisiensi menuju blue economy.
8. Peningkatan ekspor produk hasil perikanan.
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